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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN  

 

 

A.  ITSBAT NIKAH 

1. Pengertian Itsbat Nikah 

Kata itsbat nikah terdiri dari dua susunan kata yaitu itsbat dan nikah. Isbat 

berasal dari bahasa arab dan juga memiliki beberapa makna serupa dalam bahasa 

Arab yaitu, 215 ,yang berarti memutuskan , قر, حقق, اكدا 216  menjamin,  

memastikan,217  dan menetapkan. 218  Kata isbat berasal dari kata “ثَةبت ” dibaca 

“śabata” yang merupakan fi’lu al-maḍi yang dimaknai tetap atau tinggal.219 Di 

dalam Al-Qur’an terdapat 15 kata yang menyerupainya,220 beberapa diantaranya 

yaitu, “ثَةبات” dibaca “subaatin” yang bermakna berkelompok-kelompok (An-

Nisa’: 72), “ ثَةبت”, dibaca “sabbit” yang bermakna kokohkanlah (Al-Baqarah : 

250). 

Terdapat juga dalam surat tetapkanlah “  َثَةبََّتْنَاك “ dibaca “sabbtnaka” (Ali 

Imran: 147) yang bermakna tetapkanlah, surat (al-Isra’: 78) memperkuat (hati) mu 

 dibaca “yusbitu”  yang berarti memperkuat hatimu, serta surat (al-Ra’d: 39) “ َثْبِتُ “

yang “ وتهاثَةب ” dibaca “subuutiha” yang bermakna kokoh tegakkanlah atau 

tegakkanlah. Jadi, Itsbat nikah secara harfiah dimaknai sebagai penetapan 

keabsahan suatu pernikahan,221 atau penetapan pernikahan. Dari beberapa makna  

                                                             
215Luwis Ma’luf, Al-Mu’jam Fii Al-Lugoh, (Bairũt: Daru Al-Musyriq’ 2008), hlm. 67. 
216 Munir Baalbaki dan Dr. Rohi Baalbaki, Kamus Almaurid, (Rembang: HalimPublishing dan 

Distributing, 2006), hlm. 703.  
217Ibid, hlm. 303. 
218Achmad Warson Munawwir, Loc. cit,  hlm. 32. 
219Kamus Almaurid, Op.cit, hlm.1010. 
220Abdu Al-Baqĩ, Muhammad Fu'ad, Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faẓi Al-Qur'an Al-Karĩm, Beirut: Daru 

Al-Ma’rĩfah, 2009), hlm. 39. 
221Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan danKepastian Hukum, 

(Makasar: Humanities Genius 2006), hlm. 143. 
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di atas, maka penulis memaknai itsbat dengan makna yang paling cocok yaitu 

menetapkan. 

Itsbat berasal dari kata “astbata-yustbitu-itsbatan” yang artinya adalah 

penguatan. Dalam kamus ilmiah populer itsbat diartikan sebagai memutuskan dan 

menetapkan. 222  Itsbat nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam bahasa 

Indonesia dengan sedikit revisi, yaitu dengan sebutan itsbat nikah. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, itsbat nikah  penetapan tentang kebenaran (keabsahan) 

nikah, atau juga bisa diartikan sebagai penetapan, penutupan dan pengiyaan.223 

Sedangkan makna nikah yaitu nikah ( نكاح ) dan zawaj ( .(زواج ). Nikah 

berasal dari bahasa arab yaitu dari asal kata “ نكح ” (nakaha) yang mengandung 

makna تزوّج (menikah).224 Kalimat “nakaha” sebagai fi’lu maḍĩ juga diaplikasikan 

menjadi 18 bentuk,225 beberapa kata tersebut diantaranya surat (al-Baqarah: 235) “ 

 yang berarti dia ” 235 ), “ تَنْك حَِ “ yang berarti nikah, surat (al-Baqarah: 230) ” النِّكَاحُِ

kawin. Dan surat (an-Nisaa) ”َِيَنْك ح “ yang bermakna mengawini. Beberapa ulama 

mendefinisikan makna nikah dalam bahasa, Imam Abu Hanifah memaknai dengan 

 الوطءsedangkan menurut Imam Maliki nikah secara bahasa adalah 227ِ الجمعوالضم,226

semuanya memiliki pengertian yang sama yaitu berhubungan kelamin. 

Secara terminologi. kata itsbat dan nikah sebagai kata majemuk 

melahirkan pengetian baru, yaitu menurut istilah penetapan, penutupan dan 

                                                             
222Plus A. Partanto dan Dahlan Al Barry, Kamus Ilmia Populer, (Surabaya: Akola, 1994), hlm. 87. 
223Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1, (Jakarta: Ihtiar Baru Vanhove, 1996), hlm. 

221. 
224Kamus Almaurid, Op.cit, hlm.1010. 
225Abdu Al-Baqĩ, Muhammad Fu'ad, Mu'jam Al-Mufahras li Al-Faẓi Al-Qur'an Al-Karĩm, (Bairut: 

Daru Al-Ma’rĩfah, 2009), hlm. 1024. 
226 Abũ Muhammad bin Ahmad bin Mũsa bin Ahmad bin Husaini Al-Goitabĩ, Al-BĩnayahSyarhu 

Hidayah, Jilid 5, (Bairut: Dar Al-‘Ilmiyah, Aţ-ţiba’ah 1, 1420-2000 H),  hlm. 30. 
227Abdu Ar-Rahman bin Muhammad bin ‘Askar Al-Bagdadi, Syahadatu Ad-Dĩn Al-Malikĩ, Jilid 1, 

(Maţba’ah Muşţafa Al-Babĩ Al-Halbĩ, 2000), hlm. 58. 

123 



 

126 
 

 
 

pengiyaan.228 Isbat nikah adalah penetapan suatu perkawinan.229 Nikah menurut 

istilah adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang 

wanita dan memiliki tujuan materil yakni untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan 

menjadikan asas pertama dalam Pancasila. 230  Kamus Besar Bahasa Indonesia 

menyebutkan tetang nikah yang merupakan perkawinan yang dilaksanakan 

dengan memenuhi ketentuan hukum dan ajaran agama.231 

Itsbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor  

KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilansungkan menurut 

syari’at agama Islam, akan tetapi tidak tercatat oleh KUA atau PPN yang 

berwenang. Itsbat nikah juga mengandung suatu metode atau cara dalam 

menatapkan sahnya atau perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal yang 

dilaksanakan di pengadilan.   

Berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 

2010 menjelaskan bahwa itsbat nikah merupakan pernyataan tentang sahnya 

perkawinan yang dilansungkan berdasarkan agama dan tidak tercatat oleh PPN 

yang berwenang.232 

                                                             
228 Meita Djohan Oe, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, 

Pranata 140 Hukum, Volume 08-02, Juli 2013, 289. 
229 Edi Gunawan, Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974Tentang 

Perkawinan Di Pengadilan Agama, Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran, Volome 18-02, Desember 2018, 

hlm. 264. 
230 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan,(Lhokseumawe: Unimal Press, 

2016), hlm. 16. 
231Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,(Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama), hlm. 962. 
232 Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II), (Jakarta: 

2010), hlm. 147. 
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Jika dimaknai secara garis hukum isbat nikah merupakan upaya hukum 

yang dilakukan suami istri untuk menetapkan pernikahan yang belum di sahkan 

menurut Negara, sedangkan pernikahannya sudah sah menurut agama islam 

karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut hemat penulis,  

bahwa itsbat nikah merupakan salah satu produk hukum declarative sekadar untuk 

menetapkan sahnya perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum agama 

Islam namun sebelumnya tidak didaftarkan. Dengan demikian, itsbat nikah 

merupakan suatu upaya hukum dalam penertiban hukum pada perkawinan yang 

mendapat perlindungan dan kepastian hukum, karena dikhawatirkan akan timbul 

masalah di kemudian hari. 

Lebih tegasnya adalah, bahwa itsbat nikah merupakan pengesahan atas 

perkawinan yang telah dilansungkan menurut syari’at agama Islam, akan tetapi 

tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Itsbat nikah tersebut, 

sepanjang sah dijalankan menurut ajaran agama Islam, maka boleh untuk 

membawakan perkara ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Apabila tidak 

tercatat di PPN dan tidak juga di isbatkan, maka akan memberikan dampak yang 

tidak baik dalam kehidupan rumah tangga. 

Undang-undang perkawinan pada Pasal 64 menjelaskan bahwa untuk 

perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi 

sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama 

adalah sah. Dalam hal ini termasuk isbat nikah. Kemudian dalam Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2)  adalah hal-hal yang 

diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Kemudian 

bahwa perkawinan yang diatur dalam undang-undang perkawinan yang terdiri dari 
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22 (dua puluh dua) item salah satunya adalah tentang sahnya perkawinan yang 

terjadi sebelum undang-undang tersebut.233 

Perkawinan yang tidak tercatat di PPN akan mempunyai dampak yang 

tidak baik, diantaranya, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 

apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, 

baik suami maupun sitri. Disamping itu jika dikemudian hari terjadi pelanggaran 

yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat 

mementut hak apapun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, 

secara hukum tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan 

terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun  dalam ikatan perkawinan 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di 

Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap ilegal dimata hukum. Dengan 

demikian, perkawinan yang dilansungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh 

Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan 

kemudharatan dan pertengkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan. 

2. Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam 

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan segala sesuatu tentang 

pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka pasangan suami 

istri berhak mengajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama setempat.  

Beberapa langkah Pengadilan Agama memberi kebijakan dalam pengajuan 

permohonan itsbat nikah, yaitu: 

a. Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama setempat. Membuat surat 

permohonan itsbat nikah, surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai 

dengan tujuan yaitu surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat 

                                                             
233Ibid,  
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cerai dan surat permohonan itsbat nikah (lihat di lampiran). Memfotokopi 

formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 rangkap, 4 rangkap formulir 

permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi disimpan; 

b. Membayar panjar biaya perkara, apabila tidak mampu membayar panjar biaya 

perkara, dapat mengajukan permohonan untuk beperkara secara cuma-cuma 

(Prodeo); 

c. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan. Pengadilan akan mengirim surat 

panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada pemohon dan 

termohon; 

d. Menghadiri Persidangan. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan 

waktu yang tertera dalam surat panggilan; dan 

e. Putusan/ Penetapan Pengadilan, jika permohonan anda dikabulkan, pengadilan 

akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah. Salinan putusan/penetapan 

itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang 

terakhir.234 

Terbukanya peluang mengajukan isbat nikah, tetapi belum tentu  semua 

perkawinan sirri dapat di itsbatkan oleh Pengadilan Agama. permohonan itsbat 

nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses 

persidangan ternyata syarat-syarat secara yuridis normatif telah terpenuhi, maka 

majelis hakim akan mengabulan permohonan penetapan nikah tersebut. Namun 

sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi secara yuridis normatif, 

maka majelis hakim akan menolak permohonan tersebut karena tidak sesuai 

dengan aturan yang ada. 

                                                             
234 Selayar, Pengajuan Panduan Itsbat atau Pengesahan Nikah, diambil darihttps://www.pa-

selayar.go.id/doc/panduan-istbat-nikah.pdf, pada hari selasa, 14 Juli 2020, pukul20.21 WIB. 
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Majelis hakim bisa saja mengabulkan permohonan isbat nikah, apabila 

memiliki argumentasi logis dalam pertimbangannya, seperti pertimbangan 

sosiologis empiris atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan 

menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak atau bagi keluarganya. Seperti dengan 

tidak dikabulkan permohonan isbat nikah akan menjadikan nasib seseorang atau 

anaknya mendapat kesulitan dengan tidak adanya akta kelahiran. 

Dengan demikian, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya hakim 

berijtihad kemudian mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang secara 

yuridis normatif tidak terpenuhi syarat-syaratnya, namun secara sosiologis empiris 

diperlukan untuk kemashlahatan. Kewenangan melakukan ijtihad dalam 

berperkara, dijelaskan juga dalam hadist nabi Muhammad SAW: 

دْ اخَْبرَْنيِ ََ حَدَثَْةناَ عُبيَْدِ اللهِ بنِْ عُمَرْ بِنْ  َْزِ َعَْنيِ اِبْنُ مُحَمَّ َْدْ بِنْ مَيْسَرَةِ جَدَثَْةناَ عَبدُْ الْعَزِ زِ

دْ بنِْ اِبْرَهِيمِْ عَنْ بسُْرِ بنِْ سَعِيدْ بِنْ ابَيِ قيَْس  مَوْليَ عَ  مْرُو بِنْ عَبْدُ اللهِ بنِْ الَْهَادِي بنِْ مُحَمَّ

مُ قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمْ, اذَِا حَكَمَ الْحَاكِ  العَاصْ عَنْ عُمَرْ بِنْ العَاصْ قاَلَ.

 فاَاجْتهََدَ فاَصََابَ فلَهَُ اجَْرَاِن, وَاذَِا حَكَمَ فاَاجْتهََدَ فاَخَْطاَءَ فلَهَُ اجَْرٌ 235

Artinya: “Ubaidullah bin ‘Umar bin Maisarah telah menceritakan kepada kami, 

Abdul Aziz yaitu Ibnu Muhammad menceritakan kepada kami, Yazid 

bin Abdullah bin Had telah mengkabarkan kepadaku dari Muhammad 

bin Ibrahim dari Busri bin Sa’id dari Abu Qais Budak ‘Amru bin al-

‘Ash, dari ‘Amru bin al-‘Ash berkata : “ telah bersabda Rasulullah 

SAW”: “jika seorang hakim memutuskan perkara kemudian ia 

berijtihad dan benar maka baginya dua pahala, dan jika ia 
                                                             

235Lihat Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sajastani, Sunan Abu Daud, Bab fi al-QadhiYukhthi’, 

Hadits no. 3576, (Bairut : Dar al-Kutub al-‘Arabi), jllid. 3, hlm. 324. Lihat jugaMuhammad bin Isa Abu Isa al-

Tirmizdi al-Silmi, al-Ja>mi’ al-Shahi>h Sunan al-Tirmizdi,Bab al-Qadhi Yushibu wa Yukhthi’ Hadits no. 

1326, (Bairut : Dar Ihya al-Turats al-Arabi), jld.3, hlm. 615. Lihat juga Ahmad bin Syu’aib Abu Abdurrahman 

al-Nasa’i, al-Mujtabi min al-Sunan, Sunan al-Nasa’i, cet. 2, Bab al-Ishabah fi al-Hukm, Hadits no. 5381, 

(Maktab al-Mathbu’at al-Islamiyah : 1986), jld. 8, Hlm. 223. Lihat juga Ahmad Bin Hambal Abu Abdullahal-

Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal, Bab Hadits Amr bin ‘Ash ‘An al-NabiShallallahu ‘Alaih wa 

Sallam, Hadits no. 17809, (Kairo : Muassasah Qardoba), jld. 4, hlm. 198. Lihat juga Abu Bakar Ahmad bin al-

Husain bin Ali al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra wa fiDzailihi al-Jauhar al-Naqi, Bab Ijtihad al-Hakim Fima 

Yasughu Fihi al-Ijtihad wa Huwa minAhli al-Ijtihad, cet.1, Hadits no. 20867, (India : Majlis Da’irah al-Ma’arif 

al-Nizdhamiyah), jld.10, hlm. 119. Lihat juga Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi, 

ShahihMuslim, Bab Bayan Ajr al-Hakim Izda Ijtahada Fa Ashaba wa Akhtha’a, Hadits no. 1716,(Bairut : Dar 

Ihya al-Turats al-Arabi), jld. 3, hlm. 1342. 
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memutuskan perkara kemudian ia berijtihad dan salah, untuknya satu 

pahala”. (HR. Abu Daud: 3756). 

 

دْ حَدَثَْةناَ شُعْبَ  دْ بنِْ عُبيَْدِ اللهِ الَثَّقفَيِ عَنْ نمََرْ واِبْنُ الْ حَدَثَْةناَ َحَْيَ بِنْ حِمَّ ْْ بِنْ ةْ بنِْ مُحَمَّ حَر

اصْ مِنْ اصَْحَابِ مُعَاذْ اِنَّ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمْ   اخَِي المُغَيْرَةْ عَنْ ناَسُ مِنْ اهَْلِ حَمَّ

َْتُ  ا بعََثهَُ الِيَ الْيمََن قاَلَ ارََاَ كِتاَبِ انَْ عُرِضَ لكََ قضََيءٌ كَيْفَ بقَْضِي؟ قاَلَ اقَْضِي بِ لضمَّ

الَ فاَنِْ لَّمْ اللهِ, فاَنِْ لمّْ َكَُنْ فيِ كِتاَبِ اللهِ؟ قاَلَ فبَِسُنَّةِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وِسَلَّمْ, قَ 

نَّةِ رَسُولُ الله؟ِ قاَلَ اِجْتهََدَ رَاْيِ وَ  دُ لِله لوَْ الَْوُ, قاَلَ فضََرَبَ صَدْرِهِ ثَةمَُّ قاَلَ الَْحَمْ َكَُنْ فيِ السُّ

 الَّذِي وَفقََ رَسُولُ اللهِ لمَِا َرَْضَي رَسُولُ اللهِ 236

Artinya: “Yahya bin Himad menceritakan bahwa Himmad telah menerimariwayat 

dari Syu’bah dari Muhammad Ubailillah al-Tsaqafiy dari Amr binHarits 

bin saudara Mughirah bin Syu’bah dari seorang laki-laki 

pendudukHamsy kawan Muaz bin Jabbal menceritakan bahwa nabi 

Mahammad ketikamengutus Muaz ke Yaman dia berkata ”Bagaimana 

pendapatmu jikadihadapkan kepadamu persoalan, bagaimana cara 

engkau memutuskannya?”Muaz menjawab, “Saya akan memutuskannya 

dengan al-Qur’an, bagaimanaapabila engkau tidak menemukan 

jawabannya dalam al-Qur’an jawab Muazsaya akan mencarinya dalam 

sunnahmu, Tanya rasul lagi, Bagaimana kalautidak ada dalam 

sunnah?” Muaz bin Jabbal menjawab, “Maka saya akanberijtihaddan 

tidak biarkan begitu saja”. Lalu nabi menepuk dadanya danberkata: 

“Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik utusan 

rasulnyasesuaidengan diridhai rasulnya”.(HR. Bukhari). 

 

Berdasarkan bunyi hadist di atas, hakim memilki peluang berijtihad dalam 

permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Apalagi itsbat nikah di Pengadilan 

Agama saat ini, bukan hanya permasalahan yang tidak tercatat di bawah tahun 

1974, namun lebih banyak permohonan itsbat nikah bagi pernikahan yang terjadi 

setelah lahirnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan.  

Menurut perundang-undangan yang berlaku, sebuah pernikahan hanya 

dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dalam hal perkawinan yang tidak ada 

                                                             
236Muhammad bin ‘Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi , Juz III (Beirut: Dar al-Garbi al-Islami, t.th.), hlm. 

9. 
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akta nikah solusinya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah. Artinya, 

seseorang dapat mengajukan itsbat nikah yang bertujuan agar supaya perkawinan 

yang dilakukannya mendapat bukti secara otentik berupa akta nikah dan mendapat 

legislasi baik secara yuridis normatif maupun sosiologis empiris. 

Disamping itu, untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja 

terjadi dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat, karenannya isbat 

nikah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah sebuah solusi yang 

bijaksana untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, sekaligus memberikan 

legitimasi diantara salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak masyarakat. Untuk itu, pencatatan dan itsbat nikah bertujuan 

mewujudkan perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya 

perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dengan perkawinan tersebut.237 

Perkawinan adalah hak asasi bagi setiap warga negara yang telah terpenuhi 

persyaratan untuk melakukannya. Karena itu, perkawinan harus dilandasi oleh 

iktikad baik bagi kedua belah pihak, dengan niat dan iktikad baik maka diharapkan 

perkawinan akan langgeng, bernilai ibadah serta mendapat ridha Allah SWT. 

Perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara dapat dijumpai 

dalam pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan kedua. 

Dalam pasal itu dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.238 Apabila di perhatikan 

bunyi “melalui perkawinan yang sah”, hal ini mengisyaratkan adanya suatu 

ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan. 

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat urgen, sebagaimana 

urgennya peristiwa kelahiran, peristiwa kematian, dan sebagainya. Dengan 

                                                             
237Lihat: Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum, Op. cit. hlm. 86. 
238UUD 1945 Amandemen Lengkap, hlm. 31. 
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demikian, seorang hakim tidak akan menganggap sepele masalah perkawinan, 

tentu saja hakim memiliki landasan atau payung hukum. Dasar hukum majelis 

hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah adalah sebagai berikut, yatut: 

1. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

2. Pasal 64 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Untuk 

perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang 

terjadi sebelum UU ini diberlakukan yang dijalankan menurut UU yang lama 

adalah sah”. Karena itsbat nikah adalah bagian dari bidang perkawinan, maka 

jelaslah pasal tersebut termasuk bagian dari dasar pijakan isbat nikah yang 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama. 

3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal tersebut merupakan hukum 

normatif yang menjadi dasar pijakan hakim dalam memutuskan suatu 

permohonan itsbat nikah. Termasuk perkawinan yang terjadi di atas tahun 

1974. 

Pada umumnya masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke 

Pengadilan Agama adalah adalah masyarakat yang melakukan perkawinan pasca 

berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Padahal jika dilihat dan 

diamati  dengan berdasakan pasal 64 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan 

yang tidak tercatat dapat dimohonkan itsbat nikahnya adalah perkawinan yang 

terjadi sebelum UU tersebut diterbitkan. Namun karena isbat nikah sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan perlindungan hukum, 

maka Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” 239  dengan menyimpang tersebut, 

                                                             
239Romulyo dan Muhammad idris, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

dari segi Hukum perkawinan, (jakarta: Ind-Hill-C0, 1990), hlm. 28. 
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kemudian kebanyakan mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan 

ketentuan pasal 7 ayat (3)  huruf e.  

Perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan tersebut adalah 

perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri yang tidak bertentangan dengan 

hukum agama yang berlaku, terpenuhi syarat dan rukun nikah. Jika hal ini 

terpenuhi, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah 

sirri meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan pasca berlakunya UU Nomor 1 

Tahun 1974, sebagaimana yang akan penulis kelompokkan nanti dalam kajian 

itsbat nikah sirri di beberapa Pengadilan Agama Provinsi Riau. 

Jika melihat kepada bunyi Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di 

atas, pada dasarnya KHI teleh memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. 

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan 

pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan jurisdiktio voluntair.240 

Dikatakan dengan pengadilan yang bukan sesungguhnya, karena dalam perkara ini 

hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, yaitu 

penetapan nikah. Perkara voluntair merupakan perkara yang sifatnya permohonan 

dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya 

perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang 

menghendaki demikian. 

                                                             
240Tidak ada sengketa artinya tidak ada yang diselisihkan, tidak ada disengketakan, yang bersangkutan 

tidak meminta putusan hakim, melainkan meminta penetapan hakim tentang status dari suatu hal. Tugas hakim 

yang seperti itu disebut dengan “Jurisdictio Volunteria” atau “Yurisdiksi Volunter”, yaitu kewenangan hakim 

memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif. Dalam hal ini hakim 

bertugas sebagai petugas administrasi dan menetapkan suatu hal. Dalam hal ini hanya terdapat satu pihak saja 

yaitu “pemohon”, yaitu orang yang meminta kepada hakim untuk menetapkan suatu kepentingan yang tidak 

mengandung sengketa. Hasil akhir dari “Yurisdiksi Volunter” adalah “Penetapan” hakim. Lihat: Wirjono 

Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1969), hlm. 15. 
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Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti: 

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan 

tindakan hukum; 

2. Penetapan pengangkatan wali; 

3. Penetapan pengangkatan anak; 

4. Penetapan nikah (isbat nikah); dan 

5. Penetapan wali ad}al.241 

Produk perkara voluntair ialah penetapan Nomor perkara permohonan 

diberi tanda “ P “ misalnya: Nomor 125/Pdt.P/1996/PA/Btl.242 Karena penetapan 

itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak 

berlawan maka dicantum penetapan tidak akan berbunyi menghukum melainkan 

bersifat menyatakan (declaratoire). Adapun asas yang melekat pada putusan 

penetapan, pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya 

“kebenaran sepihak”.  

Kebenaran yang terkandung di dalam penetapan hanya kebenaran yang 

bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini 

lahirlah asas berikutnya yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada 

diri pemohon ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak darinya, 243 sama 

sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut 

di atas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak 

mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas 

putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat dipahami 

karena 

                                                             
241  H. A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1996), hlm. 41. 
242 Ibid. 
243 Raihan A. Rasyid,  Hukum Acara Peradilan Agama,  (Jakarta: CV. Rajawali, 1991),  hlm. 73. 
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Dengan adanya putusan penetapan itsbat nikah, maka secara hukum 

perkawinan tersebut telah tercatat yang berarti adanya jaminan ataupun 

perlindungan hukum terhadap status anak, dan kedudukan serta pembahagian 

harta bersama ketika terjadi perceraian dalam perkawinan, sebagaimana yang 

diatur dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur 

tentang harta benda dalam perkawinan. 

Pencatatan nikah secara resmi memiliki tujuan yang sakral yaituagar 

perkawinan itu jelas dan memberi bukti bahwa perkawinan itu telahterjadi, baik 

bagi pasangan, keluarga ataupun orang lain, dan bagimasyarakat dapat 

mengetahui peristiwa perkawinan itu serta dapat dibuktikan dalam suatu surat 

yang bersifat resmi, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai 

alat bukti tertulis yang otentik yang memberikan jaminan kepastian hukum dari 

Negara atas suatu perkawinan. 244  Dengan pencatatan nikah maka akan tertib 

administrasi negara dan akan memberikan legalitas yang sah. 

Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat nikah 

sepanjang pernikahan tersebut telah memenuhi syarat pernikahan secara sah dan 

tidak terdapat halangan pernikahan (KHI Pasal 44). Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

menetapkan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang 

tidak mengundang persengketaan. Jika pernikahan tidak dapat memberikan alat 

bukti yang sah maka perkawinan tersebut akan lemah untuk kedudukan hukum.  

Untuk mengatasi tidak adanya bukti tertulis maka Pengadilan Agama 

membantumasyarakat dalam memberikan alat bukti berupa akta nikah dengan 

cara mengajukan permohonan itsbat nikah (Undang-undang Nomor 5 Tahun2009 

                                                             
244Marwin , “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi “, ASAS, 

Volume 06-02, Juli 2014, hlm. 110. 
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dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2). Itsbat nikah merupakan upaya 

hukum yang dilakukan suami istri untuk menetapkan pernikahan yang belum di 

sahkan menurut Negara, sedangkan pernikahannya sudah sah menurut agama 

islam karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.245 

Itsbat nikah merupakan jawaban atas banyak tuntutan masyarakat akan 

kebutuhan legalitas dan kepastian hukum pernikahan sirri. Dengan demikian 

pernikahan sirri merupakan salah satu sebab permohonan itsbat nikah karena 

pernikahan ini tidak memiliki akta nikah. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) dalam BAB II Pasal 7 ayat (3) tentang Dasar-Dasar Perkawinan membatasi 

kebolehannya pada pernikahan-pernikahan dengan kondisi tertentu, berikut 

beberapa faktor dibutuhkannya permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama 

dalam Kompilasi HukumIslam (KHI) seperti disebutkan dalam ayat berikut ini.246 

Pasal 7 ayat (2) KHI menerangkan bahwa: dalam hal perkawinan tidak 

dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan 

Agama. Sepintas rumusan KHI tersebut dapat dilegakan hati bagi yang melakukan 

perkawinan di bawah tangan, atau poligami liar. Karena walaupun perkawinan 

tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tapi dapat diajukan itsbatnya ke PA guna 

memperoleh penetapan dari PA. Rumusan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI perlu 

dibatasi.  

Pembatasan tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan 

dalam menerapkanya. Bahwa yang dimaksud dengan adanya perkawinan dalam 

rumusan KHI bahwa yang terjadi setelah tanggal 1 Oktober 1975 dan telah 

dilakukan menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975. bukan 

                                                             
245Faizah Bafadhal, Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan 

Perundang-Undangan, Jurnal Ilmu Hukum, Maret, 2014, hlm. 3. 
246Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia 
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perkawinan di bawah tangan atau poligami liar. Tapi karena ada hal-hal- lain 

misalnya karena kelalaian/kelupaan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) 

perkawinan itu tidak tercatat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. 

Sedangkan ayat (3) menerangkan: itsbat nikah yang bisa diajukan ke 

Pengadilan Agama tersebut yang berkenaan dengan: 

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkara perkawinan. 

Berdasarkan makna dari “adanya perkawinan dalam rangka 

penyelesaian perceraian” di Pengadilan Agama adalah permohonan penetapan 

nikah atau itsbat nikah sengaja diajukan demi mendapat pengakuan nikah 

berupa akta nikah, kemudian dapat diajukan permohonan perceraian. Setelah 

permohonan diterima maka pernikahan ditetapkan dapat menjadi sah menurut 

hukum, maka segala hak keperdataan akan melekat dalam perkawinan yang 

sudah mendapat legalistik. 

Perlu dipahami dari bunyi ayat ini “adanya perkawinan” pada huruf a 

ayat 3 Pasal 7 KHI, yaitu suatu pernyataan atau pengakuan adanya perkawinan 

tetapi telah dilakukan diluar Pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. 

Permohonan perceraian pada Pernikahan sirri harus didahului dengan 

pengajuan itsbat nikah, karena perceraian yang resmi akan diputuskan pada 

pernikahan yang resmi. 

Itsbat nikah yang sengaja diajukan demi permohonan perceraian 

merupakan bentuk kelemahan KHI karena dapat memberi resiko berupa 

penyelundupan hukum. 247  Dalam ilmu hukum disebut “penyelundupan 

hukum”, yaitu suatu cara untuk menghindari diri dari bentuk persyartan 

hukum yang berlaku atau undang-undang yang berlaku dengan tujuan untuk 

                                                             
247Ramdani Wahyu Sururie, Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam SistemHukum Perkawinan 

Indonesia, Al-Manahij: Polemik di sekitar Hukum Itsbat Nikah, Volume 09-02, Desember 2017, hlm. 244. 
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menghindar dari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh dirinya.248 

Penyelendupan hukum dikarenakan akan adanya gugatan baru setelah adanya 

pengesahan nikah seperti gugatan hak waris dan sebagainya. 

Hal ini dapat dihindari dengan cara Hakim Pengadilan Agama 

memeriksa perkawinan yang dilaksanakan tidak memiliki halangan 

perkawinan. Sedangkan perkawinan yang akan diisbatkan harus memenuhi 

unsur-unsur perkawinan yang telah dimaksudkan dalam undang-undang, 

perceraian dapat terjadi karena: 

a. Salah seorang dari pasangan melakukan perzinaan, atau melakukan hal 

yang melanggar asusila seperti pemabukdan penjudi yang sangat sukar 

untuk disembuhkan. 

b. Salah satu dari pasangan meninggalkan pasangannya selama 2 tahun 

berturut-turut tanpa ada alasan dan berita yang jelas. 

c. Mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau harus menjalani 

hukuman yang lebih berat. 

d. Terjadinya penganiyaan terhadap pasangan 

e. Menderita penyakit cacat badan atau lainnya yang mengakibatkan 

meninggalkan kewajiban sebagai suami atau istri. 

f. Pasangan suami istri berkehidupan tidak rukun, perselisihan, dan 

pertengkaran dalam rumah tangga. 

g. Suami melanggar taklik talak. 

h. Adanya pindah agama atau murtad.249 

                                                             
248Harpani Matnih, Perkawinan dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut HukumPerkawinan 

Nasional, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 06-11, Mei 2016, hlm. 903. 
249 Pasal 116 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia 
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Dari pasal ini dijelaskan beberapa persyaratan permohonan perceraian 

untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun terjadinya poligami 

liar. Penyelesaian perceraian dalam permohonan isbat nikah ini hanya berlaku 

pada suami yang masih hidup, sedangkan jika suami sudah meninggal tidak 

dapat diajukan permohonan itsbat nikah.250 Maka cerai mati tidak termasuk 

alasan untuk diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat 

nikah mempunyai implikasi memberikan jaminan secara hukum atas hak anak 

dan istri dalam perkawinan serta melindungi haknya jika terdapat perceraian. 

Rumusan pasal 7 ayat (3) huruf a KHI perlu dibatasi. Pembatasan 

tersebut mutlak diperlukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam 

menerapkanya. Bahwa yang dimaksud dengan adanya perkawinan dalam 

rumusan KHI adalah yang terjadi setelah tanggal 1 Oktober 1975 dan telah 

dilakukan menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975, bukan 

perkawinan di bawah tangan atau poligami liar. Tapi karena ada hal-hal- lain 

misalnya karena kelalaian/kelupaan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) 

perkawinan itu tidak tercatat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta 

Nikah. 

Pasal 7 ayat (3) huruf a mengundang problem lanjutan seperti 

sebagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya atau pemohon tidak 

mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami isteri 

padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka, apakah bisa 

penjatuhan terhadap status hukum dalam putusan sela menjadi gugur karena 

dinilai asesoris dengan permohonan/gugatan pokok. Seharusnya tidak bisa 

                                                             
250Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat MenurutHukum Tertulis di 

Indonesia Dan Hukum Islam, (Sinar Grafika: Jakarta 2012)., hlm. 223 
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batal dengan sendirinya Karena ia menyangkut penentuan status hukum 

seseorang.  

Lain halnya dengan putusan sela tentang sita marital misalnya yang 

menyangkut “hak kebendaan” sehingga dapat diangkat sitanya. Hal inilah 

yang membuka peluang bagi lahirnya “celah hukum/penipuan hukum”. Belum 

lagi jika itsbat nikah yang diajukan menyangkut perkawinan poligami, lantas 

perkara perceraian sekaligus digabungkan dengan itsbat dan poligami, tentu 

tidak bisa . 

2. Hilangnya  Akta Nikah. 

Setiap perkawinan harus dicatatkan,251  peraturan ini bersifat mutlak 

dan harus dilaksanakan bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan 

guna mendapat akta nikah. Adanya pencatatan ini diharapkan agar terjamin 

ketertiban dalam masyarakat. Akta nikah merupakan dokumen atau daftar 

yang didalamnya memuat peristiwa perkawinan dan disahkan oleh Pegawai 

Pencatatan Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).252 Maka adanya 

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah. 

Tujuan dari akta resmi ini untuk memudahkan pembuktian perkawinan 

bila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan tersebut.253 Akta 

nikah digunakan sebagai bukti nikah yang akan menjaga hak-hak hukum yang 

timbul dari pernikahan, hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 7 ayat (1) KHI 

yang menjelaskan bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta 

nikah. 

                                                             
251Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang Perkawinan 
252Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai LegalitasPernikahan Menurut 

Kompilasi Hukum Islam, Pranata Hukum, Volume 08-01, Januari 2013, hlm. 26. 
253Bambang Ali Kusuma, Manfaat Akta Perkawinan Bagi Anggota Masyarakat,Adiwidya, Volume 02-

02, November 2018, hlm. 110. 
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Bagi pasangan suami istri yang kehilangan akta nikah boleh 

mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama,254 maka harus 

terbukti didalam persidangan bahwa perkawinan tersebut telah benar-benar 

dilaksanakan secara resmi dan tercatat juga terpenuhi syarat dan rukun 

perkawinan menurut hukum agama maupun hukum undang-undang sebagai 

dasar mengabulkan permohonan itsbat nikah. Adanya akta nikah sebagai bukti 

ini sangat bermanfaat danmenjadi maşlahat bagi pasangan dan keluarga serta 

untuk menghindari kemungkinan pengingkaran atas pernikahannya dan akibat 

hukumnya adalah adanya hak-hak dan kewajiban dalam berumah tangga.255 

Hal ini dikuatkan dengan adanya Undang-undangNomor 23 Tahun 

2006 tentang administrasi kependudukan yaitu pada Pasal 17 merumuskan 

“Peristiwa penting adalah kejadian yangdialami oleh seorang meliputi 

kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan 

pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status 

kewarganegaraan”. 

Namun perkara ini sangat jarang ditemui karena jika perkawinan sah 

dapat meminta duplikat akta nikah pada Kantor Urusan Agama dimana 

pasangan dahulu melakukan perkawinannya, hal ini merupakan langkah 

preventif yang dapat ditempuh bagi pasangan tersebut. Dijelaskan pada Pasal 

13 ayat (1) PeraturanPemerintah No.9 Tahun 1975 yang menyatakan: “ Akta 

perkawinan dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama disimpan oleh Panitera 

Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada”. Jika 

tidak ditemukan akta perkawinan itu di KUA, bisa dicari fotokopi akta 

                                                             
254Pasal 7 ayat (3) huruf b Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di 

Indonesia. 
255Laila M. Rasyid, Hukum Acara Perdata, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm.76. 
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tersebut di instansi terkait yang pernah menerima foto kopi Kutipan Akta 

Nikah, misalnya Kantor Catatan Sipil (dalam pengurusan akta kelahiran) dan 

kemudian diserahkan ke KUA untuk dibuatkan duplikat. 

Pasal 7 ayat (3) huruf b tentang hilangnya akta nikah, demikian halnya 

kalau hanya sekedar hilangnya buku kutipan akta nikah bisa dimintakan 

duplikatnya ke KUA dan sebagai tindakan preventif akan kemungkinan 

hilangnya buku catatan Akta Nikah yang asli di KUA, tentu masih bisa 

didapatkan rangkapnya di kantor Pengadilan Agama sebagaimana yang 

dijelaskan oleh pasal 13 ayat (1) PP No. 9/1975 yang menyatakan “akta 

perkawinan dibuat rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai 

Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah 

Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada”.  

Sandainya tetap tidak ada di KUA, tentu masih bisa dicarikan foto 

kopiannya di instansi terkait yang pernah menerima foto kopi Kutipan Akta 

Nikah (misalnya Kantor Catatam Sipil untuk pengurusan akta kelahiran) dan 

kemudin diserahkan ke KUA untuk dibuatkan dupliktnya dan tidak perlu repot 

mengajukan itsbat nikah yang sudah barang tentu lebih ruwet dan ribet. 

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. 

Itsbat nikah yang dimohonkan ke Pengadilan Agama karena adanya 

keraguan dari para pihak (para Pemohon) tentang sah atau tidaknya salah satu 

syarat perkawinan pada waktu perkawinan mereka dilangsungkan dahulu, 

maka para pihak dapat mengajukan permohonan itsbatnya dengan ketentuan 

yang tertulis.256 Pengadilan Agama melalui majelis hakim akan mensahkan 

                                                             
256Pasal 7 ayat (3) huruf c Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di 

Indonesia 
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pernikahan tersebut dengan syarat pernikahan tersebut telah memenuhi 

ketentuan syariat agama dan tidak ada larangan atau halangan perkawinan 

yang dilanggar.  

Jika pernikahan yang dilaksanakan menimbulkan keraguan dalam 

keabsahan pernikahan maka harus ditelaah kembali tentang pernikahannya 

yang dilaksanakan menurut Hukum Islam. 257  Apabila ditemukan satu saja 

syarat tidak terpenuhi maka pernikahan ini tidak sah dan tidak dapat diajukan 

permohonan itsbat nikah dan hakim dapat membatalkan pernikahannya karena 

pernikahan tersebut tidak sah. 

Pasal 7 ayat (3) huruf c tentang adanya keraguan sah atau tidaknya 

salah satu syarat perkawinan, justru mengarahkan pada perkara pembatalan 

perkawinan/nikah dan bukan perkara itsbat nikah, sebab biasanya bagi orang 

yang melakukan nikah di bawah tangan tersebut amatlah yakin bahwa 

pernikahannya dengan melalui “Kiyai/ Ustadz” adalah telah sah dan sesuai 

dengan syari’at (memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1). Maka ketentuan Pasal 7 

ayat (3) huruf c tidak tepat, jika pernikahan yang dijalankan menimbulkan 

keraguan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat pernikahan maka hukum 

pernikahan itu tidak sah.  

Syarat perkawinan merupakan syarat komulatif bukan alternatif. Tidak 

terpenuhinya salah satu syarat perkawinan menyebabkan perkawinan itu tidak 

sah. Pasal 7 ayat 3 huruf c membuka peluang untuk menguji sahnya suatu 

perkawinan jika terjadi keraguan pada salah satu syaratnya. Terlebih lagi, bila 

salah satu syarat nikah tidak terpenuhi maka seharusnya hakim memutuskan 

                                                             
257Faizah Bafadhal, Op. cit. hlm. 7. 
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bahwa nikah tersebut tidak sah dan membatalkan perkawinan itu dan bukan 

untuk menetapkan sahnya nikahِtersebut.  

Kalau untuk mengesahkan perkawinan karena adanya salah satu syarat 

perkawinan yang tidak terpenuhi (sisi hukum perkawinan) maka seharusnya 

tidaklah perlu repot-repot ke Pengadilan Agama tetapi cukup wali menikahkan 

lagi tanpa harus di hadapan PPN bisa saja dilakukan oleh Kyai atau Ustad. Hal 

ini sangat mungkin terjadi bagi pelaku nikah yang sudah pernah nikah dan 

telah dicatat PPN tetapi diragukan tidak terpenuhinya salah satu syarat 

perkawinan. Meskipun nikah kedua (pengulangan akad nikah) tidak dicatatkan 

lagi dihadapan PPN, mereka tetap memiliki Kutipan Akta Nikah yang 

terdahulu. 

Lembaga itsbat nikah dibentuk tidak sekadar untuk terlaksananya tertib 

administrasi, tapi juga berfungsi pada tegaknya hukum perkawinan. Namun 

demikian hakim PA harus hati-hati dalam menangani perkara itsbat nikah 

dengan alasan sebagaimana dalam rumusan huruf c tersebut. Agar peluang 

tersebut tidak dimanfaatkan oleh pelaku perkawinan di bawah tangan atau 

poligami liar. 

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 

1974. 

Undang-undang perkawinan disahkan pada tahun 1974, maka bagi 

perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan perkawinan sebelum adanya 

Undang-Undang Perkawinan boleh mengajukan perkaranya ke Pengadilan 

Agama. Berdasarkan banyak kejadian membuktikan bahwa hukum tidak 

bersifat kaku, artinya hukum dapat mengikuti perkembangan dalam 

masyarakatan dengan tetap melindungi masyarakatnnya dan hakim harus 
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mencari dan menggali hukum yang telah hidup dan berkembang dalam 

masyarakat.  

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. 

Pasal 7 ayat (3) huruf e yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka 

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, 

ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan 

yang jelas. Jika pasal ini ditujukan untuk perkawinan setelah tahun 1974 maka 

tidak tepat. Karena akan memberi peluang bagi pelaku nikah sirri dan 

poligami liar untuk mengajukan isbat nikah. Lain halnya jika ada batasan 

bahwa yang boleh diisbatkan adalah bentuk perkawinan yang dilakukan 

sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. 

Selanjtnya dalam pasal 7 ayat (4) KHI menerangkan para pihak yang 

berhak mengajukan permohonan itsbat nikah. Kiranya perlu dijelaskan lebih 

lanjut berkenaan dengan “pihak lain” yang berkepentingan dengan 

perkawinan. Hal ini dapat ditafsirkan untuk orang tertentu atau pejabat tertentu 

karena jabatannya. Yang dimaksud dengan orang-orang tertentu adalah orang 

yang memiliki hubungan mewarisi dengan orang yang hendak diisbatkan 

nikahnya, seperti karena memiliki hubungan darah lurus ke atas, ke bawah, 

maupun ke samping. 

Adapun yang dimaksud dengan pejabat tertentu adalah pejabat karena 

jabatannya mengawasi perkawinan, yaitu Pegawai Pencatat sebagaimana 

dimaksud oleh UU No. 22/1946 Jo. UU No. 32/1952. Sedangkan Jaksa tidak 

bisa berkedudukan sebagai pemohon dalam itsbat nikah. Jika pegawai pencatat 

berhak mengajukan itsbat nikah jelas lembaga itsbat nikah tidak ditujukan 
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sebagai tindakan yang bersifat administratif belaka, tapi juga ditujukan untuk 

tegaknya hukum perkawinan. 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak berlaku 

surut, oleh karena itu perkawinan baik yang pertama atau yang kedua dan 

seterusnya yang terjadi sebelum tanggal 1 Oktober 1975 yang dilakukan 

adalah sah. Sehingga menurut penulis pernikahan yang terjadi sebelum 

berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 inilah yang harus dikabulkan oleh 

Pengadilan Agama jika dimintakan permohonan itsbat nikah, dan hal inilah 

yang menjadi pokok dalam masalah itsbat Nikah karena pernikahan sebelum 

Tahun 1974 perlu dan penting untuk mendapat bukti otentik yaitu Akta Nikah 

demi kepentingan keluarga. 

Menurut hukum perkawinan, bahwa pernikahan di bawah tangan dan 

nikh sirri yang dilakukan setelah berlakunya UU No. 1/1974 dianggap tidak 

pernah ada (terjadi). Sehingga apabila perkawinan tersebut diitsbatkan maka 

dengan alasan apapun harus ditolak atau tidak dapat diterima bahkan 

dikabulkan. Seandainya itsbat nikah itu diterima berarti telah mengakui dan 

membenarkan suatu perbuatan (nikah sirri dan poligami liar) yang 

menyimpang dari Undang-undang perkawinan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, jika dilihat kepada aspek hukum normatif 

maka kebenaran hanyalah kebenaran berdasarkan peraturan perundang-

undangan saja. Lebih dari itu, penulis melihat permasalahan itsbat nikah sirri 

berdasarkan kebutuhan sosiologis dan dinamika sosial dalam masyarakat. 

Penulis sepakat dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, di mana itsbat 

nikah yang di terima adalah itsbat nikah yang terjadi sebelum berlakunya UU 

Nomor 1 Tahun 1974, namun penulis juga harus mendapatkan interpretasi 
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hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama menerima atau 

menolak itsbat nikah sirri yang terjadi setelah berlakunya UU perkawinan 

tersebut. 

Permohonan itsbat nikah dibolehkan bagi perkawinan yang 

dilaksankan tanpa adanya halangan perkawinan, halangan perkawinan itu 

diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 undang-undang perkawinan adalah sebagai 

berikut: 

Pasal 8 

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus dan ke bawah ataupun  ke 

atas. 

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 

dengan saudara neneknya.  

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.  

4) Berhubungan sususuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara 

sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.  

5) Berhubungan sandara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari 

istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari satu.  

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 

berlaku dilarang kawin.258 

Pasal 9 “Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain 

tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) 

dan Pasal 4 Undang-undang ini”.259 Pasal 10 “Apabila suami dan istri yang 

telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua 

                                                             
258Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
259Ibid, Pasal 9. 
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kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 

bersangkutan tidak menentukan lagi”.260 

Selain dari larangan perkawinan yang ditentukan hukum agama dan 

hukum negara maka dibolehkan untuk mengajukan itsbat nikah, seperti 

hubungan hubungan darah yang terjalin dari keluarga ibu. Berdasarkan 

ketentuan diatas dapat dijadikan dasar permohonan dilaksanakannya itsbat 

nikah di Pengadilan Agama. Tidak hanya itu,kepentingan akta nikah juga 

menjadi landasan dasar permohonan itsbat nikah, beberapa urgensinya untuk 

perlindungan hukum terhadap akibat yang akan ditimbulkan dari perkawinan, 

yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, serta hak-

hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak.261 Pasal 7 ayat (2) dan (3) 

KHI lebih memberikan kewenangan yang luas dari Undang-Undang 

Perkawinan tentang masalah itsbat nikah. 

B. ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PROPINSI RIAU 

1. Perkara Itsbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Propinsi Riau 

Agar lebih terperincinya proses itsbat nikah sirri di Pengadilan Agama 

Provinsi Riau, penulis mengambil sampel Pengadilan Agama Kelas I A. 

Pekanbaru, Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinang, dan Pengadilan Agama 

Kelas II Pangkalan Kerinci. Pengambilan ketiga Pengadilan Agama ini sebagai 

sampel, karena Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru mewakili Pengadilan 

Agama Kelas I A lainnya, Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinag mewakili 

                                                             
260Ibid, Pasal 10. 
261Ni Putu Erma Dewi Jayanti , Urgensi Akta Autentik Perkawinan Dalam PerspektifUndang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, E-Journal Komunitas Yustisia Universitas PendidikanGanesha Program Studi Ilmu 

Hukum, Volume 02-01, Tahun 2019, hlm. 5. 
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Pengadilan Agama Kelas I B lainnya, dan Pengadilan Agama Kelas II Pangkalan 

Kerinci juga mewakili Pengadilan Agama Lainnya. 

Penetapan putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama di atas, penulis 

klasifikasikan sesuai dengan nama pengadilannya, sebagaimana dalam tabel 

berikut ini: 

1. Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru 

Itsbat nikah sirri pada Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru penulis 

ambil sebanyak 12 putusan pengadilan, sebagaimana tabel di bawah ini: 

No Perkara Alasan 

Permohonan 

Putusan 

Terima Tolak Gugur 

1 Nomor 

25/Pdt/G/2020/PA.Pbr 

Akta Nikah 

untuk mengurus 

harta  

1 - - 

2 Nomor 

78/Pdt.P/2020/PA.Pbr  

Perceraian 1 - - 

3 Nomor 

84/Pdt.G/2020/PA.Pbr 

Akta Nikah 

untuk 

kepentingan 

pekerjaan 

1 - - 

4 Nomor 

100/Pdt.G/2020/PA.Pbr 

Akta Nikah 

mengurus Akte 

Kelahiran anak 

1 - - 

5 Nomor Akta Nikah 1 - - 
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123/Pdt.G/2020/PA.Pbr untuk Akte 

Kelahiran anak 

6 Nomor 

142/Pdt.G/2020/PA.Pbr 

Akta Nikah 

untuk Akte 

Kelahiran anak 

- 1 - 

7 Nomor 

173/Pdt/G/2020/PA.Pbr 

Akta Nikah 

untuk Akte 

Kelahiran anak 

1 - - 

8 Nomor 

184/Pdt.G/2020/PA.Pbr 

Akta Nikah 

untuk Akte 

Kelahiran anak 

- 1 - 

9 Nomor 

95/Pdt.G/2019/PA.Pbr 

Perceraian 1 - - 

10 Nomor 

101/Pdt.G/2019/PA/Pbr 

Akta Nikah 

untuk Akte 

Kelahiran anak 

1 - - 

11 Nomor 

174/Pdt.G/2018/PA.Pbr 

Akta Nikah 

untuk 

pembagian harta  

1 - - 

12 Nomor 

214/Pdt.G/2018/PA.Pbr 

Akta Nikah 

untuk Akte 

Kelahiran anak 

1 - - 

Total  10 

80,33 % 

2 

16,67 % 

- 

 



 

152 
 

 
 

Tabel 4. 1 

Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru 

 

Untuk lebih memperjelas dan sedikit terarah, penulis mencantumkan 

beberapa contoh  perkara permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Pekanbaru 

adalah sebagai berikut; 

1. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Pbr dalam perkara pengesahan nikah 

antara Jemeri bin Labay Dain (Pemohon I) dengan Elidahniar binti Dahmirus 

(Pemohon II).262 

Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Pbr, di Pengadilan Agama 

Pekanbaru yang mengadili perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh 

Jameri bin Labay Dain, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sd, di jalan 

HR Soebrantas (samping Riau Pos) RT. 02 RW. 12 Kelurahan Sidomulyo 

Barat.  Kecamtan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai 

Pemohon I. Dengan Elidahniar binti Dahmirus, umur 52 tahun, agama Islam, 

pendidikan SD, tinggal di jalan (samping Riau Pos) RT. 02 RW. 12 Kelurahan 

Sidomulyo Barat.  Kecamtan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut 

sebagai Pemohon II.  

Duduk Perkara adalah, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah 

melansungkan pernikahan pada tanggal 28 Nopember 1984 di dusun Banca 

Taleh Desa Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi 

Sumatera Barat. Dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama 

Dahmirus. Dari Pemohon II juga dihadiri oleh bapak kandungnya bernama 

Labaitaen dengan mahar berupa uang Rp. 10, 0000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 

yang menjadi Munakhi (yang menikahkan) adalah P3NTR dengan disaksikan 

                                                             
262Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 123/Pdt.P/2020/PA/Pbr, tanggal 

29 Oktober 2020, Hlm. 1-12 
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oleh paman Pemohon I bernama Sipen dan Paman Pemohon II bernama Datuk 

Kayo. 

Pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada kantor 

Urusan Agama setempat, swaktu menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka 

dengan usia 23 tahun sementara Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 

tahun. Dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah diakruniakan 

enam orang anak, sehingga mereka sangat membutuhkan akta pernikahan 

demi mendapatkan kepastian hukum, mengurus buku nikah, akta kelahiran 

anak, serta kepastian dari anak-anak mereka. 

Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama 

pekanbaru tentang duduk perkara di atas, adalah menimbang bahwa saksi yang 

diajukan telah memenuhi syarat formi dan materil alat bukti saksi, dengan hal 

itu, Majelis Hakim berpendapat telah mampu membuktikan dalil 

permohonannya. Pertimbangan Majelis Hakim dengan melihat syarat rukun 

nikah secara syariat telah lengkap, serta tidak ada pelanggara hukum di 

dalamnya, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Itsbat Nikah 

Pemohon I dan Pemohon II.  

Sebagaimana yang penulis sampaikan di atas, permohonan ini 

dikabulkan oleh Majelis Hakim karena nikah sirri atau nikah dibawah tangan 

dihukum sah secara syari’at selama syarat dan rukunnya telah terpenuhi 

dengan baik. Permasalahan yang penulis lihat hanyalah pada prosesi nikah 

sirri dihadapan P3NTR yang seharusnya pada saat itu sudah ada buku nikah, 

karena P3NTR merupakan perwakilan Kepala Kantor Urusan Agama yang 

berada di setiap Kecamatan saat itu. 
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Menurut Elidasniwati (hakim PA Kelas 1 A Pekanbaru) mengatakan, 

bahwa pada masa lalu seringkali terjadi “penyelundupan hukum”. Artinya, 

pernikahan telah dilakukan secara hukum negara melalui P3NTR, namun 

seringkali P3NTR beralasan tidak ada buku, sehingga pernikahan tersebut 

tidak dilaporkan kepada KUA, dan perubahan UU akhirnya menghapus 

keberadaan P3NTR, maka banyaklah pernikahan masa lalu yang menjadi 

nikah sirri.263 

2. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.Pbr dalam perkara pengesahan nikah 

antara Tonny bin Aan (Pemohon I0 dengan Hasna Derti binti Rasalan 

(Pemohon II).264 

Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.Pbr dalam perkara pengesahan 

nikah yang diajukan oleh Tonny bin Aan, umur 39 tahun, agama Islam, 

pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sari Kencana RT 004 

RW 005 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota 

pekanbaru, sebagai Pemohon I. Dengan Hasna  Derti binti Rasalan, umur 41 

tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, 

alamat Jalan Sari Kencana RT 004 RW 005 Kelurahan Tangkerang Tengah 

Kecamatan Marpoyan Damai Kota pekanbaru, sebagai Pemohon II. 

Duduk perkaranya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II 

melansung pernikahan pada tanggal 09 November 2004 di Kecamatan Sri 

Meranti Kota Pekanbaru dengan wali nikah ayah kandungnya sendiri dengan 

maskawin seperangkat alat shalat. Yang bertindak sebagai saksi dalam 

pernikahan tersebut adalahdua orang laki-laki bernama Hendra dan 

                                                             
263 Elidasniwati, Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, (Wawancara di Pengadilan Agama 

Bangkinang), pada hari Selasa, Tanggal 07 Juni 2021, pukul 16. 00 – 17. 30 Wib. 
264Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor register 101/Pdt.P/2019/PA.Pbr, tanggal 

15 November 2019, Hlm. 1-9 
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Adi.Pemohon I ketika akan menikah berstatus jejaka, sedangkan pemohon II 

berstatus janda. 

Pernikahan tersebut telah dikaruniakan tiga orang anak yaitu, Alfin 

Saputra (13) tahun, Claudia Sania Putri (12) tahun, dan Alif Saputra (10) 

tahun. Dengan kehadiran anak tersebut, maka kedua pemohon mengitsbatkan 

nikah untuk pengurusan akte kelahiran anak mereka. 

Pertimbangan majelis hakim melihat kepada masalah wali. Wali pada 

saat pernikahan tersebut merupakan ayah kandung Pemohon II sendiri dengan 

mewakilkan kepada qadhi bernama Suherman. Saksi juga terdiri dari dua 

orang laiki-laki dewasa, ijab dan qabul, serta ada kedua calon mempelai. 

Secara Syaari’at Islam syarat dan ruknnya telah terpenuhi. 

Kemudian hakim menggali lagi tentang Pemohon II yang pada saat 

menikah dengan Pemohon I berstatus janda. Status janda tersebut didapatkan 

oleh Pemohon II karena suami pertamanya telah meninggal dunia yang 

bernama Venus. Berdasrkan keterangan saksi yang diajukan, menurut 

pertimbangan majlis hakim telah memenuhi syarat materil bukti saksi, serta 

saksi yang dajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi. 

Berdasarkan pertimbanngan di atas, serta pertimbangan majelis hakim 

berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka majlis hakim menetapkan 

untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menetapkan 

sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Nopember 

2004, di Kecamatan Sri Meranti Kota Pekanbaru, serta memerintahkan kepada 

pemohon I dan Pemohon II melaporkan pernikahannya untuk di catat pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. 
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3. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr dalam perkara itsbat nikah yang 

diajukan oleh Afdolin bin Marlius (Pemohon I) dengan Aidil Fitri binti 

Karyadi (Pemohon II).265 

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA-Pbr, Pengadilan Agama 

pekanbaru yang mengadili perkara Pemohon I atas nama Afdolin bin Marlius, 

Lahir Padang 03 September 1986, agama islam, pekerjaan pendidikan SLTA, 

pekerjaan POLRI,  alamat Jalan Kasuari No.1 Rt 001 RW 008 Kelurahan 

Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

Pemohon II atas nama Aidil Fitri bin Karyadi, Lahir di Pekanbaru 04 Juni 

1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan, alamat Jalan 

Kasuari No.1 Rt 001 RW 008 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan 

Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau. 

Duduk perkara dalam itsbat nikah ini adalah bahwa antara pemohon I 

dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melansungkan 

pernikahan pada hari Jum’at pada tanggal 29 Apari 2015. Dalam pernikahan 

tersebut dilaksanakan oleh wali Pemohon II yang bernama Badrun yang 

merupakan ayah tiri dari Pemohon II, dengan saksi Rasmina dari Pemohon I 

dan Dalismar Lubis dari Pemohon II yang merupakan ibu kandung Pemohon 

II. 

Badrun sebagai wali nikah yang merupakan ayah tiri Pemohon II 

setelah menerima wakil dari ayah kandung Pemohon II yang bernama 

Karyadi, dan perkawinan sirri ini telah melahirkan dua orang anak 

Naisyaturrahma (lahir di Pekanbaru 26 Januari 2016) dan Felisha (lahir di 

Pekanbaru tanggal 7 September 2019). Kebutuhan itsbat nikah tersebut 

                                                             
265Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr, 

tanggal 29 Desember 2020, Hlm. 1-7 
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bertujuan untuk membuat buku nikah, membuat akta kelahiran anak dan 

kepentingan hukum lainnya. 

Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa 

berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan di 

persidangan, wali nikah Pemohon II adalah Badrun (ayah tiri) menjadi wakil 

dari Karyadi ayah kandung Pemohon I dengan saksi-saksi atas nama Rusmina 

dan ibu Dalismar Lubis sebagai ibu kandung pemohon II. Berdasarkan 

ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali dan saksi-saksi dari 

rukun nikah disamping calon suami, calon istri serta ijab dan qabul harus 

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pas tentang pasal 25 

Kompilasi Hukum Islam, dimana saksi adalah orang laki-laki muslim, adil, 

baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tulis. 

Pertimbangan selanjutnya dari Majelis Hakim adalah bahwa ketika 

melansungkan pernikahan status Pemohon I adalah duda cerai tetapi 

perceraian Pemohon I dengan istrinya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 65 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 39 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu di depan sidang Pengadilan Agama, 

dengan demikian, saat berlansungnya perkawinan satatus Pemohon I masih 

menikah, dan seharusnya mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. 

Oleh karena itu, melalui pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim 

sepakat berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak 

dapat diterima. 
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4. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Pbr dalam perkara itsbat nikah yang 

diajukan oleh Asral Mashuru bin Masri (Pemohon I) dengan Siska binti 

Kadrawi (Pemohon II).266 

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Pbr dalam perkara itsbat nikah 

yang diajukan oleh Tn. Asral Mashuru bin Masri, umur 35 tahun, agama 

Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Jl. Ronggo Warsito No. 09 RT 

001 RW 002 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi 

Riau, yang diwakilkan kepada penasehat hukumnya Abu Bakar Siddiq, 

SH.MH, Ahmad Yusuf, SH, Eriyanto, SH.MH, dan Darmawan, SH, sebagai 

Pemohon I. Dengan Ny. Siska binti Kadrawi, umur 28 tahun, agama Islam, 

pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jln. Ronggo Warsito No. 09 RT 001 RW 

002 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Provinsi Riau, 

yang diwakilkan kepada penasehat hukumnya Abu Bakar Siddiq, SH.MH, 

Ahmad Yusuf, SH, Eriyanto, SH.MH, dan Darmawan, SH, sebagai Pemohon 

II. 

Duduk perkara pada permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan 

Pemohon II telah melansungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2016 di 

Jakarta berdasarkan bukti surat nikah dari Yayasan Al-Hikmah INT’L Center 

yang ditanda tangani oleh Kyai H. DR. Ahmad LMS. Wali nikah adalah abang 

kandung Pemohon II yang bernama Supriadi karena ayah kandung Pemohon II 

telah meninggal dunia, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, dengan 

mas kawin emas 10, 7 gram dan uang tunai Rp. 181. 115 (seratus delapan 

puluh satu ribu seratus lima belas rupiah). 

                                                             
266Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Pbr, 

tanggal 20 Oktober 2020, Hlm. 1-8 
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Dalam pernikahan tanggal 26 Oktober 2016 Pemohon II berstatus 

seorang gadis, sedangkan Pemohon I berstatus sebagai duda. Kemudian 

melampirkan Akta Cerai dari istri pertama bernama Latifa binti R. Ibnu Anton 

dengan Nomor 0383?AC/2018/PA.JB yang dikeluarkan oleh Pengadilan 

Agama Jakarta Barat tertanggal 15 Februari 2018.  

Berkaitan dengan duduk perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II 

bermohon kepada majelis hakim untuk menetapkan dan menyatakan sah 

pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2016, serta mendapatkan akta nikah 

untuk keperluan selanjutnya. 

Pertimbangan majelis hakim adalah bahwa pernikahan yang 

dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Oktober 2016 tidak 

memenuhi salah satu ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a, b, s, d, dan e Kompilasi 

Hukum Islam. Selanjutnya bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I tidak 

ada izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan poligami, di mana saat itu 

Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama dan baru bercerai 

pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Untuk itu majlis hakim 

berpendapat, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan 

tidak dapat diterima (Niet Onverklijk). 

Pertimbangan majelis hakim terhadap diterimanya permohonan itsbat 

nikah sirri di Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

a. Telah terpenuhi alasan itsbat nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka 3 

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat 

diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan 

dengan, huruf (d) “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU 

Nomor 21 tahun 1974”, dan huruf (e) “ perkawinan yang dilakukan oleh 
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mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 

tahun 1974”.267 

b. Telah terpenuhinya kelengkapan administrasi berdasarkan Kartu Tanda 

Penduduk pemohon berdomisili pada wilayah Kantor Urusan Agama dan 

Pengadilan Agama di Pekanbaru; 

c. Wali yang menikahkan merupakan wali nasab; 

d. Saksi pemohon merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang 

menjadi saksi, serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat 

bukti saksi; 

e. Telah terpenuhinya seluruh syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang 

telah dikemukakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. 

Berdasarkan uraian di atas, maka permohonan itsbat nikah diterima oleh 

Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru. Persoalannya hanya terdapat pada alasan 

pasal 7 angka (3) pada huruf (d) dan (e) di atas. Jika merujuk pada bunyi huruf 

(d), maka diterimanya permohonan itsbat nikah di atas UU Nomor 1 tahun 1974 

adalah menyalahi Kompilasi Hukum Islam, karena yang boleh diitsbatkan adalah 

perkawinan yang terjadi di bawah UU Nomor 1 tahun 1974.  

Dengan demikian, penulis melihat bahwa alasan utama majelis hakim 

menerima permohonan itsbat nikah tersebut adalah berdasarkan KHI angka (3) 

pada huruf (e) yang berkaitan dengan pada perkawinan yang tidak memiliki 

halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974. Halangan perkawinan 

yang dimaksudkan di sini adalah telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan 

menurut syari’at Islam. 

                                                             
267Mediya Rafeldi, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji, 

(Jakarta: Alika, 2016), hlm. 3.  
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Adapun pertimbangan majelis hakim menolak permohonan itsbat nikah di 

Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

a. Pada saat pernikahan laki-laki berstatus duda cerai, akan tetapi perceraiannya 

dengan istri pertama tidak sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, “Perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha 

dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.268 

b. Pernikahan tersebut tidak mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama; dan 

c. Pada saat pernikahan itu laki-laki masih berstatus nikah dengan istri 

pertama;269 

d. Pernikahan pemohon tidak memenuhi salah satu dari ketentuan pasal 7 

Kompilasi Hukum Islam angka (3).270  

2. Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinang. 

Itsbat nikah sirri pada Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinang penulis 

ambil sebanya 5 putusan pengadilan, sebagaimana tabel di bawah ini: 

No Putusan Alasan 

Permohonan 

Putusan 

Terima Tolak Gugur 

1 Perkara 

42/Pdt.P/2021/PA.Bkn 

Akta Nikah untuk 

Akte Kelahiran 

anak 

- - 1 

2 Perkara Akta Nikah untuk - 1 - 

                                                             
268 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU Nomor 7 Tahun 1989), 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 105. 
269 Penetapan Perkara Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Pbr, Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh 

Afdolin bin Marlius dengan Aidil Fitri binti Karyadi, hlm. 5-6. 
270 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Pbr Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Asral Mashuri bin 

Masri dengan Siska binti Kadrawi, hlm. 6. 
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62/Pdt.P/2021/PA.Bkn Akte Kelahiran 

anak 

3 Perkara 

81/Pdt.P/2020/PA. Bkn 

Akta Nikah untuk 

Akte Kelahiran 

anak 

- 1 - 

4 Perkara 

52/Pdt.P/2021/PA.Bkn 

Akta Nikah syarat 

daftar naik haji 

1 - - 

5 Perkara 

51/Pdt.P/2021/PA.Bkn 

Akta Nikah untuk 

Akte Kelahiran 

anak 

1 - - 

Total  2 

40 % 

2 

40 % 

1 

20 % 

Tabel 4.2 

Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinang 

 

Adapun duduk soal permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama 

Bangkinang Kelas I B di atas dapat penulis cantumkan beberapa contoh guna 

memberikan gambaran dan lebih terarah lagi pengetahuan kita, adapun beberapa 

perkara tersebut adalah; 

1. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bkn dalam perkara perkara Pengesahan 

Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Nasir L Bin Lihan (Pemohon I) 

dengan Ile Binti Sumar Sito (Pemohon II).271 

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Bkn dalam perkara perkara 

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Nasir L Bin 

Lihantempat dan tanggal lahir Tanjung Balam 12 September 1965, umur 55 

                                                             
271 Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 

52/Pdt.P/2021/PA.Bkn, tanggal 11 Mai 2021, Hlm. 1-18 
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tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di 

Dusun I Batas Hutan, RT. 002, RW. 001, Desa Tanjung Balam, Kecamatan 

Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sebagai Pemohon I. Dengan Ile Binti Sumar 

Sito, tempat dan tanggal lahir Lubuk Siam 27 November 1968, umur 52 tahun, 

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di 

Dusun I Batas Hutan, RT. 002, RW. 001, Desa Tanjung Balam, Kecamatan 

Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sebagai Pemohon II.  

Duduk perkara Bahwa pada tanggal 17 Januari 1981, Pemohon I 

dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di 

Desa Teluk Kunidai, Di hadapan Qhodi Nikah bernama Ajo Malayu, dengan 

wali nikah Umar Sito (Ayah Kandung Pemohon II). Dan Saksi nikahnya 

masing-masing bernamaSohim ( saksi dari pihak Perempuan ) dan Lihan ( 

saksi dari pihak Laki- Laki ), dan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 

10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) tunai. 

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II 

bertempat tinggal di Desa Tanjung Balam, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten 

Kampar, Riau dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri 

dikaruniai 7 (tujuh). orang anak 4 (empat) orang telah meninggal dunia dan 3 

(tiga) orang yang hidup masing-masing bernama Isap Bin Nasir L,  Syafarizal 

Bin Nasir L,  Yeni Binti Nasir L. Bahwa pemohon tidak pernah menerima 

Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan setelah Pemohon 

mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak 

tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Oleh 
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karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari 

Pengadilan Agama Bangkinang, guna untuk persyaratan dendaftaran Haji.  

Pertimbangan majelis hakim bahwa majelis telah menyarankan kepada 

Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan 

Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran majelis 

tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat 

di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini sangat penting, karena 

pernikahannya dengan tempat permohonan itsbat berbeda. Namun demikian, 

undang-undang sudah memperbolehkan, bahwa urusan publik yang berkaitan 

dengan negara berdasarkan tempat tinggal sendiri sesuai dengan alamat yang 

dimilki dalam Kartu Tanda Penduduk.  

Bahwa dalam menjalankan pernikahan tersebut, Pemohon I dan 

pemohon II tidak ada cacat dalam rukun dan syarat nikah menurut syari’at 

Islam serta ketentuan undang-undang yang berlaku. Bahwa maksud 

permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk Persyaratan 

pendaftaran Haji, sekaligusuntuk mengurus itsbat nikah ini adalah untuk 

mendapatkan bukti pernikahan mereka dan juga untuk mengurus akta 

kelahiran anak mereka.  

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan 

menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nasir  L bin Lihan) dengan 

Pemohon II (Ilebinti Sumar Sito) yang dilaksanakan pada   tanggal 17 Januari 

1981 Di Desa Teluk Kunidai, Kecamatan Tambang,Kabupaten Kampar.  



 

165 
 

 
 

2. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Bkn dalam perkara pengesahan 

perkawinan antara Herianto bin Dahwan (Pemohon I) dengan Desi Febrianti 

binti Anwar (Pemohon II).272 

Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.Bkn dalam perkara pengesahan 

perkawinan atau itsbat nikah yang diajukan oleh Harianto bin Dahwan yang 

lahir di Batu Sangkar 01 Februari 1971, umur 50 tahun, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di perumahan 

Pandau Permai Blok C.5 No. 14 D, RT 002 RW 05, Desa Pandau Jaya, 

Kecamtan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau sebagai Pemohon I dengan 

Desi Febrianti binti Anwar lahir di Solok tanggal 13 Fevruari 1987, umur 34 

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat 

tinggal di perumahan Pandau Permai Blok C.5 No. 14 D, RT 002 RW 05, 

Desa Pandau Jaya, Kecamtan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau sebagai 

Pemohon II. 

Duduk perkaranya adalah bahwa tanggal 16 Januari 2009 pernikahan 

Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan di hadapan qadhi bernama 

Umar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Anwar, saksi dua 

orang laki-laki bernama Sulan dan Pendi, dengan mahar 50 rupiah. Sebelum 

pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati dibuktikan dengan Surat 

Keterangan Meninggal dunia dari Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu 

Nomor: 473.3/PEM/PJ/I/2021-04 tanggal 07 Januari 2021, sedangkan 

Pemohon II berstatus perawan, dan buah pernikahan tersebut telah melahirkan 

dua orang anak Muhammad Arif bin Herianto, lahir tanggal 19 Februari 2010, 

dan Muhahammad Rasyid bin Herianto, lahir tanggal 12 Maret 2018. 

                                                             
272Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 51/Pdt. P/2021/PA. 

Bkn, tanggal 11 Mai 2021,  Hlm. 1-17 
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Pertimbangan majelis hakim pada saat persidangan dilansungkan 

dilihat kepada kehadiran Pemohon I dan Pemohon II, dimana yang 

menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II, saksi yang dihadirkan dalam 

pernikahan merupakan dua orang laki-laki yang akil balig, serta adanya mahar 

yang secara syari’at Islam telah memenuhi unsur syarat dan rukun, serta 

dibuktikan lagi dengan kehadiran saksi-saksi yang lain termasuk tetangga dan 

sumpah. 

Di samping itu, majelis hakim juga melihat berdasarkan ketentuan UU 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa 

pernikahan sah menurut ketentuan agama dan kepercayaannya, juga hujjah 

syar’iyah dalam kitab I’anah al-Thalinin Juz 2 halaman 304 “dapat diterima 

pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas 

pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu 

membenarkannya, begitu juga sebaliknya”.273 

Majelis Hakim juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, pada pasal 

5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan 

bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup ditengah masyarakat yang agamis, 

terkenal dengan postulat adatnya, “adat basandi syara’ dan syara’ basandi 

kitabullah”. 274  Demikian juga halnya keberadaan hukum Islam itu sendiri 

                                                             
273Sayyid al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha al-Damyathi al-Mishri, Hasiah I’anatutthalibin,Ala 

ahli alfaz Fathul Mu’in Bisyarhi Qurrratu al-‘Aini Bimahmati ad-Din, (Al-Haramain: Juzu’ 2), Hlm. 218 
274 Tidak dapat di pungkiri bahwa Kabupaten Kampar mempunyai adigium “adat basandi syara’, 

syara’ basandi kitabullah” dan “syara’ mangato, adat mamakai”. Konsep ini tak kan lapuk oleh hujan dan tak 

kan lekang karena panas, sehingga Kabupaten Kampar terkenal dengan daerah yang agamis. Konsep ini 

dijabarkan kepada empat pembahagian, yaitu: Pertama, Adat yang sebenar adat. Yaitu peraturan yang 

diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umatnya, dan diajarkan 

oleh guru-guru kepada semua muridnya. Itulah sepanjang syara’ yang disebut dalam kitabullah, yang diambil 
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untuk menjaga ketertiban (mashlahat) administrasi perkawinan untuk 

menghilangkan (mufsadat) yang membahayakan sesuai dengan kaidah fiqih 

mengatakan “Menolak kesusahan (mudharat) itu lebih didahulukan 

(diutamakan) daripada mengambil kemshlahatan”.275 

Dari berbagai pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis 

Hakim di atas, mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon I dan Pemohon 

II, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon 

II dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang 

dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2009 dan untuk selanjutnya membuat 

Akta Nikah di KUA. 

3. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Bkn dalam perkara itsbat nikah yang 

diajukan oleh Zul Amri bin Samzubir (Pemohon I) dengan Juita Rian Astuti 

binti Syafrudin (Pemohon II).276 

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PA.Bkn dalam perkara pengesahan 

perkawinan atau itsbat nikah yang diajukan oleh Zul Amri bin Samsubir, lahir 

di Penyasawan 14 Juli 1985, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Penyasawan Barat RT 009 RW 005 

Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Riau, sebagai 

                                                                                                                                                                                              
hukum sah dan batal, halal dan haram, fardhu dan da’wa. Inilah syara’ atau agam yang terdapat dalam kitabullah 

yang bisa ditunjukkan bab, pasal, matan dan maknanya, hadist dan dalilnya, qiyas dan ijmaknya.Kedua, Adat 

yang diadatkan. Yaitu memakai basa-basi, memakai kata-kata kiasan, memperhatikan mudharat dan mamfaat 

suatu pekerjaan. Arinya, ajaran ini identik dengan kahlaqul karimah, agar berhati-hati dalam kehidupan. Ketiga, 

Adat nan taradat. Yaitu peraturan yang dipakai dalam satu luhak, laras dalam kenagrian. Inilah yang maksud 

dengan “lain nagari lain adat, lain lubuk lain ikan, lain padang lain pula belalangnya”. Atau “dimana batang 

terguling disan cendawan tumbuh, dimana tanah dipijak disana langit dijunjung, dimana nagari dhuni, disana 

adat dipakai”. Keempat,Adat Istiadat, yaituperaturan yang menimbulkan kesukaan dan kegembiraan anak muda-

muda, akan tetapi dilarang oleh yang sebenar adat. Seperti berjudi, menyabung ayam, berzina, minum 

memabukkan, dan lain-lain. Lihat: Sulaiman ar-Rasuli, Pertalian Adat dan Syara’, (Jakarta: Ciputat Prss, 2003), 

Hlmm. 4-5 
275Abu Zahrah, al-‘Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam, Terjemahan: Muhammad Nur, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1973), Hlm. 56 
276 Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 

62/Pdt.P/2021/PA.Bkn, tanggal 9 Juni 2021, Hlm. 1-9 
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Pemohon I dengan Juita Rian Astuti bin Syafrudin, lahir di Penyasawan 08 

Februari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu 

rumah tanggal, tempat tinggal di Dusun Penyasawan Barat RT 009 RW 005 

Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Riau, sebagai 

Pemohon II.  

Duduk perkara dalam permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan 

pemohon II telah melansungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2018 di Air 

Molek Kecamatan Pasir penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Yang menjadi wali 

nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syafrudin bin Abdullah, 

saksi nikahnya dua orang laki-laki bernama Fery Risman dan Marzoni, dengan 

mas kawin seperngkat alat sholat. Dari pernikahan tersebut dikarunikan satu 

orang anak bernama Arisha Amrita binti Zul Amri lahir pada tanggal 09 

Oktober 2019. 

Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar setelah pemohon mengurusnya. Oleh sebeb itu, pemohon 

sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama 

Bangkinang guna untuk mengurus agar pernikahan tersebut tercatat secara 

hukum. 

Dalam memperkuat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II 

melampirkan foto cofy kutipan akta cerai Nomor 0565/AC/2016/PA.Bkn, 

tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama 

Bangkinang, dan poto cofy Kutipan Akta Cerai Nomor 

0489/AC/2019/PA.Bkn, tanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai 

Pengadilan Agama Bangkinang. 
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Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan dan 

bukti-bukti, maka Majlis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I 

dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2018 di Air 

Molek tersebut tidak terbukti sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena 

pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon II dalam keadaan terkait  

tali perkawinan dengan orang lain dan telah melanggar ketentuan pasal 9 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.  

Dengan demikian, Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum 

Pemohon I dan Pemohon II dan dengan ditolaknya petitum Pemohon I dan 

Pemohon II point 2, maka petitum Pemohon I dan Pemohon II pada point 1 

juga harus ditolak. 

4. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Bkn dalam perkara itsbat nikah yang 

diajukan oleh Alfian Ridho Bin Lubis .A (Pemohon I) dengan Sukesih binti 

Suparman (Pemohon II).277 

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Bkn dalam perkara itsbat nikah 

yang diajukan oleh Alfian Ridho Bin Lubis .A tempat dan tanggal lahir 

Penyasawan 27 Agustus 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Penyasawan Barat, RT/RW 

012/006 , Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar ,Kabupaten Kampar, sebagai 

Pemohon I. Dengan Sukaseh Binti Suparman, tempat dan tanggal lahir Bukit 

Rejo 30 Juni 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Penyasawan Barat, RT/RW 

012/006, Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, sebagai 

Pemohon II.  

                                                             
277 Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 

81/Pdt.P/2020/PA.Bkn, tanggal 07 Juli 2020, Hlm. 1-7 
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Duduk perkara pada permohonan ini adalah bahwa pada hari Jum'at 

tanggal 23 februari 2018 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara 

Pemohon I  dengan Pemohon II  yang dilangsungkan di Wilayah Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kampar;  dan pada saat pernikahan tersebut antara 

Pemohon I  berstatus Duda  dan Pemohon II berstatus Janda. Pernikahan 

tersebut memakai wali hakim Pemohon II yang bernama Sardi disaksikan oleh 

saksi-saksi dari saksi Pemohon I yaitu Yuzarlis dan saksi II bernama James 

Bond, ijab Kabul dan Mas kawin berupa Cincin 1 Gram, nndibayar tunai.  

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama Zakiya 

Ulfa Binti Alfian Ridho , lahir tanggal 28 Juli 2019, sejak menikah Pemohon I 

tidak bercerai dan Pemohon I  tidak berpoligami dan serta ,keduanya tidak 

murtad. Berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Kampar 

Nomor:B-203/Kua.04.02/2/Pw.03/6/2020, tertanggal 15 Juni 2020, 

menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang 

bernama  tidak tercatat di Register KUA Kecamatan 

Kampar.Bahwa  Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan isbat nikah 

ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum 

lainnya.  

Pertimbangan majelis hakim dalam parkara ini adalah bahwa bahwa 

atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan 

bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 

Februari 2018 dan status Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II janda 

cerai, dan Majelis Hakim meneliti perceraian Pemohon II di Pengadilan 

Agama Bangkinang ternyata perkara Pemohon II baru putus pada tanggal 12 

Maret 2018. 



 

171 
 

 
 

Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II 

disebabkan Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan tanggal dan hari 

pernikahan hari jum’at 23 Februari 2018, dan jika dihubungkan dengan 

pelaksanaan perceraian Pemohon II di Pengadilan Agama yang putus pada 

tanggal 12 Maret 2018, maka Majelis Hakim menilai bahwa mernikahan 

tersebut tidak sah karena Pemohon II terhalang untuk menikah sebab masih 

terikat perkawinan dengan suami pertamanya hal itu sebagaimana yang diatur 

menurut Pasal 40 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. 

5. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Bkn dalam perkara itsbat nikah yang 

diajukan oleh Rudi Harianto bin Supiyanto (Pemohon I) dengan Ghera Juliani 

binti Suhaimi (Pemohon II).278 

Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2021/PA.Bkn atas perkara pengesahan 

perkawinan atau itsbat nikah yang diajukan oleh Rudi Harianto bin Suprianto, 

tempat lahir Tanjung Pura 06 Januari 1983, umur 38 tahun, agama Islam, 

pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Prof. M. 

Yamin, SH Nomor 26 RT 001 RW 008, Kelurahan Langgini Kecamatan 

Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar Riau, sebagai Pemohon I dengan Ghera 

Juliani binti Suhaimi, tempat lahir Bangkinang 18 Juli 1984, umur 37 tahun, 

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Jalan Prof. M. 

Yamin, SH Nomor 26 RT 001 RW 008, Kelurahan Langgini Kecamatan 

Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar Riau, sebagai Pemohon II. 

Duduk perkara dalam permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan 

pemohon II telah melansungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2014 

di Desa Pandau Jaya kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dihadapan 

                                                             
278 Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor 

42/Pdt.P/2021/PA.Bkn, tanggal 27 April 2021, Hlm. 1-5 
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qadhi nikah bernama ustaz Satimin. Wali nikah adalah ayah kandung 

Pemohon II bernama Suhaimi dengan dua orang saksi bernama Aliandi (laki-

laki) dan Lismaria (perempuan), serta mas kawin dua ratus ribu rupiah. Selam 

perkawinannya telah dikaruniakan satu orang anak bernama Hafiz Fadillah bin 

Rudi Harianto yang lahir tanggal 22 Julin 2016. 

Petimbangan Majelis Hakim permohonan ini gugur karena Pemohon I 

dan Pemohon II meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, namun 

tidak datang di sidang, sedangkan kenyataannya ketidakdatangan bukan 

karena halangan yang sah menurut hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa 

Pemohon I dan Pemohon II tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh 

karenanya Majlis Hakim cukup alasan untuk menyatakan perkara tersebut 

gugur. 

Pertimbangan majelis hakim diterimanya permohonan itsbat nikah pada 

Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinang adalah sebagai berikut: 

a. Pengesahan perkawinan yang dimohonkan telah sesuai dengan ketentuan 

hukum perkawinan Islam (munakaht Islam), di mana pasal 14 Kompilasi 

Hukum Islam menyebutkan tentang rukun perkawinan, yaitu calon suami, 

calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.279 Semua rukun nikah 

telah terpenuhi, termasuk wali yang menikahkan adalah wali nasab, serta telah 

ada dua orang saksi laki-laki yang mukallaf dengan perbuatannya; 

b. Telah sesuai dengan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan 

bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang karena 

                                                             
279 Mediya Rafeldi, KHI, Op. cit, hlm. 5. 
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pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian 

sesusuan;280 

c. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan sah menurut ketentuan agama dan 

kepercayaannya, juga hujjah syar’iyah dalam kitab I’anah al-Thalinin Juz 2 

halaman 304 “dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa 

dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan 

itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya”.281 

d. Secara sosiologis majelis hakim mempertimbangkan kehidupan masyarakat 

Bangkinang yang agamis terkenal dengan postulat adatnya, “adat basandi 

syara’ dan syara’ basandi kitabullah”.282  

e. Demikian juga halnya keberadaan hukum Islam itu sendiri untuk menjaga 

ketertiban (mashlahat) administrasi perkawinan untuk menghilangkan 

                                                             
280Larangan perkawinan karena pertalian darah adalah: a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau 

yang menurunkannya atau keturunannya; b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. Dengan seorang 

wanita saudara yang melahirkannya. Karena pertelian semenda adalah: a. Dengan seorang wanita yang 

melahirkan istrinya atau bekas istrinya; b. Dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya; c. Dengan 

seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan  dengan bekas itrinya 

itu qabla al-dukhul; d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. Karena pertalian sesusuan: a. Dengan 

wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusuan atau 

seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan 

ke bawah; dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; dan e. Dengan anak yang 

disusui oleh istrinya dan keturunannya. Ibid, hlm. 9-10. 
281Sayyid al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha al-Damyathi al-Mishri, Hasiah I’anatutthalibin,Ala 

ahli alfaz Fathul Mu’in Bisyarhi Qurrratu al-‘Aini Bimahmati ad-Din, (Al-Haramain: Juzu’ 2), hlm. 218. 
282 Tidak dapat di pungkiri bahwa Kabupaten Kampar mempunyai adigium “adat basandi syara’, 

syara’ basandi kitabullah” dan “syara’ mangato, adat mamakai”. Konsep ini tak kan lapuk oleh hujan dan tak 

kan lekang karena panas, sehingga Kabupaten Kampar terkenal dengan daerah yang agamis. Konsep ini 

dijabarkan kepada empat pembahagian, yaitu: Pertama, Adat yang sebenar adat. Yaitu peraturan yang 

diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umatnya, dan diajarkan 

oleh guru-guru kepada semua muridnya. Itulah sepanjang syara’ yang disebut dalam kitabullah, yang diambil 

hukum sah dan batal, halal dan haram, fardhu dan da’wa. Inilah syara’ atau agam yang terdapat dalam kitabullah 

yang bisa ditunjukkan bab, pasal, matan dan maknanya, hadist dan dalilnya, qiyas dan ijmaknya.Kedua, Adat 

yang diadatkan. Yaitu memakai basa-basi, memakai kata-kata kiasan, memperhatikan mudharat dan mamfaat 

suatu pekerjaan. Arinya, ajaran ini identik dengan kahlaqul karimah, agar berhati-hati dalam kehidupan. Ketiga, 

Adat nan taradat. Yaitu peraturan yang dipakai dalam satu luhak, laras dalam kenagarian. Inilah yang maksud 

dengan “lain nagari lain adat, lain lubuk lain ikan, lain padang lain pula belalangnya”. Atau “dimana batang 

terguling disan cendawan tumbuh, dimana tanah dipijak disana langit dijunjung, dimana nagari dhuni, disana 

adat dipakai”. Keempat, Adat Istiadat, yaituperaturan yang menimbulkan kesukaan dan kegembiraan anak 

muda-muda, akan tetapi dilarang oleh yang sebenar adat. Seperti berjudi, menyabung ayam, berzina, minum 

memabukkan, dan lain-lain. Lihat: Sulaiman ar-Rasuli, Pertalian Adat dan Syara’, (Jakarta: Ciputat Prss, 2003), 

hlm. 4-5. 
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(mufsadat) yang membahayakan sesuai dengan kaidah fiqih mengatakan 

“Menolak kesusahan (mudharat) itu lebih didahulukan (diutamakan) daripada 

mengambil kemshlahatan”.283 

Beradasarkan pertimbangan majelis di atas, penulis dapat memberikan 

kesimpulan, bahwa selain pernikahan yang sudah sesuai dengan syari’at Islam dan 

perundang-undangan yang berlaku, majelis hakim juga memperhatikan adat yang 

berlaku di tengah-tengah masyarakat, yaitu adat yang sesuai dengan syari’at Islam 

berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadist. Jadi, tidak mungkin masyarakat Kabupaten 

kampar secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali 

perkawinan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, kumpul kebo sampai 

menghasilkan keturunan. 

Disamping itu, Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan merupakan syarat administratif untuk menjaga kemaslahatan 

administrasi perkawinan. Sedangkan di sisi lain, melindungi hak-hak warga 

negara adalah bagian dari hak asasi manusia  yang wajib dijamin, dilindungi, dan 

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Selain itu, 

juga merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat 

membahayakan pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari 

perkawinan tersebut yang lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan. 

Oleh sebab itu, sepanjang memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut 

ketentuan syari’at Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pertimbangan 

majelis hakim juga bertujuan menghindari dampak negatif (mafsadat) yang 

ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan 

administrasi perkawinan (mashlahah). 

                                                             
283Abu Zahrah, al-‘Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam, Terjemahan: Muhammad Nur, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1973), Hlm. 56 



 

175 
 

 
 

Pertimbangan majelis hakim pada perkara permohonan itsbat nikah yang 

ditolak pada Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinang adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti, maka majelis hakim 

berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut tidak terbukti sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam karena pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan  

dalam keadaan terkait  tali perkawinan dengan orang lain dan telah melanggar 

ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

“Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin 

lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 

undang-undang ini”.284 

b. Majelis Hakim menilai bahwa mernikahan tersebut tidak sah karena Pemohon 

terhalang untuk menikah sebab masih terikat perkawinan dengan suami 

pertamanya hal itu sebagaimana yang diatur menurut Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 40 bahwa dilarang melansungkan perkawinan antara seorang pria 

dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; Huruf (a) “karena wanita 

yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”. Huruf (b) 

“seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”.285 

Adapun pertimbangan majelis hakim tentang gugurnya perkara itsbat 

nikah pada Pengadilan Agama Kelas I B Bangkinang adalah, telah di panggil 

secara resmi dan patut, namun pemohon tidak datang pada waktu sidang, 

sedangkan kenyataannya ketidakdatangan bukan karena halangan yang sah 

menurut hukum. Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-

sungguh dalam berperkara, oleh karenanya majlis hakim cukup alasan untuk 

menyatakan perkara tersebut gugur. 

                                                             
284 Mediya Rafeldi, KHI, Op. cit, hlm. 68. 
285 Ibid, hlm. 10. 
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3. Pengadilan Agama Kelas II  Pangkalan Kerinci 

Itsbat nikah sirri pada Pengadilan Agama Kelas II Pangkalan Kerinci 

penulis ambil sebanyak 3 putusan pengadilan, sebagaimana tabel di bawah ini: 

 

No Perkara Alasan 

Permohonan 

Putusan 

Terima Tolak Gugur 

1 Perkara 

61/Pdt.P/2019/PA.Pkc 

Akta Nikah 

untuk Akte 

Kelahiran anak 

1 - - 

2 Perkara 

39/Pdt.P/2020/PA.Pkc  

Akta Nikah 

untuk Akte 

Kelahiran anak 

1 - - 

3 Perkara 

0001/Pdt.P/2018/PA.Pkc 

Akta Nikah 

untuk Akte 

Kelahiran anak 

- 1 - 

Total  2 

66.66 % 

1 

33,34 % 

- 

Tabel 4.3 

 Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas II Pangkalan Kerinci 

Dalam hal ini penulis juga memaparkan beberapa contoh permohonan 

itsbat nikah pada Pengadialan Agama Pangkalan Kerinci Kelas II baik yang 

diterima maupun yang dinyatakan tidak dapat diterima adalah sebagai berikut di 

bawah ini: 
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1. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Pkc dalam perkara Itsbat Nikah yang 

diajukan oleh Ramli Bin Ketut, (Pemohon I) dengan Nurhayati binti Sairin 

(Pemohon II).286 

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Pkc dalam perkara Itsbat Nikah 

yang diajukan oleh Ramli Bin Ketut tempat tanggal lahir: Sorek, 26 April 

1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat 

tinggal di  RT 002, RW 001, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten 

Pelalawan, sebagai  Pemohon I. Dengan Nurhayati Binti Siarin, tempat 

tanggal lahir: Sering, 10 Januari 1986, umur 34 tahun,   agama Islam, 

pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 002, RW 

001, Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, sebagai  

Pemohon II. 

Duduk perkara adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah 

melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2001,  dengan tata cara 

agama Islam di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah 

saudara kandung Pemohon II yang bernama Hasan Basri bin Siarin karena 

ayah kandungnya telah meninggal dunia dan mas kawin berupa sebentuk 

cincin emas, yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama 

Haliman dan Basiron. 

Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada 

KUA tempat pernikahan di langsungkan karena Pemohon I dan Pemohon II 

Menikah secara Siri, tetapi ada dihadiri oleh petugas KUA setempat. Bahwa 

selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sudah memilik 3 orang, 

                                                             
286 Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Perkara Nomor 

39/Pdt.P/2020/PA.Pkc, tanggal 06 Juli 2020, Hlm. 1-14 
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yaitu Vuji Arianto bin Ramli, lahir tanggal 10 Juni 2002 dan telah meninggal 

dunia pada usia 13 tahun, Rehanjas Saputra bin Ramli, lahir tanggal 26 April 

2009, saat ini berusia 11 tahun, dan M. Refan Syaputra bin Ramli, lahir 

tanggal 2 Maret 2020, saat ini berusia 3 bulan. 

Permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan adalah 

untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon 

II, sekaligus juga untuk mengurus administrasi kependudukan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pelalawan. 

Pertimbangan majleis hakim bahwa yang menjadi pokok perkara ini 

adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan 

nikah agar pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon 

II secara ketentuan agama Islam pada tanggal 25 Juni 2001 di Desa Sering, 

Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, disahkan guna mendapatkan 

surat nikah dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II 

serta untuk keperluan lainnya. 

Selanjutnya berkaitan dengan wali nikah yang merupakan ayah 

kandung Pemohon II sendiri, saksi nikah dua orang laki-laki dewasa, ada 

calon mepelai laki-laki dan perempuan, serta ijab dan qabul. Menariknya, pada 

waktu pernikahan dihadiri oleh pejabat yang berwenang, namun perkawinan 

tetap dilakukan secara sirri. Namun demikian, secara syarai’at islam dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, pernikahan tersebut sah secara 

agama Islam.  

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim 

mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menetapkan sah 
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perkawinan antara Pemohon I (Ramli Bin Ketut) dengan Pemohon II 

(Nurhayati Binti Siarin) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2001 di Desa 

Sering, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, sekaligus 

memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan 

tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelalawan, Kabupaten 

Pelalawan dalam daftar yang disediakan untuk itu. 

2. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Pkc dalam perkara itsbat nikah yang 

diajukan oleh Eka Rasmadi Ginting bin Ponimin (Pemohon I) dengan Siti 

Nurjannnah Br. Bangun binti Sangap Bangun (Pemohon II).287 

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Pkc dalam perkara istbat nikah 

yang diajukan oleh Eka Rasmadi Ginting bin Ponimin, lahir di Tanjung 

Keliling 05 Januari 1976, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, 

tempat kediaman di Jalan H.M. Thaib RT 002 RW 007, Kelurahan Sei Kijang, 

Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, sebagai Pemohon I, dengan Siti 

Nurjannah Br. Bangun binti Sangap Bangun, lahir di Bandar Meriah 04 Mai 

1975, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat 

kediaman di Jalan H.M. Thaib RT 002 RW 007, Kelurahan Sei Kijang, 

Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, sebagai Pemohon II.  

Duduk perkara dalam permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan 

Pemohon II telah melansungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2000 

sesuai dengan tata cara Islam di Desa Bandar Meriah Kecamatan Sei Bingai 

Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Yang menjadi wali nikah 

adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sangap Bangun, saksi dua orang 

laki-laki bernama Edi Nisura Bangun dan Suranto Sembiring, serta mas kawin 

                                                             
287 Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 61/Pdt. 

P/2019/PA.Pkc, tanggal 0 Januari 2020, Hlm. 1-14 
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seperangkat alat shalat. Dari pernikahan tersebut melahirkan tiga orang 

anakyang bernama Sellyka Fauziar Br Ginting binti Eka Resmadi Ginting, 

Sharezal Ginting bin Eka Resmadi Ginting, dan Shandika Ramadhan Ginting 

bin Eka Rasmadi Ginting. 

Setelah terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup 

bersama tanpa memiliki akta nikah. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon 

II mengajukan permohonan itsbat nikah selain untuk mendapatkan pengesahan 

atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga untuk pengurusan Kartu 

Keluarga (KK) di Capil Kependudukan. 

Dalam pertimbangan Majlis Hakim terhadap permohonan Pemohon I 

dan Pemohon II adalah yang menjadi perkara permohonan pengesahan 

pernikahan yang telah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2000 yang telah 

sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam, dimana wali nikah adalah ayah 

kandung Pemohon II, saksi yang pernikahan juga dua orang laki-laki yang 

sudah akil baligh, serta adanya bukti saksi-saksi lain yang telah di sumpah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara tersebut, Majlis Hakim 

memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, 

menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang 

dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2000, serta memerintahkan kepada 

Pemohon I dan Pemoho II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor 

Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan 

Pemohon II. 
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3. Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA.Pkc dalam perkara itsbat nikah yang 

diajukan oleh Ibnu Bayki bin Nurman Z (Pemohon I) dengan Devi Kristina 

binti Sahat Siahaan (Pemohon II).288 

Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2018/PA. Pkc dalam perkara itsbat nikah 

yang diajukan oleh Ibnu Bayki bin Nurman Z, umur 22 tahun, agama Islam, 

pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Langgam RT 

003 RW 003 Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten 

Pelalawan, sebagai Pemohon I, dengan Devi Kristina binti Sahat Siahaan, 

umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, 

tempat kediaman di Jalan Langgam RT 003 RW 003 Kelurahan Langgam, 

Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sebagai Pemohon II. 

Duduk perkara permohonan ini bahwa Pemohon I dan Pemohon II 

telah melansungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2013 dengan wali nikah 

M. Yunus salah seorang imam masjid karena ayah kandung Pemohon II 

beragama Kristen, saksi nikah dua orang laki-laki bernama Siahaan dan 

Ridwan, dan mas kawin seratus ribu rupiah. 

Selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II teleh 

dikarunikan satu orang anak bernama Kelvin Albayki bin Ibnu Bayki pada 

tanggal 26 Mai 2014. Untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat 

nikah demi mendapatkan pengesahan atas pernikahan berupa akta nikah serta 

mengurus akte kelahiran anak. 

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara ini adalah tentang 

masalah wali nikah yang dilakukan oleh M. Yunus salah seorang Imam Masjid 

karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen. Berdasarkan Peraturan 

                                                             
288 Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 

0001/Pdt.P/2018/PA.Pkc, tanggal 27 Februari 2018, Hlm. 1-19 
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Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dalam pasal 1 

ayat (2), disebutkan bahwa “wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali 

nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”. 289 

Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II 

ditolak oleh Majlis Hakim. 

Pertimbangan majelis hakim diterimanya permohonan isbat nikah sirri 

pada Pengadilan Agama Kelas II  Pangkalan Kerinci adalah sebagai berikut: 

a. Pernikahan yang terjadi setelah berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 telah 

memenuhi syarat dan rukun yang sah menurut syari’at Islam. Persoalannya 

adalah, bahwa perkawinan tersebut dihadapan P3NTR yang seharusnya pada 

saat itu sudah ada buku nikah, karena P3NTR merupakan perwakilan Kepala 

Kantor Urusan Agama yang berada di setiap Kecamatan saat itu. Menurut 

Elidasniwati (hakim PA Kelas 1 A Pekanbaru) mengatakan, bahwa pada masa 

lalu seringkali terjadi “penyelundupan hukum”. Artinya, pernikahan telah 

dilakukan secara hukum negara melalui P3NTR, namun seringkali P3NTR 

beralasan tidak ada buku, sehingga pernikahan tersebut tidak dilaporkan 

kepada KUA, dan perubahan UU akhirnya menghapus keberadaan P3NTR, 

maka banyaklah pernikahan masa lalu yang menjadi nikah sirri.290 

b. Menimbang firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 282 tentang 

bermuamalah tidak secara tunai diperintahkan untuk mencatatnya. Idealnya 

setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang harus dicatat. 

                                                             
289Lihat: Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dalam pasal 1 ayat (2). 

Hlm. 12 
290 Elidasniwati, Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, (Wawancara di Pengadilan Agama 

Bangkinang), pada hari Selasa, Tanggal 07 Juni 2021, pukul 16. 00 – 17. 30 Wib. 
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c. Dengan telah sempurnanya syarat dan rukun pernikahan, maka majelis hakim 

juga memberikan asas kepastian hukum dan tertib administrasi negara. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa suatu pernikahan 

dilakukan bukan hanya sasuai dengan syarat dan rukun perkawinan, lebih dari itu 

diwajibkan untuk mencatatkan di KUA. Mencatatkan hutang saja diperintahkan 

Allah SWT, apalagi mencatatkan perkawinan yang bertahun-tahun dilalui dalam 

berumah tangga. 

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan 

seorang yang beragama Islam, oleh karena itu wajar, bahkan telah seharusnya 

perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga terkait (KUA) 

dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan 

hukum Islam tersebut mendapatkan kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan 

perlindungan hukum. 

Adapun pertimbangan majelis hakim diterimanya permohonan isbat nikah 

sirri pada Pengadilan Agama Kelas II  Pangkalan Kerinci adalah sebagai berikut: 

a. Pernikahan terjadi pada saat laki-laki atau perempuan sudah menjadi duda dan 

janda cerai. Perceraian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 65 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 39 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu di depan sidang Pengadilan Agama 

dan belum mandapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama. 

b. Pernikahan terjadi karena kesalahan dan masih di bawah umur. Wali nasab 

yang beragam Kristen menyerahkan pernikahan anak perempuannya kepada 

seorang imam masjid, padah ajaran syari’at Islam mengatakan bahwa yang 

menjadi wali seharusnya adalah wali Muhakkam. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dalam pasal 1 
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ayat (2), disebutkan bahwa “wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali 

nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”.291 

Dari tiga orang Majlis Hakim Surya Darma Panjaitan, S.Hi. MH 

(Ketua Majlis), Amri Yantoni, S.Hi. MA (Hakim Anggota), dan Syahrullah, 

S.Hi. MH (Hakim Anggota), dalam putusannya terdapat “Dissenting 

Opinion”.292 

Perbedaan dalam musyawarah Majlis Hakim terdapat pada Hakim 

Amri Yantoni, S.Hi. MH yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sah, 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Telah menjadi kebiasaan msyarakat setempat untuk menyerahkan 

pengurusan pernikahannya kepada imam masjid dan tokoh agama. 

2. Telah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang 

dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup dan 

bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali 

nasab.  

3. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang masalah 

perwalian dalam pernikahan.  

Selanjutnya Hakim Amri Yantoni mengutip pendapat pendapat 

ImamAl-Ramli dalam kitab Nihayat al-Muhtaj Li Syarh al-Minhaj Juz 20 

tentang wali al-Muhakkam sebagai berikut: 

                                                             
291Lihat: Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dalam pasal 1 ayat (2). 

hlm. 12. 
292Dissenting Opinionadalah musyawarah atau perundingan yang dilakukan oleh majlis hakim untuk 

mengambil ketetapan yang akan dituangkan dalam putusan, dan jika majlis hakim berbeda dalam pendapat dan 

pertimbangannya, maka harus dinyatakan alasan dalam putusan  atau penetapan tersebut. Lihat. MN. Asnawi, 

Hermeneutika Putusan Hakim, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 13. 
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هُ لهَُ ، جَازَ لَ لوَْ لمَْ  هَا َكَُنْ لهََا وَليٌِّ قاَلَ بعَْضُهُمْ أصَْل  ، وَقاَلَ بعَْضُهُمْ َمُْكِنُ التَّوَجُّ

جُهَا مِنْهُ لِِنََّهُ مُحَكَّمٌ وَهوَُ  ضَ مَعَ خَاطِبهَِا أمَْرَهَا إلىَ مُجْتهَِد  عَدْل  فيَزَُوِّ أنَْ تفُوَِّ

ةِ  كَالْحَاكِمِ ، وَكَذَا لوَْ وَلَّتْ  ا لِشِدَّ مَعَهُ عَدْل  صَحَّ عَلىَ الْمُخْتاَرِ وَإنِْ لمَْ َكَُنْ مُجْتهَِد 

ا ،  الْحَاجَةِ إلىَ ذَلِكَ قاَلَ : وَلَ َخَْتصَُّ ذَلكَِ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ ، بلَْ َجَُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَ ر 

ا293  أوَْ حَضَر 

Artinya:“Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian 

Ulama (Syafiiyah} berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang 

perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya 

(perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar 

mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon 

suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang 

dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti 

hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada 

seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar 

(terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid 

karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak.  Asnawi 

berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya 

dperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun 

terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap 

boleh “. 

 

Hakim Amri Yantoni berpendapat, bahwa sebagai Imam Masjid atau 

tokoh agama di tempat tersebut dapat menjadi wali al-Muhakkam jika: 

Pertama, tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan calon mempelai 

wanita, karena ayah kandungnya sendiri beragama Kristen. Kedua, adanya 

unsur kepentingan yang mendesak, karena pada saat akan dinikahkan laki-laki 

dan perempuan di tangkap oleh masyarakat. 

Berdasarkan perkara isbat nikah pada tiga Pengadilan Agama di Propinsi 

Riau di atas, maka jumlah keseluruhan putusan itsbat nikah sirri adalah sebagai 

berikut: 

                                                             
293Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, Nihayatu Al-Muhtaj ila Syarhi Al-

Minhaj, (Mesir, T. N,.Tt), hlm. 467. 
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No Perkara Diterima Ditolak Gugur Jumlah 

1 Pengurusan Akta 

Nikah, Akte Anak, dll 

7 5 1 13 

2 Pengurusan Naik Haji 1 -  1 

3 Perceraian 3 - - 3 

4 Pembahagian harta 1 - - 1 

Total 12 

85, 18 % 

5 

3, 70 % 

1 

11, 11 % 

18 

 

Tabel 4. 4 

Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Propinsi Riau 

Dengan demikian, itsbat nikah di Pengadilan Agama Provinsi Riau dengan 

permohonan Akta Nikah untuk mengurus Akte kelahiran anak, Kartu Keluarga, 

dan surat menyurat lainnya lebih tinggi dibandingkan dengan perceraian ataupun 

permohonan lainnya. Demikian juga halnya perbandingan antara itsbat nikah yang 

di terima lebih banyak daripada itsbat nikah yang di tolak oleh Pengadilan Agama 

Propinsi Riau. 

2. Permasalahan Sosial Akibat Putusan Itsbat Nikah 

a. Problematika Itsbat Nikah yang Diterima 

Permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh majelis hakim pada 

Pengadilan Agama Propinsi Riau dengan alasan permohonan akta nikah untuk 

mengurus akte kelahiran anak, kartu keluarga, KTP, dan melaksanakan ibadah 

haji. Dengan berbagai pertimbangan majlis hakim permohonan dikabulkan, 

karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak salah apa-

apa, maka statusnya harus dilindungi. 
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Adapun alasan yang paling kuat tentang diterimanya permohonan 

itsbat nikah sirri oleh Hakim Pengadilan agama adala; Pertama, karena telah 

sempurnanya rukun nikah secara syari’at, seperti wali nikah merupakan wali 

nasab, saksi terdiri dari dua orang laki-laki, ada ijab dan qabul, ada calon 

mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, serta ada maharnya. 

Permohonan itsbat nikah akan dikabulkan oleh majlis hakim. Sebagaimana 

kaedah mengatakan, “Kami menghukum sesuai dengan fakta yang zahir, kami 

tidak menghukum dengan fakta yang tersembunyi”. Ketika semua syarat dan 

rukun pernikahan yang dilansungkan oleh kedua belah pihak sah menurut 

syari’at, maka sah dalam pandangan majlis hakim.294 

Selanjutnya penulis juga dapat melihat, bahwa kehadiran Kompilasi 

Hukum Islam yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama dan 

Kompilasi Hukum Islam, juga yang mengakomodir sebagai bagian integral 

Hukum Nasional. Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang hidup 

(living law) 295  ditengah-tengah masyarakat muslim, sehingga permohonan 

yang menurut pertimbangan majlis hakim telah sesuai dengan syari’at Islam, 

maka dikabulkan. 

Kedua, tidak terdapat indikasi adanya poligami dalam permohonan 

itsbat nikah sirri tersebut, karena hakim dalam persidangan memeriksa dengan 

seteliti mungkin.296 Apabila dalam pemeriksaan permohonan nikah sirri hakim 

menduga ada indikasi melakukan piligami seperti yang banyak terjadi saat ini, 

                                                             
294 Muhammad Ridho, Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, (Wawancara di Pengadilan Agama 

Bangkinang), Hari Selasa, tanggal 07 Juni 2021, pukul 16. 00 – 17. 30 Wib. 
295Living Law merupakan hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak 

membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. Living law bukan sesuatu yang statis, namun terus berubah dari waktu ke 

waktu. Hukum itu hidup dalam masyarakat, bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Lihat: Iman Sudiyat, Asas-Asas 

Hukum Adat Bekal Pengantar, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991), hlm. 8. 
296 Delbi Ari Putra, Hakim Pengadilan Agama Pengkalan Kerinci, (Wawancara di Pengadilan Agama 

Pangkalan Kerinci), Hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021, pukul 14. 00 – 15. 30 Wib. 
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maka dengan tegas hakim menolak permohonan itu. Pemerikasaan dengan 

teliti yang dilakukan oleh hakim, karena berkaitan dengan putusan yang akan 

dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat.297 

Dalam memutuskan permohonan itsbat nikah, majelis hakim 

membutuhkan pertimbangan-pertimbangan hukum, apakah mengisbatkan 

nikah itu akan membawa kebaikan atau justru mendatangkan mudharat bagi 

pihak-pihak yang berperkar. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan isbat 

nikah apakah dikabulkan atau ditolak dengan pertimbangan yang memadai 

dan tidak terjebak oleh putusan yang kurang pertimbangan (onvoldoende 

gemotiveerd).298 

Setelah terbit penetapan yang menyatakan sahnya suatu perkawinan, 

apakah  penetapan tersebut dengan sendirinya sebagai bukti dari sahnya suatu 

perkawinan atau berdasarkan penetapan pengadilan tersebut  perkawinan 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Ada dua pandangan untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. Pertama, penetapan itsbat nikah merupakan produk 

hukum pengadilan yang bersifat final, sehingga berfungsi sebagai alat bukti 

yang sah bagi suatu perkawinan dan karenanya tidak  perlu dilakukan 

pencatatan pada kantor Urusan Agama. Masalah yang muncul dari model ini 

adalah tetapnya perkawinan tanpa   tercatat  oleh   Pegawai   Pencatat  Nikah.  

Kedua, penetapan pengadilan terhadap  itsbat nikah tersebut menjadi 

alat bukti  yang harus dicatatkan  pada Kantor Urusan Agama untuk 

mendapatkan Akta Nikah. Dalam hal ini penyaji lebih cenderung pada 

                                                             
297 Wahita Damayanti, Hakim Pratama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, (Wawancara di 

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci), Hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021, pukul 14. 00 – 15. 30 Wib. 
298 Onvoldoende Gemotiveerdadalah, putusan hakim yang bukan berdasarkan pada pertimbangan 

hukum (legal reasioning, racio dedicendi) yang konprehensif. Atau putusan yang tidak memuat dasar 

pertimbangan yang cukup. Lihat: Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Jakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140. 
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pendapat yang menyatakan bahwa dengan penetapan itsbat nikah, pemohon 

dapat mengajukan ke KUA setempat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, 

karena yang menjadi masalah pokok adalah tercatatnya perkawinan dalam 

register khusus akta nikah pada Kantor Urusan Agama. Namun masalah yang 

timbul adalah peristiwa perkawinan manakah yang menjadi dasar pencatatan, 

karena ada perbedaan antara peristiwa perkawinan yang diitsbatkan    dengan 

peristiwa pencatatan. Itulah sebabnya kemudian Pegawai Pencatat Nikah 

melakukan tajdid nikah, dengan memperbaharui pernikahannya. 

Terlepas  dari  kedua  model  tersebut  dengan  implikasi  masalahnya, 

pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah inilah, maka 

masing-masing suami  isteri memiliki bukti  autentik atas pernikahan sebagai 

perbuatan hukum yangmereka lakukan, sehingga hidup tenang dalam 

kehidupan masyarakat, dan dapat melakukan upaya hukum guna 

mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Dengan  

demikian, itsbat nikah sebagai alas hukum dari pencatatan perkawinan, 

melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak dan harta 

benda dalam perkawinan. 

Kepastian hukum model apa yang lahir dari itsbat nikah? Kepastian 

hukum sesungguhnya merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara 

normative, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative adalah ketika 

suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara 

jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) 

dan logis dalam artiian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma berbentuk 

kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. JIka  konstatasi ini 



 

190 
 

 
 

parameternya, maka kepastian hukum ‘itsbat nikah terhadap status 

perkawinan, status anak dan status harta bersama, masih terus menarik gairah 

untuk mempertanyakan dan membahasnya. 

b. Problematika Itsbat Nikah yang Ditolak 

Putusan yang diambil oleh majelis hakim tentang perkara itsbat nikah 

yang di tolak adalah, apabila dalam proses pemeriksaan permohonan istbat 

nikah tersebut wali nikah bukan wali nikah yang sudah ditetapkan oleh 

syari’at, atau saksi adalah perempuan, dan juga pihak perempuan masih dalam 

pernikahan dengan suami pertama, maka akan di tolak oleh hakim. Artinya, 

tidak sesuai dengan syari’at Islam. Pertanyaannya adalah, bagaimana akibat 

hukum dan status anak ketika isbat nikah tersebut di tolak oleh majlis hakim?.  

Penolakan itsbat nikah oleh majlis hakim Pada pengadilan Agama di 

Provinsi riau, akan semakin memunculkan permasalahan sosial, baik dalam 

rumah tangga, masyarakat, serta bernegara. Penetapan putusan Pengadilan 

Agama Provinsi Riau (Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Agama 

Bangkinang, dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci) pada kasus yang 

ditolak itsbat nikah, terdapat tiga alasan, yaitu: 

1. Permohonan di PA Pekanbaru karena syarat dan rukun nikah tidak 

terpenuhi, dimana yang menjadi saksi pada saat pernikahan itu 

dilansungkan adalah perempuan dan merupakan ibu kandung calon 

mempelai perempuan itu sendiri. 

2. Permohonan di PA Bangkinang juga disebabkan syarat dan rukun nikah 

tidak terpenuhi, karena pihak perempuan masih terikat perkawinan dengan 

orang lain. 
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3. Permohonan di PA Pangkalan Kerinci karena yang menikahkan salah 

seorang imam masjid setelah diserahkan oleh ayah kandungnya yang 

beragama Kristen. Seharusnya yang menjadi wali adalah wali hakim 

yakni, Kepala Kantor Urusan Agama. 

Dengan ditolaknya permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama, 

maka akan memunculkan permasalahan sosial, sebagai berikut: 

a. Terjadinya perzinaan bagi pemohon itsbat nikah sirri. Hal ini dapat dilihat 

pada kasus pernikahan sirri yang wali hakimnya bukan wali nasab yang 

sudah di atur oleh ketentuan syari’at Islam dan peraturan perundang-

undangan. Dalam itsbat nikah sirri pada Penetapan Nomor 

184/Pdt.P/2020/PA.Pbr yang diajukan oleh Pemohon I Afdolin bin 

Marlius dengan Pemohon II Aidil Fitri bin Karyadi yang menjadi wali 

nikah adalah Badrun yang merupakan ayah tiri sebagai wakil dari Karyadi 

ayah kandung Pemohon II dan saksi pernikahan dua orang perempuan, 

yakni ibu Rasmina dan ibu Dalismar Lubis yakni ibu kandung Pemohon II. 

Hal ini jelas berdasarkan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam 

bahwa wali dan saksi-saksi adalah rukun pernikahan disamping calon 

suami, istri, serta ijab dan qabul. 

b. Penetapan Nomor 62/Pdt/P/2021/PA.Bkn Terjadinya perzinaan antara 

Pemohon I atas nama Zul Amri bin Samsubir dengan Pemohon II atas 

nama Juita Rian Astuti binti Syafrudin yang disebabkan oleh bahwa 

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 

tanggal 05 Juli 2018 di Air Molek tidak terbukti sesuai dengan hukum 

Islam karena pada saat itu Pemohon II dalam keadaan terikat tali 

perkawinan dengan orang lain.  
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c. Penetapan Nomor 0001/Pdt/P/2018/PA.Pkc terjadinya perzinahan antara 

Pemohon I atas nama Ibnu Bayki bin Nurman Z dengan Pemohon II Devi 

Kristina binti Sahat Siahaan karena wali nikah merupakan seorang imam 

mesjid bernama M. Yunus setelah diberikan kewenangan nikah oleh ayah 

kandung Pemohon II bernama Sahat Siahaan yang beragama Kristen.  

Menurut hemat penulis, pernikahan pada kasus pertama tanpa 

memakai wali nasab yang tentu saja wali nasab bukan hanya ayah kandung 

Pemohon II sendiri, namun masih ada wali nasab yang lain yang sudah 

ditetapkan sesuia dengan syari’at Islam dan peraturan perundang-

undangan. Jika wali nasab tidak ada, atau masih ada namun dengan alasan 

tertentu, maka yang menikahkan Pemohon II adalah wali hakim. 

Sebagaimana yang penulis sampaikan pada kajian sebelumnya 

tentang wali nasab, maka pernikahan yang ditolak isbatnya pada kasus di 

Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut tidak sah menurut agama Islam dan 

juga perundang-undangan. Wali merupakan salah satu rukun dalam 

pernikahan, maka tanpa adanya wali pernikahan tidak sah dan semua 

ulama mazhab fikih mempunyai pendapat yang sama kecuali mazhab 

Hanafiah. 

Imam Syafi’i, Imam Hambali, dan Imam Maliki berpendapat jika 

seorang wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak 

untuk menikahkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka 

hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkan janda tanpa 

persetujuannya, begitu juga sebaliknya janda tidak boleh menikahkan 

dirinya tanpa wali. Dengan begitu, pengucapan akad nikah adalah hak wali 
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dan akad yang diucapkan oleh wanita tidak berlaku sama sekali walaupun 

akad itu memerlukan persetujuannya.299 

Menurut syari’at Islam tidak sahnya sebuah pernikahan tanpa 

seorang wali berdasrakan firman Allah SWT: 

 

 

 

 

Artinya:“Apabila kamu mentalak isteriisterimu, lalu habis masa iddahnya, 

maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 

mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan 

kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah 

dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS: Al-Baqarah: 

232).300 

 

Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini 

diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mentalak istrinya dengan 

talak satu atau dua, kemudian istrinya menjalani iddahnya hingga selesai. 

Setelahitu, terpikir oleh laki-laki itu untuk menikahi perempuan itu 

kembali, maka si wanitapun mau menerimanya, tetapi para walinya 

melarang hal itu, lalu Allah SWT mereka menghalang-halanginya. Hal 

yang sama juga diriwayatkan dari al-Kufi, dari Ali bin Abi Thalib, dan 

                                                             
299Lihat; Abdul Aziz Asy-Synawi, Biografi Imam Abu Hanifah, (Solo: Aqwam, 2012), hlm. 47. 
300Ayat tersebut menyinggung tentang Ma’qal bin Yasar, lebih lanjut ia bercerita “Aku menikahkan 

adikku dengan seorang laki-laki lalu ia menceraikan adikku. Dan ketika masa iddahnya sudah berakhir, laki-laki 

itu datang lagi meminang adikku, aku katakan padanya “Aku sudah menikahkan kamu dan sudah memuliakan 

kamu dengannya, dan sekarang kamu datang lagi untuk meminangnya, Demi Allah, dia tidak akan kembali 

kepadamu untuk selama-lamanya”. Namun laki-laki itu tidak putus asa, dan adikku rupanya ingin juga kembali, 

laki-laki itu mengadu kepada Rasulullah SAW, kemudian Allah SWT menurunkan ayat “maka janganlah kamu 

para wali menghalangi mereka kawin lagi”. Aku berkata kepada Rasulullah, “sekarang aku akan 

melakukannya”, Rasul berkata “nikahkan lagi adikmu dengannya”. Lihat; Abdullah bin Muhammad, Lubabut 

Tafsir Min Ibnu Ktasir, Penerjemah: M. Abdul Ghafur, (Kairo: Mu’assah Daar al-Hilaal, 2009), hlm. 466. 
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Ibnu Abbas. Demikian juga yang dikatakan Masruq, Ibrahim al-Nakhi, al-

Zuhri dan adh-Dhahhak, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan 

peristiwa tersebut. Dan mereka berkata “inilah dzahir (makna yang tampak 

jelas) dari ayat tersebut”.301 

Berkaitan dengan ayat di atas, terdapat dalil yang menunjukkan 

bahwa seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan 

dirinya sendiri, namun yang menikahkan adalah walinya. Abdullah bin 

Muhammad mengatakan, bahwa “seorang wanita tidak boleh menikahkan 

wanita lain, dan tidak pula menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya 

hanya wanita penzinalah yang menikahkan dirinya sendiri”.302 

Sebagaimana halnya masalah wali, begitupun dengan saksi, bahwa 

dalam akad nikah wali dan saksi harus dari kalangan laki-laki yang 

disyaratkan  wali dan saksi harus Islam, akil, baligh, mardeka dan adil. 

Dalam masalah saksi perbedaannya adalah bahwa wanita boleh 

menyaksikan akad nikah, namun kehadiran dan kesaksiannya itu tidak bisa 

dijadikan dasar sahnya akad nikah, tetapi harus ada saksi lain yang 

memenuhi syarat dari kalangan laki-laki sebanyak dua orang. Jika sebuah 

akad nikah tidak dihadiri oleh siapapun kecuali hanya wanita saja, maka 

hukum akad nikah tentu saja tidak sah, karena syarat dari kesaksian belum 

terpenuhi. 

Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali sepakat mengatakan bahwa 

syarat yang ketiga dari seorang saksi harus kedua-duanya berjenis kelamin 

laki-laki. Namun Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa bila jumlah wanita 

ada dua orang, maka bisa menggantikan posisi seorang laki-laki. Hal ini 

                                                             
301Ibnu Rusyd, Terjemahan Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV As-Syifa, t, th), hlm. 366. 
302Abdullah bin Muhammad, Op. cit. hlm 370. 
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berkaitan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 282 

sebagaimana yang telah penulis sampaikan di atas.  

Kembali kepada kasus pertama di Pengadila Agama pekanbaru. 

Penetapan yang diberikan oleh majlis hakim ada dua. Pertama, 

menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. 

Kedua, Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk 

membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini 

dihitung dengan jumlah Rp. 326.000, 000 (tiga ratus dua puluh enam ribu 

rupiah). 

Konsep hukum pertama penulis sepakat bahwa pernikahan ketika 

wali dan saksi tidak sesuai dengan syari’at Islam maka pernikahan tersebut 

tidak sah. Tidak sah dalam amar penetepan ini seharusnya bukan hanya 

menyatakan tidak diterima atau membayar biaya persidangan. Namun 

seharusnya majlis hakim melampirkan rekomendasi-rekomandasi untuk 

menyelesaikan pernikahan mereka terlebih dahulu, karena pernikahan 

yang dilansungkan semenjak dahulu tidak sah dan telah melahirkan anak. 

Penulis mengharapkan rekomendasi tersebut berisikan bahwa 

Pengadilan Agama memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II 

untuk mengulang pernikahan mereka sehingga menjadi sah kemudian di 

isbatkan kembali ke Pengadilan Agama. Kenapa demikian, karena jika di 

pernikahan pertama mereka tidak mengetahui tentang hukum, atau tidak 

ada orang lain yang menyampaikan hukum tersebut, maka setelah mereka 

di Pengadilan Agama sudah mengetahui pernikahan mereka tidak sah. 

Maka rekomendasi tersebut sebuah keniscayaan, sehingga tugas hakim 

yang mengayomi dan melindungi persoalan umat Islam dalam hal 
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pernikahan salah satunya sudah terpenuhi, jika tidak demikian, maka 

sampai saat ini kehidupan rumah tangga mereka hidup dalam perzinaan. 

Kasus ditolaknya itsbat nikah di Pengadilan Agama Bangkinang 

yang disebabkan Pemohon II masih berstatus istri orang lain ketika 

dilansungkannya pernikahan tanggal 05 Juli 2018 di Air Molek. 

Sedangkan Akta Cerai Pemohon II sebagaimana Kutipan Akta Cerai 

Nomor 0489/AC/2019/PA.Bkn adalah pada tanggal 08 Juli 2019 pada 

Pengadilan Agama yang sama yakni di Bangkinang dan permohonan itsbat 

nikah dilaksanakan pada tanggal 05 Mai 2021 juga di Pengadilan yang 

sama. 

Pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2018 di Air 

Molek berarti pernikahan tersebut Pemohon II masih berstatus istri orang 

lain dalam hal ini Syafrianto bin Usman. Kejanggalan hukum di sini 

adalah Pengadilan Agama Bangkinang mengeluarkan Akta Cerai pada 

tahun 2019, artinya pada tahun ini jika cerai Pemohon II dengan suami 

pertama cerai hidup berarti masa iddah Pemohon II telah selesai, dengan 

demikian aturan hukumnya ada dua, yakni mengulang nikah karena masih 

berstatus istri orang lain, atau tidak diulang nikah karena kebiasaan di 

daerah masyarakat banyak juga melakukan nikah baru kemudian meminta 

akta cerai ke Pengadilan. 

Ketika nikah tersebut di ulang, maka tidak ada alasan menurut 

hemat penulis majlis hakim Pengadilan Agama untuk menolak itsbat nikah 

Pemohon I dan Pemohon II karena Akta Cerai sudah didapatkan di 

Pengadilan yang sama. Lain persoalannya jika nikah tersebut tidak di 

ulang, maka tentu saja isbat tidak di terima. Jika dia seorang wanita dan 
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istri dari seseorang, sampai kapanpun akan menjadi istri suami pertama 

sebelum diceraikan oleh suami pertama atau diceraikan olah pengadilan 

atas aduan istri. Maka kalaupun dia menikah sebelum bercerai, 

pernikahannya tidak sah, maka dengan laki-laki kedua tadi akan jatuh pada 

hubungan zina. 

Selain itu, seorang wanita juga tidak diperbolehkan menikah dalam 

masa iddah yang sudah diceraikan oleh suaminya. Baru boleh menikah 

setelah habisnya masa iddah. Islam tidak menghalalkan 

“poliandri303”karena ditakutkan munculnya masalah dalam menentukan 

anak dari ayah kandungnya. Dan tentu saja hal ini sangat bertentangan 

dangan salah satu asas perkawinan yaitu asas “monogami”. 

Penulis sebetulnya memahami, bahwa terjadinya pernikahan di atas 

bukan bermaksud poliandri, namun kemungkinan keadaan lain yang 

membuat terjadinya pernikahan. Oleh sebeb itu, seharusnya majlis hakim 

mengaabulkan permohonan itsbat mereka, dengan alasan bahwa majlis 

hakim juga yang mengeluarkan Akta Cerai Pemohon II tersebut serta jia 

dilihat dari rukun pernikahan semuanya telah sesuai dengan ketentuan 

syari’at islam. Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, 

Saksinya Fery Risman (ketua RT) dan Marzoni (tokoh masyarakat), 

maharnya jelas, permasalahannya hanya pada status Pemohon II. 

                                                             
303Poliandri adalah suatu sistem pernikahan yang membolehkan seorang perempuan mempunyai lebih 

dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Umumnya, praktik poliandri ini terjadi di daerah tertentu dimana 

terdapat kelangkaan perempuan, sehingga seringkali laki-laki berbagi istri dengan saudaranya. Selama ini lebih 

banyak masyarakat mengenal laki-laki yang memiliki istri lebih adri satu “poligami”. Namun, ditemukan juga 

perempuan memiliki suami lebih dari satu, baik dalam hukum agama maupun hukum negara, poliandri 

diharamkan di Indonesia. Dengan dilarangnya sistem poliandri di Indonesia, maka seorang perempuan tidak bisa 

lagi menikah dengan laki-laki lain selama masih terikat dengan perkawinan tersebut. Jika seorang perempuan 

menikah lagi, maka seorang perempuan harus bercerai, dan setelah berceraipun harus menunggu masa iddahnya 

selesai. Lihat: Zuhraini, Khairudin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam 

Indonesia, (Yoyakarta: Academia, 2010), hlm. 46. 
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Adapun dalam kasus Penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama 

Pangkalan Kerinci antara Ibnu Bayki bin Nurman Z sebagai Pemohon I 

dengan Devi Kristina binti Sahat Siahaan sebagai pemohon II yang ditolak 

oleh majlis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dengan dua 

hakim yang menolak yaitu, Surya Darma Panjaitan (hakim ketua) dan 

Syarullah (hakim anggota), serta satu hakim yang mensahkan yaitu Amri 

Yantoni (hakim anggota). 

Penolakan itsbat nikah sirri tersebut dilatarbelakangi oleh wali 

nikah yang diserahkan oleh wali nasab Sahat Siahaan ayah kandung 

Pemohon II kepada M. Yunus salah seorang imam masjid di tempat 

tingalnya, dimana ayah akndung Pemohon II beragama Kristen. Dalam 

pendapat hakim Amri Yantoni berkenaan dengan perkara tersebut, yang 

berbeda dengan dua hakim yang lain adalah sebagai berikut: 

1. Pernikahan yang dilakukan oleh wali nikah bernama M. Yunus sebagai 

tokoh ulama sudah tepat, karena wali nasab pemohon II beragama 

Kristen dan masih diragukan wali nasab yang lain masih mengikuti 

agama ayah mereka bernama Sahat Siahaan. 

2. Terdapat kepentingan yang mendesak untuk menikahkan Pemohon II, 

karena kejadian sesungguhnya pernikahan tersebut karena sudah di 

tangkap oleh masyarakat. 

3. Telah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menyerahkan masalah 

pernikahan kepada imam masjid dan tokoh agama ketika wali nasab 

tidak ada. 

4. Masalah wali Muhakkam dalam kitab Nihayat al-Muhtaj Li Syarh al-

Minhaj berdasarkan pendapat yang mukhtar bahwa kebolehan wali 
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muhakkam tersebut tidak hanya diperuntukkan dalam kondisi tidanya 

wali hakim, bahkan meskipun terdapat wali hakim baik diperjalanan 

atau ditempat tetap boleh. 

5. Kemungkinan mendatangkan wali hakim yang diatur oleh undang-

undang pada saat pernikahan yang dilakukan dalam keadaan terdesak 

tidak memungkinkan, karena desakan masyarakat terlalu tinggi. 

Penulis sepakat dengan pendapat dan pertimbangan yang 

dikemukakan oleh hakim Amri Yantoni serta merupakan suatu pandangan 

yang sangat baik, karena yang perlu di ingat adalah bahwa dalam 

penetapan tersebut, hakim Amri Yantoni tidak hanya melihat kepada aspek 

yuridis normatif, namun juga melihat sosiologis empiris sesuai yang terjadi 

di tengah-tengah masyarakat. 

Pernikahan yang terjadi kerena kesalahan kedua belah pihak 

setelah ditangkap oleh masyarakat tidak bisa di tunda dan di perlambat. 

Sementara jika waktu itu pernikahan diserahkan kepada Kantor Urusan 

Agama, maka pernikahan tersebut akan memakan waktu, karena 

pendaftaran pernikahan dalam jangka 10 atau 15 hari pendaftaran. 

Sementara itu Kepala KUA kemungkinan bersedia untuk menikahkan 

dalam kasus tersebut sangat kecil. 

Berkaitan dengan uraian di atas penulis berpendapat, bahwa ketika 

masih terbukanya peluang pelaksanaan nikah sirri, maka akan semakin 

terbuka jalan terladinya pelanggaran hak asasi manusia. Begitu juga 

halnya, semakin di tolaknya itsbat nikah sirri tanpa memberikan 

rekomendasi, maka akan semakin banyak munculnya permasalahan sosial 

dalam masyarakat. 
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3. Landasan Hakim dalam Memutuskan Perkara Itsbat Nikah 

Penyelesaian permohonan itsbat nikah adalah kewenangan 

Pengadilan Agama, Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga tempat 

mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalama rangka kekuasaan 

kehakiman yang mempunyai kewenangan yang absolut. 304  Keterlibatan 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam suatu pernikahan, berdiri sebagai 

pergawai atau pejabat yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas yang 

paling pokok adalah untuk mengawasi pernikahan dan mencatatnya. 305 

Sedangkan Undang-undang tidak memberikan pengaturan hukum secara 

mendalam tentang isbat nikah.  

Dijelaskan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan 

Agama Tahun 2010 bahwa isbat nikah merupakan pernikahan yang sah 

dilangsungkan berdasarkan hukum agama tanpa dicatat oleh PPN 

berwenang. 306  Karena pencatatan nikah merupakan bentuk administrasi 

negara bukan penentu keabsahan pernikahan. Sedangkan ketentuan 

perkawinan yang sah menurut negara adalah selain memenuhi syarat dan 

rukun pernikahan secara hukum agama juga harus dicatatkan di depan 

Pegawai Pencatatan Nikah, dan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah 

(P3N) adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala 

Kantor Departemen Agama (KUA) Kabupaten atau Kota untuk membantu 

tugas-tugas PPN di desa tertentu. 307  Petugas pencatatan pernikahan ini 

memiliki peran sangat penting bagi administrasi negara, karena dengan 

                                                             
304Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta:Kencana, April 

2018), hlm. 3. 
305Laila M. Rasyid, Hukum Acara Perdata, (Sulawesi: Unimal Press, Jilid 1, 2015), hlm.79. 
306Meita Djohan Oe, Op. cit, , hlm. 139. 
307Uswatun Hasanah, Kedudukan Dan Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3n)Dalam Urusan 

Pernikahan, Istiqra, Jurnal Penelitian Ilmiah, Volume 05-01, Juni 2017, hlm. 150. 
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bukti pencatatan ini suatu syarat diakuinya suatu pernikahan di negara 

Indoensia. 

Kurangnya pemahaman masyarakat menimbulkan pelanggaran 

hukum berupa pernikahan tanpa dicatat karena berasumsi bahwa sahnya 

pernikahan hanya memenuhi rukun pernikahan menurut agama. Bentuk 

pelanggaran ini sering disebut sebagai nikah sirri. Nikah sirri akan menuai 

banyak kerugian bagi anak dan istri, oleh sebab itu negara harus berupaya 

melindungi setiap hak-hak pernikahan agar tidak muncul muḍarat. Upaya 

hukum dalam menyelamatkan hak-hak pernikahan dengan memberi 

kesempatan untuk melakukan permohonan itsbat nikah. 

Tidak cukup itu, terdapat beberapa aspek dalam masyarakat yang 

mendasari permohonan itsbat nikah seperti adanya kehilangan akta nikah, 

keraguan dalam sah nya suatu perkawinan, dan lain sebagainya yang 

dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dalam BAB II Pasal 7 ayat (3) tentang Dasar-Dasar Perkawinan membatasi 

kebolehannya pada pernikahan-pernikahan dengan kondisi tertentu seperti 

yang telah penuliskan di atas, pada bab itsbat nikah dan sebab-sebabnya. 

Ketentuan tersebut sepertinya memberikan batasan yang tegas bagi 

praktek isbat nikah ini. Namun, jika dikaji lagi setiap poin-poin dijadikan 

setiap pernikahan yang dapat diitsbatkan di Pengadilan Agama terlihat 

kelonggaran dan ketidaktegasan pemerintah. Itsbat nikah hanya boleh 

diajukan bagi perkawinan yang dilaksankan sebelum adannya Undang-

Undang Perkawinan, tetapi dewasa ini ditemukan banyak permohonan 

yang diajukan pada pernikahan yang dilaksanakan setelahnya. Pada aspek 

lain, Itsbat nikah dijadikan penetapan yuridis terhadap wujud kealpaan 
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pencatatan perkawinan yang perkawinannya telah sah menurut syari’at 

Islam, maka Pengadilan Agama harus teliti dan hati-hati agar tidak 

dimanfaatkan oleh pelaku perkawinan sirri atau juga poligami liar.308 

Oleh karena itu, hakim harus melihat pada maslahah dan mafsadah 

diputuskannnya permohonan itsbat nikah.dengan adanya pertimbangan 

kemaslahatan bersama akan mengurangi bentuk penikahan yang dianggap 

tidak sesuai dengan perintah Agamanya. Hakim harus teliti memeriksa 

setiap permohonan itsbat nikah agar terhindar dari penyelundupan hukum, 

maka dalam menerima dan memutuskan permohonan itsbat nikah pasca 

berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 

alasan yang harus dipelajari: 

1. Berdasarkan asas ius curia novit yaitu hakim dianggap mengetahui 

hukum dari itsbat nikah, kemudian Hakim memiliki asas kebebasan 

untuk menemukan hukumnya berdasarkan keahlian hakim.   

2. Pendekatan Sosiologis, yaitu hakim mengadakan analisa suatu kasus 

dengan pendekatan sosiologis hukum dan untuk melakukan penafsiran 

telogis (penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lainnya yang 

memiliki masalah yang sama agar hukum tidak stagnan tetapi dapat 

berkembang sesuai dengan hukum yang berkembang dalam 

masyarakat pada umumnya.309 

Dampak dari diperbolehkannya mengajukan permohonan isbat 

nikah dapat dirasakan oleh banyak masyarakat. Aturan mengenai 

pengesahan pernikahan atau isbat nikah juga telah dicantumkan dalam 

                                                             
308Ahyuni Yunus, Op. cit, hlm. 145. 
309Faizah Bafadhal, Op. cit, , hlm. 8. 
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Buku II sebagai buku pedoman administrasi dan teknik peradilan agama 

yang telah menjadi ketetapan Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai berikut: 

a. Aturan pengesahan nikah atau itsbat nikah dibuat atas dasar adanya 

perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat 

oleh PPN yang berwenang.  

b. Perkawinan yang dicatat oleh PPN banyak berindikasi penyelundupan 

hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum dan 

memperoleh hak-hak lain. Oleh karena itu Pengadilan Agama harus 

berhati-hati dalam memeriksa dan memutuskan permohonan 

pengesahan nikah atau isbat nikah. Agar proses pengesahan nikah atau 

itsbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan 

penyelundupan hukum.   

c. Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan itsbat 

nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi 

syarat dan rukun nikah secara syariat islam dan perkawinan tersebut 

tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 

sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 

Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.310 

Dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah tersebut, maka 

dengan sendirinya akan memberikan kekuatan pengakuan Negara pada 

perkawinan tersebut, dengan begitu semua pihak akan mendapatkan hak 

nya secara hukum. Atau dengan kata lain itsbat nikah sebagai dasar hukum 

dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap 

                                                             
310Zulfa, Fenomena Nikah Sirri DI Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannyadengan 

Legislasi Pencatatan Perkawinan, Fitrah, Volume 08-02, Juli-Desember 2014, hlm 298. 
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status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan. 

Ketentuan pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan itsbat 

nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten setempat adalah pihak dari suami 

atau istri, anak-anak hasil pernikahannya, wali nikah dan beberapa pihak 

yang berkepentingan dengan perkawinan itu, hal ini tertuang dalam 

Kompilasi Hukum Islam. 

Adapun itsbat nikah berupa pengesahan atas perkawinan yang telah 

dilansungkan menurut syari’at agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh 

KUA atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Pihak-pihak yang 

dapat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami istri atau salah 

satu dari suami atau istri, anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan 

dengan perkawinan tersebut. Permohonan diajukan kepada Pengadilan 

Agama tempat tinggal pemohon dengan menyebutkan alasan dan 

kepentingan yang jelas. 

Berdasarkan rumusan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang telah 

penulis sampaikan di atas, maka terhadap perkawinan yang tidak tercatat 

atau perkawinan sirri yang terjadi sebelum tahun 1974, maka hal ini dapat 

dimaklumi karena memang belum ada aturan baku yang mengaturnya 

secara menyeluruh dan berlaku secara nasional. Terhadap perkawinan 

tersebut hakim merujuk kepada pada pasal 64 dan pasal 2 ayat (1) UU 

Nomor 1 Tahun 1974, di mana hakim mempunyai dasar hukum yuridis 

dan alasan kuat untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah dengan 

syarat terbukti dalam proses persidangan bahwa perkawinan itu telah 

sesuai dengan syari’at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun 

perkawinan. 



 

205 
 

 
 

Adapun terhadap perkawinan sirri yang terjadi setelah tahun 1974, 

maka hakim dalam hal ini merujuk pada ketentuan pasal 7 Kompilasi 

Hukum Islam huruf (e) yang berlaku secara umum untuk setiap 

perkawinan sirri yang terbukti melalui proses pengadilan bahwa 

pernikahan tersebut berlansung secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya, 

dan tidak ada larangan perkawinan baik menurut agamanya maupun aturan 

perundangan, maka hakim mempunyai dasar untuk mengabulkannya. 

Namun jika terbukti pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun, 

atau ada larangan perkawinan baik larangan agama maupun larangan 

perundangan, maka permohonan itsbat nikah itu tidak akan diterima oleh 

hakim. 

Secara terperinci penulis kemukakan bahwa itsbat nikah yang dapat 

diajukan pada Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 7 KHI pada huruf a 

berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian 

perceraian. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut hakim mempunyai dasar 

hukum untuk mengesahkan pernikahan tersebut dalam rangka proses 

perceraian. 

Dalam hal permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh mereka 

yang telah memiliki buku nikah  namun dikemudian hari ternyata buku 

nikah tersebut hilang atau karena musibah alam dan sebagainya, maka 

hakim memutus dengan merujuk pada pasal 7 KHI huruf (b). Apabila 

terbukti di muka persidangan pengadilan perkawinan tersebut benar-benar 

dilansungkan secara resmi dan tercatat, juga terpenuhi syarat dan 

rukunnya, tidak melanggar larangan perkawinan baik secara agama 

maupun ketentuan aturan perundangan, sekaligus membuktikan surat 



 

206 
 

 
 

kehilangan akta nikah itu, maka hakim mempunyai dasar hukum untuk 

mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. 

Itsbat nikah yang dimohonkan ke pengadilan karena adanya 

keraguan dari para pihak (pemohon) tentang sah atau tidaknya salah satu 

syarat perkawinan pada waktu perkawinan mereka dilansungkan dahulu, 

maka para pihak dapat mengajukan permohonan isbatnya dengan 

mendasarkan pada pasal 7 KHI huruf (c). Pengadilan melalui majlis hakim 

akan mensahkan pernikahan tersebut dengan catatan bahwa pernikahan itu 

telah memenuhi ketentuan syari’at dan tidak ada halangan dan larangan 

perkawinan yang dilanggar. 

Secara umum pasangan suami istri yang melansungkan perkawinan 

menurut hukum agamanya tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) Kantor Urusan Agama, maka pasangan suami istri tersebut dapat 

mengajukan  itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dengan syarat itsbat 

nikah yang dimaksud hanya dimungkinkan jika berkenaan dengan 

ketentuan pasa 7 ayat (3) huruf a-e Kompilasi Hukum Islam.  

Adapun nikah sirri yang terjadi di atas tahun 1974 yang saat ini 

banyak dimohonkan oleh suami istri pengesahannya ke Pengadilan 

Agama, maka dalam hal ini pengadilan tetap memprosesnya sampai ke 

persidangan dan majlis haki makan mempertimbangkan apabila nikahnya 

telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka permohonannya dapat 

dikabulkan. 

Namun demikian, diperlukan kehati-hatian majelis hakim dalam 

memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah di atas tahun 1974. Hakim 

harus mengetahui sebab musabab yang melatarbelakangi para pihak atau 



 

207 
 

 
 

pasangan suami istri tersebut untuk mendapatkan buku nikah. Alasan yang 

bisa dikabulkan oleh majlis hakim itsbat nikah di atas tahun 1974 adalah: 

1. Alasan biaya pencatatan perkawinan bagi mereka yang tidak mampu; 

2. Alasan tempat tinggal yang jauh di pelosok-pelosok daerah yang tidak 

terjangkau oleh Kantor Urusan Agama; dan 

3. Alasan terjadi pernikahan karena dulunya masih dibawah umur.311 

Permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh majlis hakim, jika 

terdapat dua indikasi berikut ini, yaitu: 

1. Indikasi syarat dan rukun yang tidak sempurna. Contohnya, yang 

menikahkan bukan wali nikah yang sudah diatur oleh syari’at Islam 

dan peraturan perundang-undangan, atau saksi pernikahan yang etrdiri 

dari perempuan atau kerabat dekatnya sendiri; 

2. Indikasi terjadinya poligami. Contohnya bagi ASN/TNI/POLRI yang 

melakukan itsbat nikah dengan maksud poligami, karena poligami 

syarat-syaratnya sangatlah berat; 

3. Indikasi pernikahan khusus bagi perempuan yang masih berada dalam 

masa iddah atau masih istri orang lain. Hal ini kemungkinan terjadinya 

karena kurang paham dengan agamanya sendiri.312 

Permasalahan yang timbul dari itsbat nikah adalah berkaitan 

dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur 

Pasal 7 Ayat 3 (d) KHI, sedangkan kenyataaannya permohonan itsbat 

nikah  tersebut  diajukan terhadap perkawinan yang dilaksanakan sesudah 

                                                             
311Erlis,Hakim Pengadilan Agama Kelasi I A Pekanbaru. (Wawancara di Pengadilan Agama Kelas I A 

Pekanbaru), Rabu 09 Juni 2021, Pukul 10.00-11. 30 Wib. 
312Ahmad Sayuti, Ketua Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru, (Wawancara: di Pengadilan 

Agama Kelas I A Pekanbaru), Rabu, 09 Juni 2021, Pukul 10.00 – 11.0 Wib. 
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atau di atas tahun 1974. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu 

ratiolegis dan mencari alas hukum yang membolehkan pengadilan agama 

menerima perkara isbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan isbat 

tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. 

Terdapat dua alasan pengadilan agama dapat menerima dan 

memutus perkara itsbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya 

Undang- Undang Perkawinan. Pertama, berkaitan dengan asas ius curia 

novit yakni hakim dianggap mengetehui hukum isbat nikah, dan asas 

kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau 

kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (rechtsvacuum).313 Kedua, 

pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus 

dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran teleologis 

(penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lain yang ada hubungannya 

dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan 

berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan 

hukum yang hidup dan berkembang (livinglaw) dimasyarakat. Langkah-

langkah ini kemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum 

(rechtsvinding).  

Terdapat tiga kerakteristik yang sesuai dengan penemuan hukum 

progresif, yakni sebagai berikut: 

                                                             
313 Beberapa ketentuan yang menjadi alas hukum argumentasi ini antara lain: 1) Pasal10 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, Pengadilan  di larang  

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan  memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum 

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 2) Pasa l5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi 

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat; 3) 

Pasa l56Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2006  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7  

Tahun 1989  tentang Peradilan Agama, berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa  hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib 

memeriksa dan memutusnya. 
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1. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat 

permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang 

kedepan dengan melihat case by case. 

2. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan terobosan 

(rulebreaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap 

berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan 

peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya. 

3. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat dan juga membawa bangsa dan negara keluar 

dari keterpurukan dan ketidakstabilan social seperti saat ini.314 

 Dalam sosiologi hukum, dikenal istilah thematurity of law atau 

hukum yang matang yaitu hukum yan gbenar-benar efektif sebagai busana 

masyarakat (clothes body ofsociety), yang bersifat praktis, rasional dan 

actual sehingga dapat menjembatani   dinamika  nilai  kesadaran  hukum  

dan  rasa  keadilan  dalam masyarakat, tanpa terbelenggu formalistik 

melaksanakan suatu peraturan. Kalau perlu, dibutuhkan adanya keberanian 

untuk melakukan contra legem untuk menghadapi peraturan atau 

ketentuan yang kurang logis.315 Dengan demikian, menolak permohonan 

isbat nikah sebelum dilakukan pemeriksaan dengan alasan tidak ada 

hukum yang mengaturnya, bukan merupakan pilihan utama. 

Menurut Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto, 

sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifai, hakim mempunyai diskresi bebas, 

perasaannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan 

                                                             
314 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perpektif Hukum Progresif, 

(Jakarta:Sinar:Grafika,2010), hlm. 93 
315 Abdul Manaf, Refleksi  Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama 

,(Bandung: CV.Mandar Maju,2008), hlm. 215 
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pengarahan sesungguhnya untuk mencapai keadilan. 316  Selanjutnya 

dikemukakan, ajaran hukum bebas (freirechtslehre) memberikan kepada 

hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan.Hakim dapat 

menentukan putusannya tanpa harus terikat padaUndang-Undang. 

Indonesia sebagai Negara yang menganut ajaran hukum bebas, 

memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum 

yang hidup dimasyarakat untuk dijadikan dasar dari pengambilan 

putusannya.317 

Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim adalah menggali hukum 

yang berada ditengah masyarakat karena belum lengkapnya peraturan 

perundang-undangan untuk memenuhi  segala  peristiwa  hukum  atau  

tuntutan   hukum,  maka  dengan mengalaskan pada ajaran Cicero ubi 

societas ibi ius   (dimana ada masyarakatdi sanalah ada hukum), maka 

kekosongan hukumpun dipandang tidak pernah ada, dengan reasioning 

setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-

kaidah hukum apabila hukum resmi tidak memadai atau tidak ada.318 

Selain  bersifat legal,  suatu peraturan juga bersifat sociological 

empirical yang tidak bisa dipisahkan secara mutlak. Dengan menggunakan 

pisau interpretasi, hakim tidak semata-mata membaca peraturan melainkan 

juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sehingga 

keduanya dapat disatukan. Dari situlah akan  timbul  suatu  kreatifitas,   

                                                             
316Ahmad Rifai,Op. cit, hlm.78 
317Pasal 5ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 
318Abdurrahman dkk, Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian), 

(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008),  hlm.13. 
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inovasi  serta  progresifisme   yang  melahirkan konstruksi hukum.319 

Pola  pikir  inilah  yang  mengarahkan  Pengadilan  Agama  untuk  

dapat menerima perkara permohonan itsbat nikah untuk keperluan Akta 

Kelahiran Anak meskipun berusia lebih dari satu tahund engan merujuk 

pada Pasal 32ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran 

yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan 

penetapan pengadilan yang menyatakan anak itu anak orangtua yang 

bersangkutan.   

Dengan demikian, itsbat nikah untuk keperluan membuat akta 

kelahiran anak merupakan sintesa penyimpangan hukum (distortion oflaw) 

yang dibina atas dasar pengisian kekosongan hukum (rechtsvacuum) 

karena selain tidak ada peraturan yang mengatur secarak husus tentang hal 

itu, juga perkawinan secara syar’iyah tersebut dilaksanakan sesudah 

berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Lain halnya dengan itsbat nikah untuk melegalkan perkawinan 

istri poligami liar, karena kasus ini tersembunyi penyelundukan hukum. 

Untuk mencegah dan mengeliminasi penyelundupan hukum tersebut, 

maka proses pengajuan, pemerikasaan dan penyelesaian permohonan isbat 

nikah mempedomani petunjuk Buku II   khususnya ketentuan pada angka 

3 dan 4 yang berkaitan permohonan itsbat nikah yang diajukan sepihak. 

Oleh karena dalam perspektif global itsbat nikah akan membuka peluang 

berkembangnya praktek nikah sirri, maka hakim harus 

                                                             
319 Sstjipto Raharjo, Hukum Progresif  Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2009), hlm 127. 
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mempertimbangkan secara sungguh-sungguh apakah dengan 

mengitsbatkan nikah tersebut akan membawa kebaikan atau justru 

mendatangkan madharat bagi pihak-pihak dalam keluarga tersebut.320 

Dengan menggunakan metode argumen a contrariro, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa mempunyai kekuatan hukum itu tidak berarti bahwa 

perkawinan tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Pemikiran ini 

didasari pada  pemahaman bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu 

perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan hukum agama Islam dan 

kepercayaannya itu. Belum ditemukan satu pasalpun yang menyatakan 

bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan tidak sah atau batal demi hukum. 

Dari sinilah majelis hakim mempertimbangkan isbat nikah apakah akan 

dikabulkan atau ditolak dengan pertimbangan yang memadai dan tidak 

terjebak oleh onvooldoende gemotiveerd (putusan yang kurang 

pertimbangan). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan 

bahwa pelaksanaan itsbat nikah sirri yang diajukan kepada Pengadilan 

Agama dalam putusannya berdasarkan ijtihad majelis hakim. Dengan 

demikian, semakin umum isi suatu peraturan perundang-undangan akan 

semakin banyak penjelasannya dan akan memudahkan majelis hakim 

untuk menerapkan asas keadilan dan kemashlahatan umat. 

 

                                                             
320Muchsin, Problematika Perkawinan Tidak Tercatat dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum 

Positif, Materi Rakernas Perdata Agama, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008), hlm. 21. 
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C. ANALISIS PERMASALAHAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA 

PROVINSI RIAU 

1. Solusi Hukum Permasalahan Nikah Sirri 

Nikah sirri yang banyak terjadi saat ini bukanlah seperti nikah sirri yang 

terjadi pada masa Rasulullah SAW, atau nikah sirri sebagaimana pendapat ulama 

di atas. Nikah sirri dalam syari’at Islam adalah nikah sirri yang telah sempurna 

syarat rukunnya, tetapi tidak mengadakan walimah, atau pengumumamn 

perkawinan kepada khalayak ramai, sebagaimana Hadist Nabi Muhammad SAW 

mengatakan: 

ارِي يعْ جَدَثَْةناَ َزََِدْ اِبْنُ هَارُونَ اخَْبرَْناَ عِيسَ بنِْ مَيْمُونَ الَْنَْصَ حَدَثَْةناَ احَْمَدْ بنِْ مَنِ 

دْ عَنْ عَائِيْشَةُ قاَلتَْ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّ  مْ: عَنْ القاَسِمِ بنِْ مُحَمَّ

 اعِْلِنوُا النِّكَاحُ وَاجْعَلوُهُ فيِ الْمَسَاجِدِ وَاضْرَبُ وا عَليَْهِ بِاالُّدفنُِ 321

Artinya: “Diterima dari Ahmad bin Manik, dari Yazid ibnu Harus, menceritakan 

kepada kami Isa bin Maimun al-Anshori dari Qasim bin Muhammad 

dari Aisyah berkata ia. Rasulullah SAW bersabda, Umumkanlah 

pernikahan, adakan akad nikah di masjid, dan meriahkan dengan 

memukul rebana”. (HR. Tirmizi1: 202). 

 

Walimah atau pesta perkawinan merupakan sunnah Nabi yang 

dilaksanakan setelah ijab dan qabul dan hukumnya tidaklah wajib. Walimah 

dianjurkan oleh Nabi sesuia dengan hadist yang diriwayatkan dari Anas bin Malik 

yang menceritakan bahwa sesudah perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan 

Safiah binti Hujai bin Akhtab pasca perang Khaibar, Nabi Muhammad bersabda; 

“Beritahukanlah, umumkanlah kepada orang-orang sekeliling kamu tentang 

                                                             
321Sunan at-Tirmizi, op. cit. Hlm. 399.Perkawinan menurut Aisyah juga disertai dengan gendang-

gendangan. Juga disebutkan dalam teks lain, “Umumkanlah perkawinan, dan sembunyikanlah lamaran”. Hadist 

ini bersumber dari al-Dalimi dalam al-Firdaus dari Ummu Salamah dalam al-Jami’ al-Kabir. Dan dari Aisyah 

Nabi bersabda, “Saksikanlah dan umumkanlah perkawinan”. Hadist ini bersumber dari al-Hasan bi Sufyan 

dalam al-Jazam. Lihat; Muhammad Abduh, Pemikiran Muhammad Quraisy Syihab tentang Nikah Sirri, Op. Cit, 

hlm. 66. 
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perkawinan kita”. Begitupun hadist kauliyah Rasulullah yang berbunyi, 

“Berwalimahlah kamu walaupun hanya menyediakan makanan yang terdiri dari 

kaki kambing”. Tujuan diadakannya walimah adalah sebagai pengumuman 

kepada masyarakat tentang sahnya sebuah perkawinan.322 

Berkaitan dengan hadist-hadist di atas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa pernikahan sirri dalam syari’at Islam adalah pernikahan yang 

sesuai dengan syarat rukunnya, namun tidak malaksanakan diumumkan kepada 

halayak ramai atau walimatu ‘ursy. Hal ini kontras sekali dengan konsep nikah 

sirri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dirahasiakan dari orang banyak 

sehingga banyak halayak ramai yang mengira pasangan tersebut belum 

melakukan pernikahan. 

Adapun Pernikahan sirri yang seringkali terjadi pada kebanyakan 

masyarakat saat ini, dapat dikelompokkan pada tiga macam, yaitu:  

1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan ini dilakukan secara rahasia (sirri) 

dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap 

absah nikah tanpa wali, atau karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka 

tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syari’at. 

2. Pernikahan yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan dalam 

lembaga pencatatan negara. Banyak faktor seseorang tidak mencatatkan 

                                                             
322Muhammad Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari UU Nomor 1 Tahun 1974 

dan KHI, (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), hlm. 54. Diriwayatkan Anas bin Malik r.a. dia berkata “Nabi SAW tidak 

pernah melakukan walimah ketika menikahi istr-istrinya yang lebih banyak enak jamuannya daripada walimah 

yang beliau selenggarakan dalam menikahkan Zainab. Tsabil ibnu Banani bertanya, apa jamuannya?. Anas bin 

Malik berkata, beliau menghidangkan daging dan roti sampai tidak habis dimakan”. Diriwayatkan dari Safiyah 

binti Syaibah, r.a. dia berkata, “Nabi SAW menyelenggarakan walimah ketika beliau menikah dengan istrinya 

hanya dengan dua mudd gandum (1 mud 6 0ns)”. Rubbi binti Muawwidz bin Afra’ berkata, “Nabi SAW datang 

lalu masuk ketika aku dinikahkan, beliau duduk di atas tilamku, lalu pengiring-pengiring kami memainkan 

rebana dan melantukan sya’ir para syuhada yang telah terbunuh pada perang badar. Salah seorang dari 

mereka berkata, ditengah kita ada seorang Nabi yang tahu yang akan terjadi besok, maka Nabi SAW bersabda, 

biarkanlah anak perempuan ini, dan teruskanlah apa yang kalian lantunkan”. Lihat: Brahmana Maharedika, 

Nikah Sirri dalam Konstelasi Hukum Keluarga Di Indonesia: Study Kasus Perkawinan Syekh Pujiono Widianto 

dan Luthfiana Ulfa. (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 66. 



 

215 
 

 
 

pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada karena faktor biaya, 

tidak mampu membayar administrasi pencatatan, dan ada pula yang 

disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang PNS nikah 

lebih dari satu orang, dan lain sebagainya. 

3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan yang 

tertentu. Misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat 

yang terlalu menganggap tabu pernikahan sirri, atau karena pertimbangan 

rumit yang memaksa seseorang untuk merahasikan pernikahannya.  

Istilah nikah sirri pada dasarnya sudah dikenal dikalangan para ulama. 

Hanya saja pengertian nikah sirri pada masa dahulu berbeda dengan nikah sirri 

zaman sekarang. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri adalah pernikahan 

yang sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari’at, 

hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut 

kepada halayak ramai, masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada walimatul 

‘ursy. 323  Nikah sirri zaman sekarang lebih cenderung pada pernikahan yang 

dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak 

dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai lembaga resmi pemerintah 

atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau 

                                                             
323 Secara literal, walimah berarti makanan atau minuman yang disuguhkan hanya dalam pesta 

pernikahan. Hukum walimah adalah sunnatun muakkadatun. Orang yang menikah dianjurkan untuk 

mengadakan resepsi dan jamuan berdasarkan kemampuannya. Rasulullah SAW sendiri tercatat melakukannya 

dalam pernikahan beliau serta juga memerintahkan sahabat untuk melakukannya. Orang yang menikah 

dianjrkan mengundang orang yang shaleh baik miskin maupun kaya untuk hadir dalam resepsi pernikahan 

mereka, serta dianjurkan pula mengundang orang-orang fakir dan miskin. Hal ini merupakan salah satu 

keindahan syari’at Islam bahwa sesungguhnya agama ini menganjurkan umatnya untuk mengucapkan selamat 

kepada saudaranya sesama muslim yang memperoleh kebaikan. Lihat: Abdul Malik Kamal, Fiqhus Sunnah Lin-

Nisa’, Penerjemah: Ghazi M, (Bandung: Cordoba, 2016), hlm. 198. Lihat juga hadist dari Anas bin Malik r.a. 

“Bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat berkas warna kekuningan pada wajah Abdurrahman bin ‘Auf, 

lalu beliau bertanya, “Apakah ini?”, Abdurrahman menjawab, “wahai rasulullah, saya telah menikahi seorang 

wanita dengan maskawin satu biji emas”. Lalu beliau bersabda, “Semoga Allah memberikan keberkahan 

kepadamu, laksanakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing”. Hadist ini juga terdapat dalam 

Saheh Bukharai (5155) dan Shaheh Muslim (1427).Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Penerjemah: 

Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 638. 
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kantor pencatatan sipil bagi yang non muslim. Adapun pandangan syari’at Islam 

terhadap ketiga model pernikahan sirri di atas, adalah sebagai berikut: 

Hukum pernikahan tanpa wali. Dalam hukum Islam, pernikahan tanpa wali 

merupakan sesuatu yang dilarang sebagaimana hadist riwayat Ibnu Abbas r.a 

mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bekata “Tidak sah suatu pernikahan 

tanpa seorang wali yang sejahtera”. (HR. Syafi’i).324 

Berdasarkan dhalalah al-iqtidla’, kata “laa” pada hadist tersebut 

menunjukkan pengertian tidak sah, bukan sekedar tidak sempurna sebagaimana 

pendapat sebahagian ulama fiqih. 325  Maka dengan hadist tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batal dan pelakunya 

telah melaksanakan maksiat kepada Allah SWT. Pelaku pernikahan tanpa wali 

seharusnya mendapat sanksi di dunia, hanya saja aturan hukum Islam di Indonesia 

belum ada ketetapannya, sehingga tidak membuat orang semena-mena menjadi 

wali nikah dan pernikahan sirri semakin bertambah banyak. 

Pernikahan yang tidak tercatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pernikahan 

ini sah dalam pandangan hukum Islam namun tidak tercatat dalam lembaga resmi 

pemerintah dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Terdapat dua hukum 

dalam masalah ini, yaitu hukum pernikahannya,  dan hukum tidak mencatatkan 

pernikahan di PPN. Hukum nikah sirri adalah sah  menurut ketentuan syari’at dan 

pelakunya tidak boleh dianggap melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT atau 

dijatuhi hukuman, karena suatu perbuatan baru dianggap sebagai suatu 

kemaksiatan dan memperoleh sanksi didunia dan akhirat adalah ketika melakukan 

perbuatan yang haram dan meningggalkan yang wajib. 

                                                             
324Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, Juz II, (Mesir: Dara al-Fath Lil ‘Iam, 2000), hlm. 98. 
325Ibid, hlm. 99. 
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Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah 

mengarjakan perbuatan yang haram dan meninggalkan kewajiban yang telah 

ditetapkan oleh syari’at. Begitu pula orang yang meninggalkan atau mengerjakan 

perbuatan-perbuatan yang berhukum mubah, sunnah dan makruh, maka orang 

tersebut tidak boleh dinyatakan melakukan kemaksiatan.. Oleh karena itu, seorang 

qadhi tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan 

perbuatan sunnah, mubah dan makruh. 

Seseorang baru berhak dijatuhkan hukuman di dunia adalah ketika orang 

tersebut meninggalkan shalat, jihad dan sebagainya, mengerjakan tindakan haram, 

seperti minuman khamar, mencaci Rasulullah dan sebagainya, serta melanggar 

aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar aturan lalu lintas, pencurian, 

dan sebagainya. 

Berdasarkan keterangan di atas, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa 

pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh 

dianggap sebagai tindakan kriminal dan pelakunya mendapat sanksi di dunia. 

Karena pernikahan yang telah ia lakukan telah memenuhi rukun dan syarat 

perkawinan, jika kesemua rukun dan syarat telah terpenuhi, maka perkawinan sah 

secara syari’at walaupun tidak tercatat dalam Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

Adapun berkaitan dengan hukum tidak tercatat perkawinan dalam PPN, 

maka kasusnya sebagai berikut; Pertama, Pada dasarnya fungsi pencatatan nikah 

adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa 

dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah 

satu bukti yang dianggap absah sebagai bukti syara’  (bayyinah as-syar’iyah)326 

                                                             
326Alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk 

meyakinkan hakim di depan pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti 

artinya adalah alat atau upaya yang dipergunakan oleh hakum untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut 
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dihadapan majelis peradilan ketika ada sengketa yang berkaitan dengan 

pernikahan  dan sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti hak anak, waris, 

nafkah dan lain sebagainya adalah akta nikah.  

Namun demikian, akta nikah juga bukan merupakan satu-satunya 

dokumen yang menjadi landasan pengadilan, secara syari’at juga terdapat saksi-

saksi, sumpah dan ikrar. Untuk itu, orang yang melakukan nikah sirri tetap 

memiliki hubungan pewarisan yang sah dan hubungan lain-lain yang berhubungan 

dengan pernikahan. Lebih lanjut bahwa saksi-saksi yang hadir dalam pernikahan 

sirri juga diakui sebagai alat bukti syar’i. Pengadilan tidak boleh menolak 

kesaksian mereka karena alasan pernikahan tersebut tidak tercatat di PPN, atau 

tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab dan hubungan lainya yang timbul dari 

pernikahan.327 

Kedua, pada masa keemasan Islam, di mana sistem pencatatan nikah mulai 

berkembang, tidak pernah dijumpai satupun pemerintahan Islam yang 

mempidanakan orang-orang yang melakukan nikah sirri karena pernikahannya 

tidak tercatat di lembaga pencatatan nikah. Hal ini bukan karena alasan bahwa 

                                                                                                                                                                                              
diperlukan oleh pencari keadilan dan pengadilan. Dalam kitab-kitab hukum Islam kebanyakan para ahli hukum 

Islam menyebutnya dengan “albayyinah” sebagaimana hadist Rasulullah SAW “ Al-Bayyinat ‘Ala al-Mudda’i, 

wa al-Yamin ‘ala man Ankara”.  Lihat: Roihan A. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1975), hlm. 13. 
327Alat bukti terdiri dari beberapa macam, yaitu: 1. Alat bukti tertulis, yang terdiri dari akta autentik 

dan akta dibawah tangan. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang 

untuk itu, menurut ketentuan yang berlaku. Seperti Notaris, Juru Sita, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pegawai 

Catatan Sipil, dan lain-lain. Akta dibawah atangan (tidak autentik) ialah segala yang memenag sengaja dibuat 

untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. 2. Alat bukti saksi, yang 

disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi perempauan) yang terambil dari kalimat 

musyahadah yang berarti menyaksikan dengan meta kepala sendiri. Kebanyakan ahli hukum Islam (jumhur 

fuqaha) menyamakan kesaksian (syahadah) itu dengan baayyinah. Apabila kesaksian disamakan dengan 

bayyinah, maka pembuktian dimuka peradilan agama Islam, termasuk Pengadilan Agama hanya mungkin 

dengan saksi saja. 3. Alat bukti persangkaan. Bahas Belanda (vermoeden) yang dalam hukum acara peradilan 

Islam disebut dengan al-Qarenah. Yaitu, hal-hal yang memilki hubungan atau pertalian  yang erat sedemikian 

rupa terhadap sesuatu sehingga bisa memberikan petunjuk. 4. Alat bukti pengakuan atau ikrar, bahasa Belanda 

(bekentenis), bahasa Inggris (confession), yang berarti salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas 

tanpa syarat dimuka sidang bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar. 5. Alat bukti sumpah 

atau al-yamin atau al-hilf, dan kata al-yamin lebih umum dipakai.6. Alat bukti pemeriksaan setempat (discente) 

yang dipakai sebagai alat bukti tafsiran analogi atau qiyas. 7. Alat bukti keterangan ahli. Lihat: Roihan A. 

Rasyid, Hukum Acara peradilan Agama (Edisi Baru), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 151-198 
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lembaga pencatatan nikah belum berkembang atau karena keadaan masyarakat 

belum sekomplek zaman sekarang. Namun karena para penguasa dan para ulama 

saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib akan 

tetapi mubah, dan juga mereka memahami bahwa keabsahan nikah bukan hanya 

melalui dokumen tertulis. 

Ketiga, pada masa sekarang, saat orang Islam sudah memasuki masa 

digital dan tekonologi. Keberadaan manusia yang bertambah banyak dan semakin 

mempersulit jika pernikahan tidak tercatat di PPN. Dalam hal ini sudah 

seyogyanya pernikahan dihukum wajib untuk dicatatkan di Pegawai Pencatat 

Nikah. Pasalnya, kekhawatiran terhadap pelanggaran hak asasi manusia, dimana 

istri yang tidak diberikan nafkah, serta meluruskan hak-hak anak mulai dari 

nafkah dan pendidikannya. 

Disini penulis dapat melihat, bahwa keabsahan nikah sirri secara syari’at 

tidak dapat diragukan lagi, namun ketika nikah sirri tersebut tidak dicatatkan di 

PPN serta tidak ada walimah, maka akan memunculkan permasalah sosial yang 

begitu sangat komplek, diantaranya yaitu: Pertama, munculnya fitnah-fitnah 

dalam masyarakat tentang pernikahan yang dilakukan, apakah terjadinya 

pernikahan tersebut secara baik atau tidak. Kedua, mudahnya suami untuk 

menelantarkan nafkah istri dan nafkah anak yang lahir dari pernikahan sirri 

tersebut. Ketiga, kebanyakan nikah sirri terjadi adalah dari kalangan laki-laki kaya 

dengan perempuan miskin atau suami istri yang sama-sama susah kehidupannya, 

sehingga untuk melakukan gugatan ke Pengadilan sangatlah sulit. Keempat, 

sulitnya mendapatkan hak anak dalam pendidikan, seperti ketika anak yang lahir 

dari nikah secara sirri, kemudian anak tersebut sekolah dan pintar, maka yang 

pertama kali diminta oleh pemrintah adalah akte kelahiran, sedangkan akte 
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kelihiran tidak ada, karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat di PPN. Kelima, 

akan sulit mendapatkan perhatian pemerintah, karena teknologi hari ini 

mensyaratkan adanya akta nikah. 

Permasalahan nikah sirri yang berkembang saat ini justru banyak 

menabrak asas-asas yang terdapat dalam hukum perkawinan. Asas-asas 

perkawinan yang telah dilanggar dalam pernikahan sirri adalah, asas untuk 

selama-lamanya, dan asas monogami terbuka. Asas untuk selama-lamanya 

menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melansungkan ketururnan 

dan membina cinta kasih sayang selama hidup. Sebagaimana yang di firmankan 

Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21. Karena asas ini pula, maka perkawinan 

mut’ah, 328  yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang, seperti yang 

terjada pada masa Arab Jahiliyah dahulu dan bebrapa waktu setelah Islam, 

dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. 

Asas monogami terbuka, disampaikan dalam al-Qur’an surat an-Nisaa’ 

ayat 3 dan ayat 129. Dalam ayat 3 disampaikan bahwa seorang laki-laki muslim 

dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat 

tertentu, diantaranya adalah syarat untuk bisa berlaku adil terhadap semua wanita 

yang menjadi istrinya. Dalam ayat 129 Allah SWT menyatakan bahwa manusia 

tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya, walaupun ia ingin berbuat 

demikian. Oleh karena kemungkinan manusia tidak bisa berlaku adil terhadap 

istri-istri itu Allah SWT menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik menikah 

dengan seorang istri saja. Hal ini berarti, bahwa beristri lebih dari satu orang 

                                                             
328Nikah Mut’ah disebut juga dengan “az-Zawaj al-Mu’aqqat” (nikah sementara)dan az-Zawaj al-

Munqati’ (nikah terputus). Yaitu seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu satu hari, 

satu minggu atau satu bulan atau bebrapa waktu yang ditentukan. Para ulama telah sepekat bahwa nikah mut’ah 

adalah haram, jika terjadi maka nikahnya adalah batal. Lihat: Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz fi 

Fiqhis Sunnah wal Kitabil ‘Aziz, Penerjemah: Team Tashfiyah LIPIA, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hlm. 

487-488. 
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merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki muslim 

jika terjadi bahaya. Seperti menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa andaikata 

istrinya tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.329 

Kebanyakan poligami dilakukan dengan nikah sirri. Hampir mayoritas 

ulama berpandangan bahwa poligami hukumnya mubah dengan persyaratan-

persyaratan yang ketat. Begitu juga dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 membeikan ruang sempit terjadinya poligami. Sebahagian kecil dari 

pemikir-pemikir Islam Liberal berkeinginan menghapus poligami dari masyarakat 

Islam dengan alasan sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang. Di 

tambah melihat fakta-fakta di atas, poligami mengabaikan hak-hak perempuan, 

bahkan bias gender dan bagian dari ekspoloitasi terhadap kaum perempuan.  

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah poligami bisa diperbolahkan 

secara undang-undang negara atau dilarang?. Pertanyaan ini penulis jawab dengan 

pengamatan yang dilakukan oleh Taufiq Al-Athar, setidaknya ada tiga kelompok 

negara-negara Arab dalam hubungannya dengan poligami, yaitu: 

1. Negara-negara yang menempatkan masalah poligami dalam ruang lingkup 

agama, di mana poligami diperbolehkan untuk kaum muslimin dalam batas-

                                                             
329Terdapat lima macam asas-asas dalam perkawinan; 1. Asas kesularelaan. Asas ini merupakan asas 

terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan tersebut tidak hanya terdapat bagi kedua orang calon mempelai saja, 

namun berlaku juga bagi orang tua kedua belah pihak. 2. Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan 

konsekwensi logis dari asas pertama. Ini berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan. Persetujuan seorang gadis 

untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta terlebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. 

Menurut Sunnah Nabi, persetujuan tersebut dapat disimpulkan dengan diamnya seorang gadis. Dengan begitu, 

perkawinan yang dilansungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh Pengadilan. 3. Asas 

kebebasan memilih pasangan. Diceritakan pada suatu saat seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah 

SAW dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang tidak disukainya. 

Setelah mendengar pengaduan itu Nabi menegaskan bahwa ia (jariyah) dapat memilih untuk meneruskan 

perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat 

memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disuakainya. 4. Asas kemitraan suami istri, dengan tugas 

dan fungsi yang berbeda karena berbeda pula kodrat (sifat asal dan pembawaan). 5. Asas untuk selama-lamanya. 

6. Asas monogami terbuka. Lihat: Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata 

Hukum islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 139-141. 
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batas syariah, seperti dipraktikkan di negara Kuwait, Arab Saudi, Yaman, 

Sudan, Libia, Al-Jazair, Yordania, Libanon dan Mesir. 

2. Negara-negara yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat baru, 

yang belum pernah dipraktikkan sebelumnya. Ini sebagai ijtihad penguasa 

dalam upaya ijtihad dan kemashlahatan. Misalnya, Maroko diberikan syarat 

suami harus adil, di Syiria diberikan syarat suami harus mampu memberi 

nafkah, dan di Iraq diberikan syarat adanya jaminan kesejahteraan bagi istri. 

3. Negara yang mengharamkan poligami bagi kaum muslimin dan memberikan 

sanksi bagi para pelaku yang melanggar menurut Undang-Undang, seperti di 

negara Tunisia.330 

Memperhatikan pernyataan Taufiq Al-Athar di atas, penulis melihat bahwa 

di negara-negara Arab hukum poligami ada dua saja, yaitu negara yang 

memberikan aturan hukum membolehkan poligami dan negara yang 

mengharamkan poligami. Kedua pernyataan tersebut sangat jelas dapat 

memberikan legitimasi bagi orang Islam sehingga tidak perlu menginterpretasikan 

undang-undang dengan mudah, serta pelanggaran undang-undang tidak terjadi 

lagi. 

Namun demikian, Yusuf Al-Qardhawi (dikutip dalam buku Badri 

Khairuman) menyebutkan, bahwa Islam telah memberikan hak kepada pemerintah 

membatasi beberapa hal yang mubah untuk kemashlahatan yang lenih kuat dalam 

beberapa waktu atau keadaan atau bagi sebahagian manusia selama larangan itu 

                                                             
330Abdul Nasir Taufiq Al-Athar, Ta’addut Al-Jauziyyat, Min Al-Nawahi, Aldiniyyah wa Al-Ijtimaiyah 

wa Al-Qanuniyyah. Penerjemah: Khadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 256-257. 
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bukan larangan umum, mutlak mengekalkan. Sebab, larangan mutlak 

mengekalkan itu menyerupai haram dan itu adalah hak Allah.331 

Penulis melihat pandangan Yusuf Al-Qardawi tentang masalah poligami 

adalah, bahwa suatu pemerintah diperbolehkan melarang poligami untuk beberapa 

waktu, keadaan, dan sebahagian manusia jika dipandang mashlahat yang lebih 

baik. Yang tidak boleh dalam pandangan beliau adalah melarang poligami secara 

mutlak abadi, karena yang demikian itu tidak termasuk membatasi yang mubah, 

namun termasuk ke dalam katagori melarang apa yang sudah dihalalkan oleh 

Allah SWT. 

Pelanggaran asas-asas perkawinan tersebut memberikan konsekwensi bagi 

kedua belah pihak dengan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga, kehilangan 

kasih sayang, serta kedua belah pihak mementingkan kehidapannya sendiri. Hal 

ini disebabkan oleh nafkah yang tidak tercukupkan oleh suami, hak anak yang 

terabaikan, dan yang lebih menghawatirkan lagi ketakutan dalam kehidupan 

karena hidup dalam keadaan poligami. Untuk itu, harus ada solusi yang diberikan 

agar pernikahan sirri tidak lagi berkembang sehingga kezhaliman terhadap hak 

istri dan anak tidak terjadi lagi. 

Berkembangnya nikah sirri karena ada peluang, penyebab, dan ada celah 

yang membuat umat Islam untuk melakukannya. Tidak terjadinya nikah sirri bagi 

umat Islam adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena perbedaan pandangan 

ulama tentang masalah pernikahan. Namun demikian, setidaknya dapat 

                                                             
331Membatasi perkara yang mubah, seprti melarang memotong daging beberapa hari karena takut 

kekurangan, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Umar R.A. Juga larangan menanam tanaman 

menghasilkan ketentuan yang lebih dari takaran yang telah ditentukan. Larangan menikahi ahli kitab bila hal itu 

ditakutkan menganiaya para wanita muslim yang berada dalam masyarakat Islam yang sedikit dan jumlahnya 

terbatas. Lihat:  Badri Khairuman, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, Fatwa Ulama tentang Masalah-

masalah Sosial Kegamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM, (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2010), hlm. 250-251. 
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mengurangi jumlah pernikahan sirri pada masa yang akan datang. Untuk itu, 

diperlukan solusi dalam mengatasinya, antara lain: 

1. Lengkapi Sarana dan Prasarana 

Kelengkapan sarana adalah kelengkapan yang diperlukan ditempat 

pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan. 

Sedangkan kelengkapan prasarana adalah kelengkapan berupa transportasi 

serta akses menuju tempat pelaksanaan akad nikah. Hal ini sangat penting 

sekali. Menurut Mukhtar (Hakim Pengadilan Agama), pada masa lalu 

masyarakat sangat jauh, akses transportasi sulit, serta pemahaman agama 

sangat sempit. Dengan demikian, nikah sirri merupakan upaya yang lebih 

cepat walaupun seringkali melanggar ketentuan syari’at Islam dan peraturan 

perundang-undangan.332 

Begitu juga menurut pendapat Faisal Saleh (Ketua PA Pangkalan 

Kerinci), walaupun saat ini Kementerian Agama sudah membuat pendaftaran 

perkawinan secara on line, permasalahan yang muncul adalah sulitnya 

pengadaan saluran internet dibeberapa daerah yang jauh dari perkotaan, 

sehingga alternatif nikah sirri masih tetap dijalankan.333 

Pengadaan sarana dan prasarana yang lengkap dalam upaya 

penyelenggaraan pernikahan sangatlah penting. Sebegai contoh dapat dilihat 

di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ketika penulis melakukan wawancara 

dengan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan juga salah seorang 

hakimnya. Petanyaan yang penulis ajukan adalah, “Bolehkan majelis hakim 

berijtihad dalam penetapan putusan utnuk memberikan rekomendasi kapada 

                                                             
332Mukhtar, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pekanbaru, (Wawancara di PA pekanbaru), Hari 

Rabu Tanggl 09 Juni 2021, Pukul 10. 00-11. 30 Wib. 
333Faisal Saleh, Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Wawancara,, 
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para pemohon yang tidak diterima pengajuan permohonannya karena nikahnya 

tidak sah untuk mengulang nikah kembali”. 

Jawabannya adalah bahwa selama ini belum ada satupun putusan yang 

dikeluarkan oleh majelis hakim berupa rekomendasi pengulangan nikah yang 

tidak sesuai dengan syariat Islam. Putusan yang ada hanyalah sebatas tidak 

dikabulkan atau gugur. Menurut hemat penulis, putusan yang tidak dikabulkan 

seyogyanya diberikan sebuah rekomendasi untuk mengulang pernikahan atas 

ketidaktahuan pemohon bahwa pernikahan mereka tidak sesuai dengan 

syari’at Islam. Dengan demikian, putusan itu telah menghasilakan suatu 

kemashlahatan kehidupan rumah tangga pada masa yang akan datang. 

2. Ringankan Biaya Pernikahan 

Perrkawinan sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam telah mengatur bahwa perkawinan dilaksanakan dengan cepat dan biaya 

ringan, namun masih saja ada oknum-oknum tertentu di daerah-daerah yang 

jauh dari kota yang mengambil biaya perkawinan dengan mahal. Biaya mahal 

ditambah lagi dengan administrasi yang banyak.   

Ulah oknum seperti ini akhirnya mengeneralisasi yang mengakibatkan 

masyrakat melakukan nikah sirri dengan biaya mahal tanpa administrasi yang 

berbelit-belit. Untuk itu, sangat perlu mengoptimalkan sosialisasi kepada 

pelaku nikah sirri bahwa nikah di Kantor Urusan Agama adalah gratis. 

3. Sosialisasikan Secara Menyeluruh KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam hanya dikenal banyak oleh masyarakat perkotaan. 

Berbeda halnya dengan masyarakat pedesaan yang jauh dari informasi-
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informasi aktual tentang demikian. Untuk itu diperlukan sosialisasi yang baik 

kepada seluruh masyarakat. 

Menurut Abdul Aziz (Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru), 

sosialisasi yang baik adalah melalui para ulama dan asatiz yang 

menyampaikan dakwah ke berbagai daerah. Inti sosialisasi UU Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, adalah dalam upaya menyatukan 

Persepsi, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai 

dengan syarat dan rukun nikah, serta sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.334 

4. Adanya Sanksi dalam Undang-Undang Perkawinan 

Kepentingan sanksi bagi para pelaku nikah sirri juga sangat penting. 

Hal ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku, terutama adalah bagi wali 

hakim abal-abal yang menikahkan perempuan, padahal perempuan tersebut 

masih memiliki wali nasab. 

Pelanggaran hukum dalam masalah nikah pada dasarnya tidak sama 

dengan pelanggaran hukum pidana. Namun demikian, keberadaan sanksi 

menjadi hal yang mustahak bagi perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974. Jika 

pelanggaran hukum pidana pertanggungjawabannya secara pribadi di dunia 

dan akhirat, coba dibayangkan pelanggaran wali hakim yang berakibat tidak 

sahnya nikah, maka akibatnya tidak hanya pribadi, namun akibat kepada istri 

dan anak yang akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. 

                                                             
334Abdul Aziz, Wawancara di PA Pekanbaru, 
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Beberapa solusi yang penulis kemukakan di atas sangatlah penting, 

untuk menjaga kemashlahatan dalam kehidupan. Dalam filsafat hukum Islam, 

tujuan Allah mensyari’atkan hukum adalah untuk kemashlahatan manusia, 

sekaligus untuk menghindari mufsadat (keburukan) baik di dunia maupun 

diakhirat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya 

tergantung kepada pemahaman sumber hukum yang utama yakni al-Qur’an 

dan al-Hadist.  

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan umat manusia tersebut, 

para ahli ushul fiqih menetapkan lima unsur pokok yang dipelihara dan 

diwujudkan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima 

unsur tersebut dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat, hajjiyat, 

dan tahsiniyat. Dengan demikian, maka memelihara keturunan merupakan 

katagori tahsiniyyat dengan disyari’atkan walimah setelah melakukan 

perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan 

dan jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi perkawinan dan 

tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.335 

Prof. DR. Acmad Ali menjelaskan, bahwa teori tujuan hukum Islam 

pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemamfaatan kepada seluruh umat 

manusia yang mencakup kemamfaatan dalam kehidupan dunia dan akhirat”. 

Beliau menambahkan, bahwa tujuan menunjukkan kemamfaatan ini sesuai 

dengan prinsip umum al-Qur’an, yaitu: 

                                                             
335Yang dimaksud dengan kelompok memelihara dharuriyyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan 

yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial tersebut seperti menjaga agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta agar jangan sampai eksistensi kelima kebutuhan tersebut terancam. Kelompok hajjiyyat 

tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari 

kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di 

atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan. Sedangkan kelompok tahsiniyyat merupakan kelompok yang 

menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan 

kepatutan. Lihat: Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos, 1990), hlm. 126-127. 
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 الَْصْلُ فيِ الْمَناَفعَِ الحَلُّ وَ فيِ المُضَارِ المَنْعُ 

Artinya: “Segala yang bermamfaat dibolehkan, dan segala yang memberi 

mudharat dihilangkan”. 

 

 الضَرَرُ َزَُالُ 

Artinya: “Bahaya harus dihilangkan”.336 

Adapun permasalahan itsbat nikah sangat penting utnuk kehidupan saat 

ini, apa lagi melihat putusan itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama 

sebagaimana yang penulis kemukakan di atas, tentu saja banyak menimbulkan 

masalah dikemudian hari. Untuk itu, penulis memberikan beberapa solusi 

tentang itsbat nikah sirri, antara lain: 

1. Perlu adanya pendataan warga negara untuk melaksanakan itsbat nikah. 

2. Penolakan permohonan itsbat nikah harus disertai rekomendasi bagi kedua 

belah pihak untuk mengulang nikahnya. 

3. Formulasi Itsbat Nikah antara Posita dan petitum 337  harus saling 

mendukung. 

Keperluan terhadap tiga solusi yang penulis berikan di atas sangatlah 

penting untuk pencatatan perrkawinan, karena secara eksplisif belum ada 

satupun nash baik dalam al-Qur’an dan al-Hadist yang membicarakannya. 

Oleh karena tidak ada tersebut, maka negara harus mengambil alih sebagai 

                                                             
336 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) 

termasuk Interpretasi Undang-Undang (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 174. 
337 Posita disebut juga dengan “Fundamentum Petendi”, yaitu bagian yang berisi dalil yang 

menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntan. Untuk mengajukan suatu 

tuntutan, seseorang harus mengaraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa negajukan tuntutan sepeti 

itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian atau dusuk persoalan suatu kasus. Posita 

atau fundamentum petendi yang dianggap lengkap harus memenuhi dua syarat, yaitu dasar hukum (rehttelijke 

grond) dan dasar fakta (feitelijke grond). Adapun petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh 

penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggut biasanya menambahkan dengan 

tuntutan subsider atau pengganti, seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat 

dieksekusi walaupun akan ada perlawanan dikemudian hari. Lihat: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,Op. 

Cit.  hlm. 58 dan 63. 
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langkah ijma’oleh ulama Indonesia atau melalui Majlis Ulama Indonesia. 

Pencatatan perkawinan adalah sebuah keniscayaan, karena banyak sekali 

mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan, serta akan 

banyak laki-laki yang nikah-cerai, nikah-cerai dengan dalih belum menikah 

padahal telah menikah berkali-kali, pada akhirnya akan menimbulkan 

kemudharatan yang sangat besar bagi anak-anak yang dilahirkan dari 

perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dapat diketahui siapa ayah 

kandung yang sebenarnya. 

Dalam konteks ini penulis lebih melihat kepada konsep al-Maslahah 

al-Mursalah untuk dapat dipergunakan pada zaman sekarang.338 Sementara 

agama Islam sendiri mengatakan bahwa semua kemudharatan tersebut sedapat 

mungkin harus dihindari, dan dengan adanya pencatatan perkawinan sekarang 

sesorang akan terkontrol dan akan diketahui pula siapa nama orang tua setiap 

anak.sebagaimana kaedah ushul fikih mengatakan 

 

                                                             
338Al-Mashlahah berasal dari kata sholaha dengan penambahan “alif” diawalnya yang secaraarti kata 

berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah Masdhar dengan arti kata Shalah, yaitu 

“mamfaat” atau “terlepas darr padanya kerusakan”. Pengertian mashlahah dalam bahasa arab berarti 

“perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Al-Mursalah terambil dari kata Rasala, yang 

jika ditambah dengan “alif” menjadi Arsala berarti, “terlepas” atau “bebas”. Maka al-Maslahah al-Mursalah 

merupakan terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Atau 

dengan kata lain, mashlahah yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Seluruh 

hukum yang ditetapkan Allah atas hambanya yang berkaitan dengan perintah dal larangan adalah mengandung 

maslahah. Seluruh perintah Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung mamfaat untuk dirinya baik 

secara lansung atau tidak. Mamfaat itu ada yang dirasakan pada waktu itu juga dan adapula dirasakan 

sesudahnya. Seperti, Allah memerintahkan shalat yang mengandung banyak mamfaat untuk ketenangan rohani 

dan kebersiahan jasmani. Begitu pula semua larangan Allah untuk dijauhi manusia. Dibalik larangan tersebut 

terkandung kemashlahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kerusakan dan kebinasaan. Seperti larangan 

meminum minuman keras yang akan mneghidarkan seseorang dari merusak tubuh, jiwa dan akal. Semua ulama 

sepakat tentang adanya kemashlahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah, namun mereka berbeda pendapat 

tentang “apakah karena untuk mewujudkan mashlahah itu Allah menetapkan hukum syara’ ataukah ada sebab 

lain”. Terlepas dari perbedaan tersebut, yang jelas bahwa dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan 

dalam pandangan manusia, maka biasanya dalam perbutan itu terdapat hukum syara’ dalam bentuk perintah. 

Sebaliknya, pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya dalam 

perbuatan itu terdapat hukum syara’ dalam bentuk larangan. Setiap hukum syara’ selalu sejalan dengan akal 

manusia, dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum syara’. Lihat; Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 366-367. 
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 لَ ضَرَارَا وَلَ ضِرَارَا
Artinya: “Jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban 

kemudharatan”. 

 

Untuk mengetahui relevansi sebuah pencatatan perkawinan, penulis 

akan merujuk kembali nash al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai 

mana yang telah penulis sampaikan di atas. Ayat tersebut memang 

menganjurkan pencatatan dalam transaksi jual beli. Akan tetapi, al-Maqsid al-

Syariah yang dituju dalam ayat diatas adalah untuk menghindari agar salah 

satu pihak dikemudian hari tidak memungkiri apa yang telah disepakatinya 

atau mengingkari perjanjian yang telah diucapkannya. Hal ini dapat di 

qiyaskan kepada kewajiban pencatatan perkawinan.  

Apabila transaksi jual beli saja yang hanya berlansung sekian detik, 

menit dan jam oleh Allah SWT disuruh catat, apa lagi sebuah ikatan 

pernikahan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh, teguh dan kuat dan akan 

berlansung sampai pasangan suami istri tersebut tutup usia. Sebagaimana 

Allah berfirman dalam al-Qur’an: 

 

 

 

 

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 

kamu telah bergaul  (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 

perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisaa:21). 

 

Kata “Mitsaaqan Ghalizhan” dalam al-Qur’an ditemukan hanya dalam 

tiga tempat. Yakni dalam surat al-Ahzab (33); 7, dimana dalam ayat tersebut 

menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah Nabi. Surat An-Nisaa (4), 

154, digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang-orang 

Yahudi, dan surat An-Nisaa (4), 21, digunakan untuk menunjukkan perjanjian 



 

231 
 

 
 

perkawinan. Dengan ungkapan-ungkapan tersebut, secara tidak lansung dapat 

disimpulkan, bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami dan istri sangat 

mirip dengan kesucian Allah dengan para Nabi dan Rasulnya. Oleh karena itu, 

sebagai ikatan yang suci dan mulia, mestinya ikatan itu dijaga dan dipelihara 

dengan sungguh-sungguh oleh pasangan suami istri.339 

Melalui surat al-Baqarah ayat 282 tentang keharusan mencatat 

transaksi jual beli, tersirat bahwa Allah SWT menyuruh kita untuk berusaha 

menutup semua kemungkinan yang akan membawa kemudharatan. Pencatatan 

perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi 

bukti apabila terjadi pengingkaran tentang eksistensi perkawinan dikemudian 

hari. Dalam kehidupan manusia, pola dan tingkah laku manusia semakin hari 

semakin berubah dan beragam, peristiwa hukum setiap saat bermunculan, 

semantara payung hukum belum ada yang mengaturnya. Maka untuk 

mengatasi masalah tersebut dibutuhkan ijtihad ahli fikih dan ushul fikih. 

Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, setiap kali ada 

permasalahan pernikahan, talak dan rujuk selalu dihadapkan kepada 

Rasulullah. Hal itu dikarenakan posisi nabi sebagai umara’ atau pemimpin dan 

juga kuantitas umat Islam saat itu masih sedikit sehingga mudah dijangkau 

ingatan. Namun pada zaman sekarang, penduduk manusia makin bertambah 

banyak, jika perkawinan tidak dicatatkan akan terjadi kekacauan dan 

                                                             
339 Khairudin Nasution, Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan  UU Negara Muslim 

Kontemporer, (Yogyakarta: ACAdeMia-TAZZAFA, 2005), hlm. 24-25.  Lihat juga ayat Allah SWT yang 

mengatur perjanjian suci dibawah ini. “Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Nabi-Nabid dan 

dari kamu sendiri dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka 

perjanjian yang teguh”. (QS;Al-Ahzab: 33;7).  “Dan telah kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina 

untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah 

ke pintu gerbang itu sambil bersujud dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar 

peraturan mengenai hari sabtu dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh”. (QS. An-

Nisaa:4; 154). Bandingkan juga dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut 

hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.Ibid, hlm. 128. 
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kemudharatan yang akan menimpa umat manusia. Karena kemungkinan besar 

perkawinan tersebut tidak akan terkontrol dengan baik.  

Oleh karena itu, untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan 

buruk yang akan terjadi maka seyogyanyalah dibuat suatu aturan baku yang 

tidak boleh dirugikan atau merugikan orang lain. Karena manusia hidup dalam 

suatu negara yang memiliki bentuk pemerintahan, maka presiden selaku 

pemimpin negara memberikan intruksi kepada kementerian Agama Republik 

Indonesia untuk mencatat perkawinan disetiap penduduk Indonesia yang akan 

menikah. 

Ketika payung hukum sudah ada, maka seluruh warga Muslim wajib 

untuk mentaati pemimpinnya, sebagaimana Allah SWT berfirman: 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS: Al-Baqarah:2; 59). 

 

Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan “ulil amri” adalah pemerintah (pemimpin), baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah dibawahnya. Tugas pemimpin adalah memelihara 

kemashlahatan umat manusia. Dengan demikian, aturan-aturan yang dibuat 

dan ditetapkan oleh pemerintah untuk kemashlahatan manusia wajib ditaati 
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selam aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan as-

Sunnah.340 

Terdapat banyak perbedaan dikalangan para fuqaha tentang pencatatan 

nikah atau nikah sirri. Perbedaan tersebut bukan hanya berdasarkan nash al-

Qur’an pada surat al-Baqarah ayat 282 di atas, namun juga dalam hadist 

Rasulullah SAW. Menurut M. Quraish Shihab, bahwa perkawinan tanpa 

pencatatan (nikah sirri/nikah gantung/nikah bawah tangan) dapat 

mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena telah melanggar ketentuan yang 

telah di tetapkan oleh ulil amri dalam hal ini pemerintah. Kaedah lain 

mengatakan, bahwa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai 

ulil amri yang berdasarkan kepada asas maslahah maka harus dipatuhi.341 

Sebagai seorang muslim sekaligus sebagai warga negara Indonesia 

yang baik, kita wajib mentaati ulil amri yang diantara produk ijtihadnya adalah 

UU perkawinan yang sangat menekankan agar pernikahan dicatat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Taat terhadap undang-

undang perkawinan adalah, sebagai sebuah bentuk ketaatan terhadap ulil amri, 

dan hal itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT sebagaimana yang 

disebutkan dalam suarat di atas. 

Adapun yang harus ditegakkan di sini adalah bahwa konsep ketaatan 

kepada undang-undang sebagai produk ulil amri tidaklah bersifat mutlak, 

namun tergantung pada bunyi pasalnya. Jika bunyi pasal tersebut tidak 

bertentenagn dengan nash al-Qur’an dan al-Hadist, maka wajib taat kepada 

ulil amri. Tetapi jika undang-undang dan kebijakan pemerintah bertentangan 

                                                             
340Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Semarang: Toha Putra, 1966), Juz 5,hHlm. 119. 

Lebih lanjut juga disampaikan dalam hadist Rasulullah SAW, “Barang siapa yang mentaatiku, maka ia telah 

mentaati Allah, barang siapa yang membantahku, maka ia telah membantah Allah. Barang siapa yang mentaati 

pemimpin, maka ia telah mentaatiku, barang siap yang membantah pemimpin, maka ia telah membantahku”. 
341Muhammad Abduh, Op. cit, hlm. 69. 
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dengan nash al-Qur’an dan al-hadist, maka tidak ada kewajiban untuk 

mentaati ulil amri. Hal ini dikuatkan oleh hadist Rasulullah SAW: 

رَ عَليَْ  هِمْ عَنْ عَليِ انََّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بعَضثض جَيْشٌا وَامََّ

 نْ ََّدْخُلوُهَا وَقاَلَ الْخَِرُونَ اِنَّا قَدْ رَجُلفٌاََ وْ  قدََ ناَرٌا وَقاَلَ ادْخُلوُهَا فاَرََادَ ناَس  اَ 

َْنَ ارََ  ادُوا انَْ فرََرْناَ مِنهَْا فذَُكِرَ ذَالكَِ لرَِسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمْ فقَاَلَ لِلَّذِ

 لَ للِْخَِرُونَ قوَْل  َدَْخُلوُهَا لوَْ دَخَلْتمُُوهَا لمَْ تزََالوُا فِيْهَا اِلَى َوَْمِ الْقِياَمَةِ وَقاَ

 حَسَن ا وَقاَلَ: لَ طَاعَةَ فيِ مَعْصِيةَِ اللهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فيُ المَعْرُوفِ 342

Artinya: “Dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Rasulullah SAW 

mengirimkan pasukan tentara ke medan perang dan mengangkat 

seorang laki-laki sebagai komandan mereka. Sampai di suatu 

tempat, komandan menyalakan api unggun dan memerintahkan 

pasukannya untuk melompati api unggun tersebut. Sebahagian 

anak buahnya telah siap melompat kedalam api, tetapi yang lain 

berkata, “kita harus lari dari api itu”. Peristiwa itu mereka 

laporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, 

“seandainya kamu melompat kedalam api itu, maka kamu akan 

berda di dalamnya sampai hari kiamat nanti”. Kemudian beliau 

berkata pula kepada yang lain dengan lemah lembut, “tidak 

wajib taat terhadap perintah untuk mendurhakai Allah SWT. 

Taat itu hanya wajib dalam rangka menegakkan kebaikan”. (HR. 

Muslim). 

 

Semua undang-undang yang mengatur tentang perkawinan 

sebagaimana yang penulis sampaikan pada uraian nikah sirri dalam 

persepektif hukum positif wajib ditaati oleh umat Islam, karena walaupun 

masih belum sempurna, paling tidak negara sudah mulai beransur-ansur 

memasukkkan konsep agama Islam dalam peraturan yang berlaku bagi umat 

Islam itu sendiri. Walaupun berdasarkan pasal 2 UU tentang perkawinan tidak 

dinyatakan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi pasal 5 Kompilasi Hukm 

islam (KHI) sudah secara tegas memperkuat agar terjaminnya ketertiban 

perkawinan bagi masyarakat islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. 

                                                             
342 Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qisyairi al-Naisaburi, Shaheh Muslim, Jilid 4,  

Penerjemah: Ma’mur Daud, (Jakarta: Klang Book Centre, 2007),  hlm . 21-22. 
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Seorang suami wajib melindungi istri, sebab istri yang secara alamiah 

diciptakan Allah dari tulang rusuk yang bengkok dan tidak dapat diluruskan, 

merupakan sebuah simbol bahwa seorang suami harus sabar dan lembut 

kepada seorang istri. Seorang istri dimata suami ibarat tawanan yang harus 

diperlakukan secara baik, adil, santun dan sopan. Menikahi seorang wanita 

secara sirri, terlebih lagi dengan nafsu birahi semata-mata, jelas merupakan 

pelecehan terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu, hindari nikah sirri 

dengan alasan apapun, demi kemashlahatan anak, keluarga dan masyarakat. 

Menurut penulis, pencatatan perkawinan juga menjadi sebuah 

kewajiban bagi semua warga negara Indonesia. Perkawinan merupakan 

peristiwa sakral yang sangat istimewa dalam kehidupan manusia sebagaimana 

peristiwa kelahiran dan kematian. Perkawinan yang disebut dengan mitsaqan 

ghalizhan, bukan hanya sekedar serimonial yang tidak bermakna. Oleh karena 

itu, jika dalam surat al-Baqarah ayat 282 Allah SWT memerintahkan akad jual 

beli untuk dicatat yang hanya bersifat sementra waktu, tentu lebih wajib lagi 

mencatat pernikahan yang semua orang pasti berkeinginan untuk dipakai 

seumur hidup.  

Apabila ada sebahagain pendangan dalam masyarakat yang 

mengatakan bahwa dari pada berzina lebih baik nikah sirri agar terhindar dari 

kemaksiatan yang disebabkan oleh nafsu syahwat, bisa jadi pendapat itu benar. 

Melakukan nikah sirri dengan alasan takut berbuat zina memang baik, akan 

tetapi, menikah secara resmi baik secara agama maupun secara negara akan 

jauh lebih baik. Hal ini karena pernikahan adalah dalam rangka membentuk 

keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bagi semua pihak, baik istri, anak 

maupun cucu. 
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Tahapan selanjutnya adalah, penulis juga menghimbau bagi para 

pembuat kebijakan, untuk duduk bersama menyempurnakan kembali UU 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum islam (KHI), 

dimana keduanya merupakan landasan perkawinan bagi umat Islam. Sebagai 

payung hukum perkawinan di negara yang mayoritas penduduknya muslim, 

sangat wajar untuk memasukkan kalimat, bahwa pernikahan yang sah adalah 

pernikahan yang sesuai dengan agama kepercayaannya dan yang diatur oleh 

negara. Demikian juga menurut hemat penulis, walaupun dalam perkara yang 

mubah, namun jika yang dituju adalah kemashlahatan umat Islam, maka 

hukuman takzir boleh dimuat sebagai landasan perlindungan hukum terhadap 

warga negara. 

Keperluan terhadap perubahan undang-undang tersebut sangatlah 

urgen melihat perkembangan informasi dan teknologi saat ini. Karena sudah 

pasti orang tidak akan sanggup lagi menjadi wali hakim abal-abal 

sebagaimana banyak yang terjadi dewasa ini. Laki-laki tidak semena-mena 

malakukan pernikahan, harkat dan martabat perempuan akan terjaga, serta hak 

anak utnuk mendapatkan kasih sayang, nafkah dan pendidikan dari ayah 

kandungnya sendiri akan didapatkan. 

5. Perubahan pradigma dari konsep kepentingan mazhab kepada konsep syari’at 

Islam. 

Keberadaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan dasar hukum bagi perkawinan 

umat Islam di Indonesia. Hal yang masih menjadi perdebatan dikalangan 

pakar hukum Islam adalah, bagaimana cara meletakkan undang-undang 

tersebut pada posisi yang kuat. Apakah posisinya berada dalam konsep 
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syari’at, atau fiqih, atau Qanun, ataukah hukum Islam, sehingga aktualisasinya 

menjadi kesatuan yang utuh bagi pelaksanaan hukum Islam.  

Kepentingan meletakkan UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

sangatlah urgen. Tujuannya adalah untuk menyatukan visi dan konsep, 

sehingga kebaradaan kedua undang-undang tersebut membawa dampak 

positif, dan para ulama, kiyai serta para ustaz tidak lagi berbeda konsep dalam 

menyampaikan masalah perkawinan,. Dengan demikian, pernikahan sirri 

semakin terkikis dan hilang demi menjaga kemashlahatn umat islam.  

Sebelum penulis memposisikan kedua aturan hukum di atas, terlebih 

dahulu penulis akan membedakan pengertian dari syari’at, fiqih, qanun dan 

hukum Islam. 

1. Konsep Syari’ah 

Secara etimologi, syariah adalah berjalan ke tempat pengairan atau 

tempat aliran sungai. Kata syari’ah muncul dalam bebrapa ayat al-Qur’an 

seperti surat al-Maidah ayat 48, as-Syuraa ayat 13, dan al-Jatsiyah ayat 18, 

yang berarti jalan yang lurus yang membawa kepada kemenangan. Betuk 

persamaan antara syari’ah dengan jalan air adalah siapa yang mengikuti 

syari’ah maka jiwanya akan bersih. Allah SWT menjadikan air penyebab 

kehidupan bagi semua makhluk, sebagaimana menjadikan syari’ah 

penyebab kehidupan yang insani.343 

Menurut istilah, syari’ah adalah segala kitab Allah yang 

berhubungan dengan tindak tanduk manusia di luar yang mengenai akhlak 

yang diatur sendiri. Dengan demikian, syari’ah adalah nama bagi hukum-

                                                             
343Muhammad Daud Ali, “Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, Makalah dalam Diklat 

Hakim Senior, (Ciawi Bogor: 1993), hlm. 2. 
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hukum yang bersifat amaliah. 344  Hasbi as-Shiddiqi menjelaskan bahwa 

syari’ah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah 

untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan 

hubungannya sesama mnusia345 

Istilah syari’ah dalam konteks kajian hukum Islam 

menggambarkan kumpulan norma-norma yang merupakan hasila dari 

proses tasyr’. Kata tasyri’ merupakan bentuk masdar dari syara’a yang 

berarti menciptakan dan menerapkan syari’ah. Bila kata syari’ah 

merupakan kata aturan yang ditetapkan Allah yang menyangkut tindak 

tanduk manusia, maka kata tasyri’ merupakan penetapan hukum dan tata 

aturan tersebut.Pengetahuan tentang tasyri’ adalah pengetahuan tentang 

cara, proses, dasar, dan tujuan Allah menetapkan hukum bagi tindak 

tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan mereka. 

Adapun pengetahuan tentang syari’ah adalah penegtahuan tentang hakikat 

dan rahasia dari hukum-hukum syara’ yang telah ditetapkan Allah SWT. 

Berkaitan dengan pengertian syari’ah di atas, dalam konotasi 

hukum Islam terbagi kepada dua macam, yaitu syari’ah Ilahi atau tasyri’ 

samawi, dan syari’ah wadh’i atau tasyri’ wadhi. Syari’ah tasyri’ samawi 

adalah ketentuan-ketantuan hukum yang lansung dinytakan secara eksplisit 

dalam al-Qur’an dan Sunnah. Norma-norma hukum tersebut berlaku 

secara universal untuk semua waktu dan tempat, tidak bisa dirubah, karena 

tidak ada yang kompeten merubahnya. Adapun syari’ah wadh’i 

merupakan ketentuan hukum yang dilakukan oleh mujtahid, baik mujtahid 

                                                             
344Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia, (Padang: Angkasa Raya, 1992), hlm. 

14. 
345Hasbi as-Shiddiqi, Filsafat Hukum Islam, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), hlm. 3. 
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mustanbith maupun mujtahid muthaliq. Kajian hukum mujtahid ini tidak 

memiliki sifat keabadian dan bisa berubah sesuai dengan kondisi tempat 

dan waktu.346 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syari’ah dapat 

dibedakan antara syari’ah yang ajarannya lansung dari Allah SWT dan 

syari’ah sebagai aturan perundang-undangan hasil pemikiran manusia 

yang disebut fikih. Untuk lebih konkretnya, syari’ah tersebut mengandung 

tiga unsur, yaitu: Pertama, unsur akidah, yaitu mencakup hukum yang 

berhubungan dengan Allah SWT, sifat-sifat-Nya, iman kepada-Nya, iman 

kepada utusan-Nya, hari kiamat, dan semua yang berhubungan dengan 

Ilmu Kalam. Kedua, unsur moral, yakni pembahasan secara spesifik 

tentang etika, pendidikan, pembersiahan jiwa, dan budi pekerti yang harus 

dimiliki seseorang serta sifat-sifat buruk yang harus dihindari. Ketiga, 

unsur hukum, yakni meliputi semua tindakan-tindakan manusia, seprti 

ibadah, mu’amalah, dan hukuman yang termasuk dalam kajian ilmu fiqih. 

2. Konsep Fiqih 

Menurut Abu al_hasan Ahmad Faris, secara sistematis fikih 

bermakna mengatahui sesuatu dan memahaminya secara baik dan 

mendalam.347 Muhammad Abu Zahrah mengemukakan bahwa fikih adalah 

mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang dikaji dari 

                                                             
346Syari’at merupakan jalan hidup muslim Syari’at memuat ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya, 

baik berupa larangan maupun suruhan. Syari’at juga merupak hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib 

diikuti oleh orang Islam yang berkaitan dengan akhlaq, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya 

dengan manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dirinci dan dijelaskan lebih lanjut oleh 

Nabi Muhammad SAW. Karena itu, syari’ah terdapat dalam al-Qur’an juga dalam al-Hadist. Umat Islam tidak 

akan perbah tersesat dalam kehidupan dunianya sepanjang berpegang kepada keduanya.  Lihat: Abdul Manan, 

Ilmuan dan Praktisi Hukum, Kenangan Sebuah Perjuangan, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 211-213. 
347Abu al-Hasan Ahmad Faris bi Zakariya, Mu’jam Muqayis al-Lughah, (Kairo: al-Babi al-Halabi, 

1970), Jilid III, hlm. 442. 
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dalil-dalinya secara terperinci.348 Dari definisi tersebut, terdapat dua objek 

kajian fikih, yaitu hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah dan dalil-

dalil terperinci dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang menunjuk suatu 

kejadian tertentu. Dengan begitu, pengetahuan tentang hukum-hukum 

syara’ berdasarkan kepada dalil tafsili digali dan ditemukan melalui 

pemikiran para mujtahid.  

Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hakikat 

dari fikih terdiri dari beberapa bahagian, yaitu:  

a. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum Allah; 

b. Yang dibicarakan dalam fikih adalah hal-hal yang bersifat amaliah 

furu’iyah; 

c. Pengetahuan tentang hukum Allah itu di dasarkan pada dalil tafsili; dan 

d. Fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang 

mujtahid atau fakih. 

Dari pengertian syari’ah dan fikih di atas terlihat ada kaitan yang 

sangat erat antara keduanya. Syari’ah diartikan dengan ketentuan yang 

ditetapkan Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai 

kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan itu terbatas dalam 

firma Allah dan penjelasannya diwahyukan melalui lisan Nabi.  

                                                             
348Bentuk jama’ dari “hukum” adalah “ahkam” yang berarti bahwa fikih itu seperangkat aturan yang 

disebut hukum. Penggunaan kata Syar’iyah atau Syari’ah menjelaskan bahwa fikih menyangkut ketentuan yang 

bersifat syar;i, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata ini sekaligus menjelaskan bahwa sesuatu 

yang bersifat aqli seperti ketentuan dua kali dua adalah empat atau yang bersifat hissi seperti ketentuan bahwa 

api adalah membakar, bukanlah lapangan ilmu fikih. Kata amaliah menjelaskan bahwa fiqih hanya menyangkut 

tindakan manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat bukan amaliah seperti masalah 

keimanan atau akidah tidak termasuk dalam lingkungan fikih. Penggunaan kata digali atau ditemukan 

mengandung arti bahwa fikih itu adalah hasil penggalian, penemuan, penganalisaan dan penentuan ketettapan 

tentang hukum. Karenanya, apabila bukan dalam bentuk hasil suatu penggalian, seperti mengetahui apa-apa 

yang secara lahir jelas dikatakan Allah, tidak disebut dengan fikih. Kata tafsili menjelaskan tentang dalil-dalil 

yang digunakan oleh seorang fakih atau mujtahid dalam penggaliah dan penemuannya. Lihat: Muhammad Abu 

Zahrah, Ushul al-Fiqih, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arab, 1958), hlm. 18-21. 
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Semua tindakan manusia di dalam mencapai kehidupan yang baik 

itu harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah 

dan Rasulullah itu sebahagian terdapat secara tertulis dalam kitabnya yang 

disebut syari’ah, sedangkan sebahagian besar lainnya tersimpan dibalik 

atau diluar yang tertulis itu.  

Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendaki Allah 

tentang tingkah laku manusia itu, harus ada pemahaman mendalam tentang 

syari’ah, sehingga secara amaliah syari’ah itu dapat diterapkan dalam 

kondisi dan situasi bagaimanapun. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam 

bentuk ketentuan secara terperinci. Ketentuan secara terperinci tentang 

tingkah laku mukallaf yang diramu dan diformulasikan sebagai hasil 

pemahaman terhadap syari’ah itu disebut fikih. 

3. Konsep Qanun 

Pengertian qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal 

dengan nama “kanun”, yang berarti undang-undang, peraturan, kitab 

undang-undang, hukum dan kaedah.349 Qanun dalam kamus Bahasa Arab 

berarti undang-undang, kebiasaan atau adat.350 Jadi qanun adalah suatu 

peraturan perundang-undangan atau suatu aturan hukum yang berlaku 

dalam suatu masyarakat.  

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, qanun mempunyai 

anonim yang sama dengan undang-undang, yang berarti aturan hukum 

sebagai suatu perintah yang dibuat oleh penguasa yang berwenang dan 

diperuntukkan bagi warga negaranya. Istilah qanun juga biasa dipakai 

                                                             
349 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus 

Besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 442. 
350Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia,Op. Cit.  hlm. 357. 
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dengan istilah hukum (law), peraturan (rule), undang-undang (statute, 

code). Disamping itu juga dikenal dengan alhukm (ahkam), qa’idah 

(qawa’id), dustur dan lain sebaginya.351 

Imam al-Mawardi telah menggunakan istilah qanun dalam 

beberapa kesempatan buku-buku yang ditulisnya, diantaranya, Qawanin 

al-Siyasah (ketentuan hukum publik), Hifz al-Qawanin al-Syar’iyah wa 

Hasarat  al-Ahkam al-Diniyyah (memelihara hukum agama), dan Qawarir 

al-Muqarrah (undang-undang).352 

4. Konsep Hukum Islam 

Para ahli masih berbeda pendapat dalam memberi arti hukum 

islam. Sebahagian mereka mengatakan bahwa hukum islam itu merupakan 

pedoman moral, bukan hukum dalam pengertian hukum moral (a sistem of 

ethical or moral rules).353  Hal ini berkaitan dengan Muhammad SAW 

ditunjuk menjadi seorang Nabi bukan untuk menciptakan suatu sistem 

hukum baru, melainkan mengajar manusia bagaimana bertindak, apa yang 

akan dilakukan, apa harus ditinggalkan agar selamat pada hari pembalasan 

dan bagamana caranya agar bisa masuk surga. Dalam pengertian lain, 

hukum Islam adalah keseluruhan dari perintah-perintah Tuhan yang 

meliputi seluruh tindak tanduk manusia (canon law of Islam).354 

Dari kedua penjelasan di atas, hukum islam belum dikatakan 

hukum dalam arti hukum moderen. Namun demikian, saat ini terus 

berkembang term penyebutan hukum Islam di Indonesia dengan kata 

                                                             
351 A. Qadry Azizi, Ekletisime Hukum Nasional, Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum, 

(Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 57. 
352Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wayat al-Diniyyah, (Kairo: Musthafa al-Halabi, 1973), 

hlm. 215. 
353Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Fholosofy A Staudy of Abu Ishaq as-Syathibi Life and 

Tough, (Islamabad: Islamic Reaserch Instutite, 1977), hlm. 9. 
354Ibid, hlm. 11. 
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“Islamic law” yang secara harfiah berarti hukum islam. Hukum islam 

merupakan rangkaian kata dari hukum dan Islam secara terpisah  adalah 

kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan juga berlaku dalam bahasa 

Indonesia yang hidup dan terpakai dalam kesehariannya. 

Menurut Amir Sayrifuddin, untuk memahami pengertian hukum 

Islam, perlu diketahui terlebih dahulu kata “hukum” dalam bentuk bahasa 

Indonesia dan kemudian disandarkan kepada kata “Islam”. Hukum adalah 

seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh 

sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang 

oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. 

Apabila kata hukum dikaitkan dengan kata Islam, atau syara’, maka 

hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rasul  tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.355 

Berdasarkan pengertian hukum Islam di atas, penulis dapat 

menarik kesimpulan, bahwa hakikat hukum Islam tersebut antara lain, 

yakni: 

a. Peraturan yang dirumuskan secara terperinci; 

b. Peraturan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat; 

c. Peraturan itu berisikan wahyu Allah dan Sunnah Rasul; 

d. Peraturan itu mengatur tingkah laku mukallaf; dan 

e. Peraturan itu berlaku bagi umat Islam. 

                                                             
355Kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum islam itu adalah 

peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata berdasarkan wahyu 

Allah dan Sunnah Rasul menjelaskan bahwa perangkat peraturan tersebut digali dari dan berdasarkan kepada 

wahyu Allah dan sunnah Rasul, atau yang populer dikenal dengan sebutan syari’ah. Kata tentang tingkah laku 

mukallaf mengandung arti bahwa hukum Islam adalah mengatur tindak lahir manusia yang dikenai hukum. 

Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan 

sunnah Rasul, yaitu umat Islam. Lihat: Amir Sayrifuddin, Ushul Fiqih Jilid 1, Op. Cit., hlm. 5-6. 
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Berdasarkan perbedaan-perbedaan singkat antara keempat konsep 

di atas, penulis cendurung meletakkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam pada tataran konsep syari’ah, dengan alasan 

sebagai berikut: 

1. Tidak ada keraguan bahwa kedua landasan hukum perkawinan tersebut 

merupakan  ketentuan yang sudah terdapat dalam al-Qur’an dan as-

Sunnah. Landasan al-Qur’an dalam surat al-Baqaraah ayat 282 

sebagaiamna yang penulis sampai di atas, walaupun konsepnya berupa 

pencatatan pada akad jual beli, namun bisa diqiyaskan kepada akad 

pernikahan yang wajib tercatat di PPN. Jika akad jual beli saja Allah 

SWT memerintahkan untuk dicatat, apalagi dalam masalah pernikahan 

yang diinginkan oleh semua pasangan selama hidupnya. Begitu juga 

dalam hal perintah Rasulullah SAW tentang setiap pernikahan yang 

diiringi oleh walimatul ursy, menandakan bahwa akad pernikahan 

tidak boleh disembunyikan, sehingga tidak meninggalkan fitnah dan 

kegaduhan dalam masyarakat. 

2. Memasukkan kedua undang-undang tersebut ke dalam konsep syari’ah 

agar tidak ada perbedaan dan persilihan pendapat di antara ulama kita 

saat ini. Berbeda halnya jika berada dalam konsep fikih, maka setiap 

ulama, ustaz dan para kiyai tentu akan menyampaikan pendapat 

mazhab mereka masng-masing dalam perkara boleh atau tidaknya 

nikah sirri. Dengan demikian, maka konsep syari’ah menjadi arah 

pemersatu keberadaan undang-undang tersebut yang bertujuan untuk 

melindungi hak-hak perempuan dan hak-hak anak. 
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3. Sebutan sayari’at Islam sudah termasuk di dalamnya konsep fikih, 

konsep hukum Islam, dan konsep qanun. Karena ketiga konsep 

tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan syari’at islam, sebaliknya 

penyebutan ketiga konsep terakhir, memang juga berdasarkan syari’at 

Islam, tetapi terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat ulama dalam 

memaknai al-Qur’an dan as-Sunnah. 

4. Para ulama, kiyai dan para ustadz sudah waktunya menyampaikan 

dalam dakwah mereka tentang akibat hukum nikah sirri, dan 

menyampaikan kepada masyarakat Islam bahwa nikah sirri merupakan 

perbuatan yang dapat merugikan para pihak yang melakukan 

pernikahan. Kemudian dakwahkan menurut ajaran syari’at Islam serta 

tinggalkan perbedaan mazhab demi kemashlahatan umat islam. 

5. Banyak hal yang dijaga oleh kedua undang-undang tersebut bagi umat 

Islam, seperti pernikahan harus tercatat di PPN, talak yang harus 

didepan pengadilan, ketatnya poligami yang dakan dilakukan, dan 

semuanya itu harus didapatkan melalui sidang pengadilan. Ini sangat 

urgen sekali, yang bertujuan agar umat Islam tidak semena-mena 

dalam melakukan pernikahan, tidak sembarangan menjatuhkan talak, 

serta tidak mudah melakukan poligami. 

6. Begitu juga halnya tidak dimasukkan dalam konsep qanun dan hukum 

Islam, karena negara Indonesia bukanlah negara Islam, maka yang 

berlaku bukan hukum Islam, walaupu Aceh Darusaalam dengan hak 

istimewanya telah berhasil membuat qanun syari’ah. 
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Syari’at islam merupakan satu sistem hukum teokrasi 356  yang 

mendasarkan diri pada hukum-hukum Tuhan yang telah diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad SAW. Prof. Souryal berpandangan bahwa dalam 

syari’at Islam, hanya ada satu pembuat hukum, yaitu Tuhan, dan hukum 

syariat merupakan perintah Tuhan untuk mengatur tingkah laku manusia 

dengan jalan memerintahkan, mengakui atau melarang tingkah laku 

manusia.357 

Dalam pandangan Prof. Souryal, asumsi yang mendasari syari’ah 

adalah bahwa manusia tidak mampu memisahkan yang benar dan yang 

salah hanya dengan kekuasaan mereka saja. Atas dasar ini maka petunjuk 

diberikan kepada mnusia melalui para nabi. Tuhan telah memberikan jalan 

yang lurus bagi manusia berdasarkan kedaulatan kehendak-Nya. Dengan 

demikian tugas abadi syariat Islam adalah untuk menciptakan dan 

mempertahankan suatu kondisi keterikatan sosial yang dilakukan guna 

                                                             
356Dalam paham  teokrasi, agama dan Negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 

Negara menyatu dengan agama, karena pemerintah menurut paham ini dijalankan dengan firman Tuhan. Segala 

tata kehdipan dalam masyarakat, bangsa dan negara dilakukan  atas titah Tuhan. Dengan demikian, aurusan 

kenegaraan atau politik dalam paham ini juga diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Dalam 

perkembangannya, pahan teokrasi terbagi dua bahagia, yakni paham teokrasi lansng dan paham teokrasi tidak 

lansung. Paham teokrasi lansung meyakini tentang otoritas Tuhan secara lansung pula. Adanya negara di dunia 

ini atas kehendak Tuhan, oleh karenanya yang memerintah adalah Tuhan. Adapun paham teokrasi tidak lansung 

yang memerintah bukanlah Tuhan melainkan raja atau kepala negara yang memerintah atas kehendak Tuhan. 

Teori teokrasi Islam sangat jauh berbeda dengan teokrasi barat. Lamaududi berpendapat, “Jika saya 

diperkenankan untuk menggunakan istilah baru, saya akan menyebut sistem pemerintahan semacam ini “Teo 

Demokrasi” yaitu suatu sistem pemerintahan demokrasi ilahi dimana rakyat memiliki kekuasaan berdaulat, akan 

tetapi kedaulatan tersebut tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan 

kata lain, kedaulatan rakyat terbebas dibawah pengawasan Tuhan. “a Limited Popular Soverignity Under 

Suzerainty og God”. Lihat: Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa 

Klasik Hingga Indonesia Kontomporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 177. 
357Dibandingkan dengan hukum barat yang sangat panuh aturan dan mendetail yang mesti mengatur 

moralitas melalui penyebutan secara menyeluruh dari larangan-larangan, hukum syari’ah hanya  mengadirkan 

suatu resume aturan tentang perintah dan larangan yang harus memformulasi bekerjanya masyarakat yang baik 

dan praktik-praktik sosial yang penting. Secara teoritis, jika aturan-aturan terinternalisasi dalam jiwa umat 

Islam, akan menghasilkan suatu kesadaran moralkolektif yang dengan itu masyarakat dapat membedakan antara 

yang benar dan yang salah. Mencegah tingkah laku kriminal, dan dapat merespon aktifitas kriminal. Lihat: Sam 

S. Souryal, Religion Tarining as a Method of Social Control – The Effective of Shariah Law in the Development 

of a Non-Criminal Sociaty in the Kingdom of Saudi Arabia,  dalam Essays on Crime and Development, (Rome: 

UNICRI, 1990), hlm. 265. 
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menjaga tetap baiknya keyakinan-keyakinan agama, organisasi sosial, dan 

tingkah laku yang baik.358 

Pandangan Prof. Souryal di atas menarik untuk diimplementasikan 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam. Agar dapat mengurang terjadinya nikah sirri 

tersebut, maka hanya dengan ketundukan kepada kehendak Allah saja 

ketaraturan dan kedamaian akan tercapai. Lebih jauh lagi, diyakini bahwa 

hanya harmonisasi antara kehendak manusia dengan kehendak Tuhan saja, 

maka aktualisasi kehidupan manusia yang sempurna dapat diraih di bawah 

pedoman kitab suci yang mencakup semua. Penulis juga melihat, bahwa 

jika aturan-aturan syari’at Islam terinternalisasi dalam jiwa umat Islam, 

akan mengahsialkan suatu kesadaran moral kolektif. Dengan demikian, 

masyarakat akan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah 

serta dapat membedakan konsekwensi hukum nikah yang tercatat di PPN 

dengan yang tidak tercatat di PPN. 

Selanjutnya Prof. Souryal berpendapat, untuk menunjang 

efektifitas pelaksanaan syari’at Islam sebagai instrumen dan juga 

pencegahan (preventive agent) harus menggunakan lima pendekatan, 

yakin: (1) syariat secara terus menerus mendorong perbaikan individu dan 

mensucikan kesadarannya dengan ide-ide Islam yang tinggi dan moralitas 

yang luhur; (2) syariat dengan seimbang memperingatkan manusia untuk 

tidak melakukan kesalahan dan mengancam pelakunya dengan hukuman di 

dunia dan akhirat; (3) syariat memerintahkan umat Islam untuk tolong 

menolong dalam kebaikan dan kesabaran dengan memberikan bimbingan, 

                                                             
358Ibid, hlm. 266. 
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dorongan moral, dan pengajaran agama; (4) syariat mencegah kejahatan 

dengan menutup jalan yang dapat membawa atau menyebabkan 

dilakukannya perbuatan itu; dan (5) syariat mempersiapkan umat Islam, 

sebagai antisipasi kecendrungan moral manusia.359 

Berkaitan dengan pendekatan indikator efektifitas syariat Islam 

tersebut, penulis menirik kesimpulan, bahwa nikah sirri akan hilang jika 

semua kalangan kususnya umat Islam memiliki kesadaran moralitas yang 

tinggi, ada kesadaran bahwa perbuatan melanggar itu akan berakibat 

hukuman di dunia dan akhirat. Azab di dunia berupa peringatan dari Allah 

SWT dengan sulitnya mengurus akta kependudukan, dan diakhirat akan 

berada dalam azab Allah SWT akibat pernikahan yang tidak sah. 

Hal ini menjadi tugas kita semua untuk tolong menolong 

menyampaikan kebaikan, memberikan penyuluhan dan bimbingan tentang 

bahayanya akibat nikah sirri dalam kehidupan, serta memperdalam ilmu 

agama. Begitu juga syariat Islam berupaya mencegah kejahatan dan 

menutup jalan yang membawa kepada kejahatan. Contohnya, melarang 

penggunaan memabukkan, meminimalisir pertemuan laki-laki dan 

perempuan, mencatatkan perkawinan, atau membolehkan poligami secara 

terkontrol baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pencegahan kejahatan tersebut, bertujuan untuk menjaga al-

Maqasid al-Syari’ah (tujuan menjalan syari’at). Adapun al-Maqasid al-

Syari’ah yang harus dipelihara dan dilindungi tersebut adalah: 

1. Memelihara agama (hifz ad-din). 

                                                             
359Ibid,  hlm. 267. 
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2. Memilihara jiwa (hifz an-nafs). 

3. Memlihara akal (hifz al-akal) 

4. Memlihara keturunan (hifz an-nasab) 

5. Memlihara harta (hifz al-mal)360 

Kelima konsep al-Maqasid al-Syari’ah di atas, pelanggaran utama 

bagi pelaku nikah sirri dan itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan 

Agama adalah “hifz an-nasab” dan “hifz al-mal”. Syai’at Islam sangat 

memberikan perhatian besar untuk mengukuhkan aturan dan 

membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan 

perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak 

meninggalkan satu sisipun melainkan mendasarkannya di atas peraturan 

yang bijaksana, serta mengahpus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang 

dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah memilihara nasab.361 

Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan 

penopang dalam menghubungkan antar anggotanya. Maka Islam 

memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari 

segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau menghinakan 

kemuliaan nasab tersebut.  

Alasan penulis meletakkan UU Nomor 1 tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam pada konsep syari’ah, karena dilatar belakangi 

oleh beberapa hal: 

Pertama, bahwa nabi Muhammad SAW disamping sebagai 

pembawa penerima wahyu Ilahi juga sebagai hakim atau qadhi yang 

memutuskan banyak perkara termasuk perkara pernikahan. Dalam 

                                                             
360Lihat Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqasid Syari’ah, Op. Cit. hlm. xv. 
361Ibid, hlm. 143. 
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konsepsi Islam, administrasi peradilan merupakan pelaksanaan dari 

prinsip-prinsip syari’ah atas nama Allah. Prinsip peradilan dijalankan oleh 

“al-Qadha’.Selama hidupnya Nabi Muhammad SAW menjalankan 

peradilan sesuai dengan kitab suci al-Qur’an, tetapi mengingat 

penafsirannya terhadap ayat-ayat  al-Qur’an adalah yang paling akurat dan 

kepribadiannya juga mencerminkan kitab suci al-Qur’an baik tersurat 

maupun tersurat, maka putusan-putusannya menjadi presedan pada masa 

depan. Apa yang sudah diputuskan Nabi Muhammad SAW menjadi hadist 

dan berada pada posisi kedua setelah sumber paling penting syari’ah, yaitu 

al-Qur’an.362 

Setelah agama Islam mulai berkembang, Nabi Muhammad SAW 

mulai mendelegasikan kekuasaan eksekutif menjadi Gubernur bagi 

beberapa orang sahabatnya sekaligus menjadi kekuasaan judicial dan 

akhirnya berkembang menjadi pemilihan seorang hakim (qadhi). 

Sebagaimana hadist Rasululullah SAW yang berbunyi: 

لنَْ عَنْ عَلِيُّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمْ, اذَِا نقُاَضِيَ اِليَْكَ رَجُ 

لِ حَتَّى تسُْمَعُ كَلمََ الْخََرِ فسََوْفَ تدُْرِي كَيْفَ نقَْضِي قاَلَ   عَليِ فلََ نقُْضِ للِْوََّ

 فمََا زَلْتُ قَ اضِي ا بعَْدُ 363

Artinya: “Dari Ali r.a berkata: Rasulullah SAW berkata kepadaku: “Jika 

datang kepadamu dua orang untuk meminta putusan darimu, maka 

janganlah engkau beri keputusan kepada orang yang pertama sebelum 

                                                             
362 Dalam menjalankan peradilan Nabi Muhammad SAW terkenal tidak memihak (impertiality). 

Bahkan terhadap non-Muslim yang membawa perselisihan kepadanya. Dalam menjalankan peradilan, Nabi 

bukan hanyatidak memandang dirinya berada di atas hukum, namun juga menyerukan hal ini melalui kata dan 

perbuatannya. Dia mengahdirkan suatu prinsip penting, yakni bahwa seorang kepala negara dari negara Islam 

dapat digugat/dituntut baik sebagai seorang individu sipil maupun dalam perbuatan publiknya. Lihat: Topo 

Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 172-173. 
363Lihat: Muhammad Isa Abu Isa al-Tirmizi, Al-Jami’ Al-Saghir Sunan Al-Tirmizi, Tahqiq: Ahmad 

Muhammad Shakir at.all,  (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt), Vol. III, No Hadist, 1331, hlm. 618. 



 

251 
 

 
 

engkau mendengar laporan orang yang kedua, sehingga engkau tahu 

bagaimana seharusnya kamu memutuskan”. (HR. Tirmizi(. 

 

َْجِ  ثَةنَناَ ابَوُ الطَّاهِرْ احَْمَدْ بنِْ عُمَرْ وَبْنُ سَرَحْ اخَْبرََناَ اِبْنُ وَهَّبْ عَنْ اِبْنُ جُرَ ع حَدَّ

الَ: اِلله صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَ عَنْ اِبْنُ ابَيِ مُليَْكَةِ عَنْ اِبْنُ عَبَّاسِ انََّ رَسُولُ 

لوَْ َعُْطىَ النَّاسَ بدَِعْوَاهُمْ لَ دَعَى رِجَالٌ امَْوَالهَُمْ قوَْمٌ وَدِمَائهِِمْ وَلكَِنَّ الْبيَِّنةَِ 

 عَلىَ الْمُدَّعْى وَالْيمَِيْنُ عَلىَ مَنْ انَْكَرَ 364

Artinya:“Menceritakan Abu Thahir Ahmad bin Umar bin Sarh diceritakan 

oleh Ibnu Wahhab dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu 

‘Abbas, sesungghunya Rasulullah SAW bersabda: Seandainya setiap 

orang diberikan apa-apa yang mereka klaim, maka orang-orang akan 

mengklaim harta-harta atau jiwa-jiwa suatu kaum. Tetapi semestinya 

adalah, bahwa bukti harus didatangkan oleh orang yang mengkalaim 

(pelapor) dan sumpah harus diberikan kepada orang yang 

dilaporkan”. (HR. Al-Baihaqi). 

 

Sebagaimana yang telah penulis singgung di atas, bahwa Nabi 

merupakan satu-satunya pemegang otoritas jurisdiksi saat itu, namin di 

bebrapa riwayat yang ada menunjukkan bahwa Nabi pernah menujuk beberapa 

orang sahabatnya untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Sebagai contoh 

Nabi pernah menunjuk Hudzaifah ibn al-Yamin al-Absy untuk menyelesaikan 

perselisihan dua orang bersaudara yang memperebutkan “hidhar”365 atau jidar 

rumah mereka.366Menurut Al-Haj Muhammad Ullah, dimasa hidupnya Nabi 

Muhammad SAW telah memperkenalkan lembaga “al-Muzhallim” yang 

                                                             
364Abu Bakr Ahmad  bin Husain Ibnu Ali Ibnu Musa al-Khosrojerdi al-Baihaqi, Sunan al-Kubra lil 

Behaqi, (Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutub, 2013), hlm, 248. 
365Hidhar adalah segala sesuatu yang digunakan untuk sebagai pembatas. Lihat: Ibrahim Musthafa, 

dkk, Majma’ Al-Lughah Al-Arabiyah Mesir, Al-Mu’jam al-Wasith, (Istambul: Dar al-Da’wah, 1989), hlm. 183. 
366Lihat: Abdul Wahhab Khallaf, Al-Sultat al-Tsalats fi al-Islam: Al-Tashri’, al-Qadha, al-Tanfiz, 

(Quwait: Dar al-Qalam, 1405 H/1985 M), hlm. 22. 
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memiliki jurisdiksi khusus untuk menindak orang-orang yang melakukan 

kesalahan kepada orang laian “muthazallimun”.367 

Kedua, Khalifah Rasyidin disamping sebagai pemimpin umat Islam 

juga sebagai hakim dan qadhi. Setelah masa Nabi Muhammad SAW, para 

kahlifah rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali), juga mengikuti prinsip 

peradilan yang telah dirintis Nabi Muhammad SAW. Pada masa khlifah Abu 

Bakar, Umar bin Khattab dipilih sebagai hakim (qadhi). Namun karena umat 

Islam pada saat itu taat dan jujur, tidak seorangpun diadili pada peradilan 

Umar tersebut. Setelah Abu Bakar wafat, kahilifah Umar bin Khattab 

memisahkan institusi peradilan. Institusi ini dibuat menjadi independen dari 

institusi keuasaan negara. Sehingga Umar memilih Abu Darda sebagai hakim 

Madinah, Abu Musa al-Ashari di Kufah, dan Shurayah di Basrah. Pemisahan 

ini menandai dimulainya era penting dalam sejarah administrasi peradilan di 

dunia Islam. Tidak ada perubahan khusus yang dilakukan oleh Khalifah 

Utsman bi Affan dan Ali bin Abi Thalib ketika keduanya diangkat menjadi 

khalifah.368 

Ketiga, Masa setelah khalifah Rasyidin juga mengalami masa 

perkembangan hakim atau qadhi. Perubahan penting terjadi pada masa periode 

                                                             
367Selama Periode Nabi Muhammad SAW proses peradilan pada dasarnya sederhana, namun kehadiran 

para pihak sangat diperlukan guna menyelesaikan perselisihan. Pada masa itu, nabi juga telah meletakkan bahwa 

beban pembuktian (burden of proof) terletak pada pihak yang menuduhkan sesuatu, sedsangkan sitergugat atau 

tertuduh harus menyanggah dengan sumpah apa yang telah dituduhkan. Terhadap sanggahan tersebut, 

sipenggugat atau sipenuduh harus membuktikan kasusnya, tetapi apabila si tergugat atau tertuduh menolaknya 

untuk mengambil sumpah maka kasusu tersebut bisa diputuskan. Lihat:  Al-Haj Muhammad Ullah, The 

Administration og Justice in Islam – An Introduction to The Muslim Conception of The State, (New Delhi: Kitab 

Bhavan, 1990), hlm. 4-5. 
368 Umar bin Khattab tidaklah membuat peradilan pidana secara terpisah dari peradilan perdata. 

Pengadilan yang sama memiliki yurisdiksi baik atas perkara perdata maupun perkara pidana. Meski demikian, 

pada perkara pidana proses penanganan perkara dimulai oleh institusi polisi atau dikenal “ahdas”. Petugas yang 

melakukan tugas kepolisian tersebut dinamakan dengan “sahibul ahdas”. Dalam adminstrasi peradilan, khalifah 

Umar melakukan banyak hal. Umarlah yang pertama kali mengadakan penjara dengan pembangunan terpisah di 

Mekkah sebagai penjara publik. Setelah itu, dibeberapa tempat juga dibangun tempat yang serupa. Umar juga 

pernah menangguhkan hukuman hudud bagi pencuri pada masa kekurangan pangan. Umar menegaskan bahwa, 

suatu kasus bukan hanya dilihat dari jumlah saksi tetapi juga atas dasar kebenaran sebagai prinsip penting ajaran 

al-Qur’an. Ibid, hlm. 7-8. 
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Umayyah, dimana hakim-hakim juga dibebani tugas-tugas eksekutif tertentu, 

seperti pemilihan wali bagi anak-anak, administrasi harta wakaf, pelaksanaan 

hukuman yang ditentukan oleh hukum, pengawasan atas perjanjian, supervisi 

atas hakim-hakim dibawahnya dan petugas hukum lainnya. Pengadilan tingkat 

banding tidak ada, namun hanya dijalankan oleh khalifah sendiri mrnjalankan 

pengadilan tingkat banding. 

Pada masa khalifah al-Makmum, diadakan suatu “nazir al-mazalim” 

atau “Dewan Pengawasan Pengaduan-Pengaduan”. Khalifah sendiri yang 

memimpin dewan ini yang didalamnya termasuk kepala hakim, kepala menteri 

(wazir), dan seorang atau dua orang sekretaris negara dan ahli hukum atau 

mufti. Dewan ini mengontrol kekuasaan kehakiman dan dapat mengoreksi 

kekeliruan dalam peradilan. Pada masa Abbasiayah depertemen kehakiman 

disebut “Darul Adal”, ketuanya disebut dengan “Qadhi al-Quddat” yang 

independen dari pengaruh eksekutif. Dibawahnya terdapat pula wakil qadhi 

atau “Naib Qadhi”.369 

Keempat, Legalitas hakim dan qadhi dalam sistem pemerintahan 

Indonesia dalam urusan melaksanakan pernikahan dan memutuskan sengketa 

pernikahan adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang disebut dengan 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Majlis Hakim di setiap Pengadilan 

                                                             
369Pada masa khalifah Abbasiyah ilmu pengetahuan hukum secara luas dan pada masa inilah dicapai 

masa keemasannya. Pada masa inilah hadist-hadist dikodifikasi, penafsiran al-Qur’an ditulis dan ilmu ushul 

fikih dikembangkan. Empat mazhab fikih sunni lahir, yaitu Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Hambali. Administrasi 

pengadilan dilakukan dengan garis yang jelas sehingga mirip dengan sistem di dunia moderen saat ini. Di masa 

ini juga dikembangkan dewan yang bernama “Dewan Mazalim” (dewan pemeriksa pelanggaran) yang 

berwenang menerima komplain dan pengadilan serta bertugas memulihkan hak akibat kesalahan peradilan. 

Kekuasaan dewan mazalim ini lebih tinggi dari hakim-hakim yang berada dibawah pengawasannya dan 

supervisinya. Disamping dewan mazalim terdapat pula “al-muhtasib” yang bertanggungjawab atas tugas-tugas 

dan kewajiban moral sesuai dengan ajaran al-Qur’an. Kekuasaan al-muhtasib juga melampaui kekuasaan qadhi 

oleh karena dia bisa bertindak didepan kejadian dan diberi kekuasaan untuk menegakkan ketaatan kepada 

perintah Allah dengan menjatuhkan ancaman. Al-muhtasib juga meminta kepada hakim atau qadhi untuk 

menunda persidangan, mengawasi tindakan kuasa hukum salah satu pihak. Lihat: Muhammad Hasbi as-

Shiddiqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997), hlm. 11. 
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Agama. Wali hakim adalah wali dari hakim, qadhi, kepala pemerintah, 

penguasa atau qadhi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk 

menikahkan seorang wanita yang tidak ada walinya.370 

Berdasarkan hadist tersebut, maka orang yang berhak menjadi wali 

hakim adalah pemerintah, pemimpin, penguasa, atau qadhi nikah yang diberi 

wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang tidak memiliki 

wali hakim. Apabila tidak ada orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat 

oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang 

alim (ahlul halli wal aqdi).371 

Pada asalnya, wali hakim berfungsi sebagai penyeimbang. Wali hakim 

digunakan ketika tidak ada lagi wali nasab. Dalam hadist Rasulullah SAW, 

perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim pada dasarnya karena ada 

perselisishan dari para wali, sebagaimana terdapat dalam hadist: 

 الُّزهْرِ عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عَائِيْشَةُ انََّ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَنْ سُليَْمَانُ بنِْ مُوسَي عَنِ 

لَ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: اََُّمَا امِْرَءَةٌ نكََحَتْ بغَِيْرِ اذِْن  وَلِّيَّهَا فنَِكاحَُهَا باَطِلٌ. فاَنِْ دَخَ 

لْطَانُ وَليٌِّ مَنْ لَّ بهَِا, فلَهََا الْمَهْرُبمَِا اِسْتحََلُّ مِنْ فرَْجِهَا, فاَنِْ ا وا فاَ السُّ  سْتجََرُّ

 وَليٌِّ لهَُ. الخمسة ال النسائ372

Artinya: “Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari A’isyah, 

sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, “siapa saja wanita 

yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka 

nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika suaminya telah 

mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar 

sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. 

                                                             
370Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fikin Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali 

Press, 2010), hlm. 96-97. 
371Ibid, 
372Sulaiman bin al-Asy’at bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Amru bin Amir al-Azdi al-Sijistani, Abu 

Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut: Darul Fikri, Nomor Hadist, 2083), hlm. 229. 
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Kemudian jika wali-walinya berselisih, maka penguasa (hakimlah) 

yang menjadi walinya”. (HR. Khomsah kecuali An-Nisaa’i).373 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang 

Wali Hakim pasal 2 ayat (1) menyebutkan, bahwa sebab-sebab perpindahan 

dari wali nasab kepada wali hakim, antara lain: 

1. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak; 

2. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat; 

3. Wali nasabnya mauquf; 

4. Wali nasabnya berhalangan hadir; dan 

5. Wali nasabnya ‘adhal. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan 

sebab-sebab yang senada dengan Peraturan Menteri Agama di atas, “Wali 

hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada 

atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya 

atau gaib, atau ‘adal atau enggan”.374 

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa di 

Negara Republik Indonesia yang sudah mulai mengakomodir syari’at Islam 

terutama dalam bidang pernikahan, maka yang berhak menjadi wali hakim 

dalam pernikahan seorang perempuan yang tidak memiliki wali nasab 

sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas, ada dua, yaitu: 

1. Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan 

Agama (KUA) dalam setiap Kecamatan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

                                                             
373Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut: Darul Fikri, Nomor Hadist, 2083), hlm. 229. 
374Lihat: Kompilasi Hukum Islam, pasal 23, hlm. 7. 
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2. Hakim Pengadilan Agama pada setiap daerah yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah yang berhak menyelesaikan sengketa perkawinan sesuai 

dengan syari’at Islam. 

Dengan telah diaturnya orang-orang yang berhak menjadi wali hakim 

dalam masalah pernikahan, seyogyanya umat Islam taat dan patuh terhadap 

peraturan tersebut. Hal ini berkaitan tidak munculnya wali nikah abal-abal, 

atau wali nikah melalui tokoh agama, tokoh masyarakat. Kekhawatiran penulis 

adalah, bahwa sangat banyak terdapat kelalaian dalam proses administrasi, 

dimana banyaknya mempelai yang masih terikat pernikahan dengan orang lain 

melakukan nikah sirri, kemudian melakukan itsbat di Pengadilan Agama, 

maka putusan itsbatnya tetap di tolak. 

Disini sangat diperlukan kesadaran hukum bagi seluruh umat Islam, 

baik penguasa, ulama dan ustaz, serta masyarakat secara umum, untuk tidak 

semena-mena melakukan pernikahan sirri, karena akibat hukum dan nasabnya 

berakibat fatal. Istilah “Kesadaran Hukum” digunakan oleh ilmuan sosial 

untuk mengacu kepada cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum 

dan istitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman yang memberikan makna 

kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.375 

Istilah kesadaran hukum digunakan oleh ilmuan sosial untuk mengacu 

kepada cara-cara dimana orang-orang memaknakan hukum dan istitusi-

isntitusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna 

kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Menurut Ewick dan Silbey 

(dkutip dari buku Achmad Ali), kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan 

                                                             
375Teradapat tiga katagori agar hukum terlaksana dalam kehidupan, yaitu: Kesadaran hukum, ketaatan 

hukum, dan efektifitas hukum. Sering orang mencampuradukkan anatar kesadaran hukum dengan ketaatan 

hukum, meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur tersebut memang sangat 

menetukan efektif atau tidak efektifnya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan dalam masyarakat. Lihat: 

Achmad Ali, Op. Cit. hlm. 239-240. 
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dan karenanya merupakan persoalan peraktek untuk dikaji secara empiris. 

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku 

dan bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas.376 

Oetoyo Oesman membedakan kesadaran hukum kepada kesadaran 

hukum yang baik dan kesadaran hukum yang buruk. Seorjono Seokanto 

mengemukakan pendapatnya, bahwa untuk mengukur kesadaran hukum 

masyarakat terdapat empat indikator, yaitu: (1) Pengetahuan tentang hukum, 

(2) Pemahaman tentang hukum, (3) Sikap terhadap hukum, dan (4) Perilaku 

hukum. 

Dari penjelasan kesadaran hukum di atas, penulis sepakat dengan apa 

yang dismapikan oleh Soerjono Soekanto dengan alasan sebagai berikut: 

Pertama, berkembangnya nikah sirri dikarenakan oleh pengetahuan 

masyarakat tentang hukum terutama hukum agama Islamnya sangat kurang. 

Diberbagai daerah terpencil sangat kurang para asatiz menyampaikan tentang 

masalah hukum Islam terutama permasalah nikah sirri. 

Kedua, Orang yang berilmu adalah orang paham. Artinya, umat Islam 

dituntut paham dengan ilmu Islam yang dimilikinya. Pemahaman yang harus 

diberuikan kepada umat islam yang akan melansungkan perkawinan adalah 

pemahaman tentang bahaya dan akibat nikah sirri dan itsbat nikah yang 

ditolak oleh Pengadilan Agama. Hal ini sangat penting, mengingat 

kebanyakan terjadinya nikah sirri dan ditolaknya itsbat nikah karena kurang 

pahamnya terhadap implikasi dan akibat hukum yang ditimbulkan. 

Ketiga, umat Islam tidak boleh apatis tentang hukum Islam. Tugas 

umat Islam adalah menjalankan syari’at islam yang akan 

                                                             
376Ibid, hlm. 241. 



 

258 
 

 
 

dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, 

ketika sikap umat Islam adalah Islami, maka perilakunya akan Islami. Perilaku 

Islami adalah perilaku yang mencerminkan dalam kehidupannya untuk 

kemahlahatan dan meninggalkan kemudharatan. 

Dengan demikian, kesadaran hukum tidak diperlukan ketika pengajuan 

itsbat di Pengadilan Agama. Tetapi kesadaran hukum muncul dari perilaku 

umat Islam sehari-hari. Ketika kesadaran hukum ada, mulai dari kalangan 

ulama, suami, istri, dan orang-orang yang selama ini menikahkan para pihak 

dibawah tangan, maka kesadaran hukum akan menjadi kesadaran hukum 

positif yang disebut dengan ketaatan hukum. Sebaliknya, para pihak yang 

terlibat dalam pernikahan sirri kesadaran hukumnya lemah, maka akan 

muncullah kesadaran hukum negatif atau yang disebut dengan ketidaktaatan 

hukum. 

2. Solusi Hukum Permasalahan Itsbat Nikah 

Permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh hakim akan terdapat beberapa 

implikasi hukum yang akan menyertai, diantaranya: 

1. Perkawinan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, selanjutnya bukti 

penetapan putusan tersebut menjadi dasar KUA untuk melakukan pencatatan 

nikah yang akan melahirkan akta nikah. 

2. Terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekwensi bahwa 

anak yang dilahirkan menjadi sah. 

3. Akta nikah dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran guna memenuhi 

hak anak atas identitas. 

Terhadap perkawinan yang dinyatakan sah membawa konsekwensi adanya 

hubungan hukum antara suami istri dan anak yang dilahirkannya. Konsekwensi 
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hukum adanya hubungan ini berdampak pada adanya hak dan kewajiban yang 

timbul di antara mereka, menyangkut harta bersama maupun hak kewarisan. 

Sebaliknya, jika permohonan itsbat nikah sirri tidak bisa dikabulkan oleh 

hakim  maka implikasi hukumnya adalah: 

1. Perkawinan belum dinyatakan sah dan belum memiliki kekuatan hukum, serta 

belum bisa dicatatkan di KUA dan anak tidak bisa mendapatkan akta 

kelahiran. 

2. Terhadap perkawinan yang dinyatakan tidak sah membawa konsekwensi 

bahwa anak yang dilahirkan menjadi tidak sah. 

3. Tidak ada akta nikah yang seharusnya digunakan untuk mengurus akte 

kelahiran yang berguna untuk memenuhi hak anak atas identitas. 

4. Terhadap perkawinan yang dinyatakan tidak sah membawa konsekwensi tidak 

adanya hubungan hukum antara suami istri dan anak-anak yang dilahirkannya. 

Konsekwensi hukum tidak adanya hubungan ini berdampak pada tidak adanya 

hak dan kewajiban yang timbul antara mereka, seperti hak harta bersama dan 

hak mendapatkan harta warisan. 

Menurut Abdul Aziz (Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Pekabaru, 

implikasi tidak diterimanya permohonan itsbat nikah sirri, akan banyak orang-

orang yang terzholimi (istri dan anak-anak), tidak mendapatkan hak harta 

bersama, hak harta waris serta legal standing pernikahannya tidak diakui.377 

Hakikat Itsbat nikah berarti mengkaji secara ontologis tentang apa makna 

dan pengertian itsbat nikah itu. Kata itsbat berarti penetapan, penyungguhan, 

penentuan. Mengitsbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan 

                                                             
377Abdul Aziz, Hakim Pengadilan Agama Kelas I. A Pekanbaru, (Wawancara di Pengadilan Agama 

Kelas I. A Pekanbaru), hari Rabu, Tanggal 09 Juni 2021, Pukul 10. 00 – 11. 30 Wib. 
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(kebenaran sesuatu).378 Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata 

“ itsbat” yang merupakan masdar atau asal katadari “asbata” yang memiliki arti 

“menetapkan”, dan kata “ nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki 

arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu 

“penetapan pernikahan”.379 

Gabungan kata itsbat dan nikah sebagai kata majemuk ini, menimbulkan 

pengertian baru yaitu penetapan nikah yang merupakan produk PengadilanAgama 

berdasarkan permohonan atau gugatan dari pihak yang berkepentingan. Pendapat 

tersebut sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Iskandar Ritonga yang 

mengatakan, bahwa itsbat nikah ialah sebuah permohonan yang diajukan oleh 

pemohon kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar suatu perkawinan 

(nikah yang tidak dicatatkan atau tidak mempunyai akta nikah) dinyatakan sah 

berdasarkan penetapan Pengadilan Agama tersebut.380 

Pada hakikatnya nikah atau perkawinan yang diitsbatkan itu sudah eksis 

secara substansial atau menurut syari’at,dengan kata lain telah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan agama dan kepercayaan dua orang insan yang berlainan jenis 

tersebut, tetapi tidak atau belum dicatat dalam dokumen resmi/ akta otentik 

tentang pernikahan itu, karena tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, 

disebabkan oleh hal-hal tertentu. 

Permasalahan yang timbul dari itsbat nikah adalah berkaitan dengan 

ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1Tahun 1974 sebagaimana diatur Pasal 7ayat 3 (d) KHI, 

                                                             
378Ahmad Warsono Munawir,  Loc. Cit. hlm.. 145. 
379Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama, (Jakarta:Departemen Agama 

RI, 2003), hlm. 237. 
380Endang Ali Ma’sum, Kepastian Hukum Itsbat Nikah, Makalah disampaikandalam Forum Diskusi 

Penelitian dilaksanakanoleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotelLeDian Serang, tanggal 15 Mai 2012, 

hlm. 4. 



 

261 
 

 
 

sedangkan kenyataannya permohonan isbat nikah tersebut diajukan terhadap 

pekawinan yang dilaksanakan sesudah atau di atas tahun 1974. Terhadap hal 

demikian, hakim perlu meramu ratio legis dan mencari alas hukum yang 

membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara itsbat nikah meski 

perkawinan yang dimohonkan itsbat tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-

undang Perkawinan.381 

Hakikat itsbat nikah ialah penetapan dan bukan pengesahan. Penyebutan 

isbat nikah dengan penetapan menunjukan bahwa proses itsbat nikah semata-mata 

dilakukan untuk fungsi administratif. Sebab perkawinan yang sudah dilakukan 

pada hakikatnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan kata lain 

telah memenuhi syarat materil dan formil. Syarat-syarat materil adalah syarat 

yang melekat pada setiap rukun nikah. Baik yang diatur dalam fikih maupun yang 

diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat 

yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.382 

Selain itu juga, fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut 

Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang 

berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping 

sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, jika terjadi pasangan 

yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, 

maka menurut Bagir Manan cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu 

diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 2 

ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.383 

                                                             
381Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia- Studi Historis Metodologis, (Jambi: Syari’ah 

Press IAINSTS Jambi, 2008), hlm. 11. 
382 Bagir Manan dalam Andi SyamsuAlam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di 

Lingkungan Uldilag; Hasil RapatKerja Nasional Mahkamah Agung RI, 2009, hlm. 6-7. 
383Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diskresi adalahkeputusan dan 

atau tindakan yang ditetapkan danatau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untukmengatasi persoalan konkret 
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Hakikat itsbat nikah bisa juga ditempatkan sebagai sebuah diskresi hukum 

baik di dalam pengaturannya didalam peraturan perundang-undangan maupun 

dalam implementasinya. Dalam pengaturannya, itsbat nikah merupakan sebuah 

diskresi hukum dalam arti sebuah keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan 

atau dilakukan oleh pejabat pemerintah.384 Aturan yang detail tentang itsbat nikah 

ini dapat dijumpai dalam aturan pelaksanaan, dalam hal ini dibuat oleh pejabat 

pemerintah (presiden) yang tercantum pada pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi 

Hukum Islam serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 sub 6. 

Penggunaan diskresi dalam sebuah peraturan perundangan termasuk itsbat 

nikah sangat dimungkinkan asal tidak bertentangan dengan tujuan diskresi itu 

sendiri. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak 

yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan atau 

tindakan. 

Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan menurut Pasal 22 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan penjelasan bertujuan diantaranya 

untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum. Sejalan 

dengan penjelasan ini, maka itsbat nikah dalam pengaturannya merupakan diskresi 

disebabkan bertujuan untuk melahirkan kepastian hukum sedangkan pengaturan 

mengenai itsbat nikah di dalam undang-undang perkawinan tidak jelas sehingga 

perlu dilahirkan Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres untuk menjawab 

kekosongan hukum dan kepastian hukum. 

                                                                                                                                                                                              
yang dihadapidalam penyelenggaraan pemerintahan dalam halperaturan perundang-undangan yangmemberikan 

pilihan, tidak mengatur, tidaklengkap atau tidak jelas, dan atau adanyastagnasi pemerintahan.  
384Darmoko Yuti Witanto dan AryaPutra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen 

Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana,  (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 227. 
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Selain itu dalam implementasi itsbat nikah, hakim dapat melakukan 

diskresi. Diskresi hakim di sini pada dasarnya adalah kemderdekaan untuk dapat 

bertindak atas inisiatif sendiri agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

sifatnya genting. Ia merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas 

dalam pengertian wet matigheid van bestuur. Istilah ini lazim dikenal dalam 

konsepsi hukum tata usaha negara.385 

Berdasar pada posisi itsbat nikah sebagai diskresi hukum, maka penafsiran 

terhadap sejumlah pasal-pasal antara peraturan perundang-undangan dengan KHI 

mengenai alasan suatu perkawinan diitsbatkan sepenuhnya menjadi wewenang 

hakim. Demikian pula, apakah perkara tersebut ditolak atau dikabulkan, hanya 

hakimlah yang mampu menilainya, bahkan sekalipun ia melakukan contra 

legem386 dalam putusannya. 

Pelaksanaan contra legem oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang 

belum ada pengaturannya atau kurang jelas aturannya, merupakan pelaksanaan 

hukum progresif.Yang mana dalam ajaran hukum progresif tidak diperkenanakan 

untuk terlalu positifis legalistik dalam menjawab suatu persoalan hukum. 

Diperlukan upaya-upaya yang progresif yang mana upaya tersebut memberikan 

suatu kemanfaatan dan keadilan bagi pihak pencari keadilan. Hakim yang dalam 

hukum acara dikatakan sebagai corong undang-undang, diharapkan mampu 

bersifat progresif dengan tidak selalu menganggap kepastian hukum akan 

memberikan keadilan. Suatu aturan hukum yang utama dicari adalah keadilan dan 

                                                             
385Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar,  (Yogyakarta: Liberty,2008), hlm. 162. 
386Contra Legem merupakan putusan Hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-

undangan yang ada, sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan 

dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan 

dan rasa keadilan masyarakat.Demi terciptanya suatu keadilan, maka hakim dapat bertindak Contra Legem, Hal 

tersebut diperbolehkan, dengan alasan, Apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun 

aturan yang mengatur suatu persoalan hukum, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan contra 

legem, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. Lihat: Yahya Harahap, Op. cit,  hlm. 87. 
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keamanfaatan, apabila hal tersebut telah terealisasikan maka tidak akan lagi terjadi 

persoalan hukum. 

3. Analisis Azas Kepastian Hukum pada Itsbat Nikah 

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya. Sehingga apabila suatu perkawinan telah 

memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan, maka 

perkawinan itu sah baik secara agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi 

sahnya perkawinan menurut agama disahkan lagi oleh negara dengan cara 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Namun demikian, apabila perkawinan tidak 

tercatat di Kantor Urusan Agama, maka boleh untuk mengajukan permohonan 

itsbat nikah. 

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh negara tidak hanya sekedar 

pencatatan saja, namun lebih dari itu petugas pencatat perkawinan harus 

melakukan penelitian awal rencana pernikahan tersebut, apakah tidak ada 

halangan syarat perkawinan menurut agama dan undang-undang. Apabila ada 

halangan, maka dilakukan penolakan untuk melakukan perkawinan. Sehingga 

sepuluh hari menjelang hari pernikahan diadakan pengumuman dengan tujuan 

menunggu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan akibat rencana perkawinan 

tersebut. 

Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam perkawinan adalah bahwa 

perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk 

melansungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun harus 

mendapat izin dari kedua orang tua. Dalam hal salah seorang kedua orang tua 

berhalangan telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 

menyampaikan kehendak, maka izin diberikan oleh pengadilan. Dengen demikian 
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maka perkawinan itu merupakan sebuah akad perjanjian antara seorang laki-laki 

dengan seorang perempuan. Oleh karena itu perjanjuan harus memilki dua 

karakter khusus  yaitu: 

a. Perkawinan tidak dilaksanakan tanpa ada unsur sukarela dari kedua belah 

pihak. 

b. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu selagi 

mempunyai hak untuk menentukan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan 

yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persetujuan perkawinan mengatur batas 

hukum dan kewajiban masing-masing pihak.  

Pertanyaannya, kapankah perkawian dianggap sah, suatu perkawinan 

dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan 

sah apabila tercatat di KUA. Sah menurut agama maksudnya untuk memberikan 

jaminan kebebasan kepada semua warga negara untuk menjalankan kewajiban 

agama dan kepercayaan setuntas-tuntasnya termasuk juga menjalankan ibadah 

perkawinan. Adapun sah tercatata menurut peraturan yang berlaku, adalah sah 

menurut pembentuk undang-undang agar dapat memberikan jaminan mengenai 

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melansungkan 

perkawinan. 

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu 

dengan terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak ada larangan perkawinan di 

antara mereka menurut agàma tersebut, maka perkawinan tersebut sudah sah 

menurut agama dan menurut perundang-undagan di Indonesia (Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undangNomor 1 Tahun 1974). Bila perkawinan tersebut tidak dicatat 

pada saat terjadinya perkawinan, maka bisa ditempuh melalui upaya pengesahan 

perkawinan tersebut yang kemudian muncul istilah “Itsbat Nikah”. Bila suatu 
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perkawinan sudah dinyatakan sah melalui itsbat nikah, maka status perkawinan 

tersebut menjadi sudah sah, seperti apabila suatu perkawinan sudah dinyatakan 

sah sejak awal yangtidak melalui itsbat nikah. Dengan demikian segala akibat 

hukum yang timbul dan melekat dengan perkawinan tersebut menjadi sah, sejak 

tanggal perkawinan tersebut dinyatakan sah (saat perkawinan dilangsungkan). 

Dengan keluarnya itsbat nikah, status perkawinan tersebut sudah sah 

menurut agama dan resmi tercatat sesuai perundang-undangan yang berarti 

perkawinan itu sudah dilengkapi dengan bukti hukum otentik adanya perkawinan 

tersebut. Dengan demikian sejak itulah perkawinan tersebut sudah mempunyai 

kepastian hukum, baik menurut hukum agama maupun hukum di Indonesia. 

Diantara hak dan kewajibannya yang wajib dilindungi adalah wanita dan 

anak-anak. Pada dasarnya, setiap wanita yang sudah menikah pasti memiliki hak. 

Hak-hak wanita yang telah menikah, adalah sebagai berikut: 

1. Tinggal di rumah di mana suaminya tinggal; 

2. Memperoleh kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara standar kehidupan 

tidak lebih rendah dari pasangannya (suaminya), dan jika bercerai, istri berhak 

memperoleh selama dia masih berada dalam masa menunggu (‘iddah) 

keperluan hidup sesuai dengan kemampuan mantan suami., yaitu kebutuhan 

untuk dirinya, dan untuk merawat anaknya, walaupun istri memiliki status 

finansial sendiri, pencaharian sendiri maupun harta sendiri; 

3. Mencari dan memperoleh putusnya pernikahan (khulu’) sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan hukum. Hak ini merupakan tambahan untuk hak 

mengajukan cerai melalui pengadilan; 

4. Mewarisi harta suaminya, orang tuanya, anak-anaknya, dan kerabat lain sesuai 

dengan aturan hukum; dan  
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5. Menjaga rahasia suminya atau mantan suaminya, jika dia sudah bercerai, 

menyangkut tentang apa dirinya yang didapatkan suami. Apabila rahasia itu 

bocor dapat merugikan kepentingan istri. Istri juga bertanggungjawab kepada 

suaminya atau mantan suaminya. 

Pernyataan penulis bahwa wanita yang sudah menikah akan mendapatkan 

perlindungan hukum dan hak-haknya di atas, adalah wanita yang menikah dengan 

seorang laki-laki yang tercatat di hadapan KUA. Adapun wanita yang menikah 

secara sirri, maka sangat disayangkan perlindungan hukum berupa hak-hak diatas 

tidak di dapatkan. Sehingga seringkali muncul dalam masyarakat dan lingkungan 

kegiatan, perempuan acapkali menjadi sasaran ketidakadilan dalam hukum dan 

pergaulan sosial.387 

Keadaan ini disebabkan bahkan diperburuk oleh adanya persepsi salah 

dilingkungan keluarga, masyarakat dan negara. Kondisi ini terus berlansung 

karena bertahannya streotipe dan praktik-praktik kepercayaan agama dalam 

balutan budaya yang merugikan perempuan. Hambatan utama mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan bagi perempuan adalah melekatnya budaya patriarki 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Harus dipahami bahwa hak asasi 

perempauan adalah HAM. Dengan ungkapan lain, Eva Breems mengatakan 

sebaagi berikut: “If human rights of al human, all human must have a say in 

defining what they are how they are used. This means that women sholud be 

present when human rights standards are formulated and when agendas are set. 

                                                             
387Majda al-Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 233. 
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They should be therein fact, and they shuld be there in the sense that they are 

being fully taken into account with all gender specipic cncerns”.388 

Berkaitan dengan hal di atas, perkawinan yang tidak tercatat tetap sah, 

yang kurang hanyalah pencatatan perkawinan atau syarat administrasi saja. 

Berbeda jika Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dibaca dalam 

sebuah kesatuan “perkawinan sah dilakukan menurut agama dan kepercayaan 

serta dicatatkan di Pegawai pencatat Nikah”. Jika disatukan bunyi Pasalnya seperti 

itu maka perkawinan harus dengan syarat keduanya, yaitu sah menurut agama dan 

sah menurut peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan 

pernikahan dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administrasi. 

Artinya, perkawinan tetap sah, karena standar sah atau tidaknya suatu perkawinan 

adalah menurt norma agama dari pihak-pihak yang melansungkan pernikahan. 

Pencatatan perkawinan diatur sedemikian rupa, karena tanpa pencatatan suatu 

perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sehinggga akibat yang 

ditimbulkan adalah apanila salah satu pihak melalikan kewajibannya, maka pihak 

yang lain tidak dapat melakukan upaya hukum. Hal ini dikarenakan tidak 

memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilansungkan 

oleh pasangan tersebut. 

Konsekwensi dari perkawinan yang sah pasti akan menimbulkan akibat 

hukum yang dijamin oleh agama dan perundang-undangan yang berlaku, seperti 

hak dan kewajiban suami istri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara 

                                                             
388Eva Brems, “Pretecting the Human Rights of Women”, dalam Gene M. Lyons dan James Mayall 

(ed), International Human Rights in the 21 Century, Protecting the Rights of Groups, (USA: Rowman 

&Littlefield Publishers, 2003), hlm. 104-105. 
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kedua orang tua, hubungan dengan (nasab), kewajiban memelihara anak 

(hadhanah), serta kewarisan. 

Menurut pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa fungsi dan 

kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang 

berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, dan juga 

sebagai salah satu alat bukti perkawinan.389 Namun demikian, akibat hukum dari 

perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan 

dianggap tidak sah dihadapan hukum nasional. Sehingga perkawinan tersebut 

berdampak sangat merugikan bagi perempuan secara umum dan bagi anak yang 

dilahirkan dari perkawinan tersebut. 

Dengan demikian, sah atau tidak sahnya perkawinan, maka status anak 

dapat ditentukan. Anak sah karena dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dan 

apabila anak yang dilahirkan bukan karena perkawinan yang sah sebagaimana 

yang terdapat dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti bukan 

anak sah. Anak yang berstatus tidak sah karena perkawinan hanya dilakukan 

secara agama dan kepercayaan merupakan kekeliruan yang besar yang tidak 

mencerminkan perlindungan hukum dan menimbulkan diskriminasi terhadap Hak 

Asasi Manusia (HAM). Anak terpaksa berstatus anak tidak sah, padahal 

perkawinan sudah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan yang dianut. 

Secara psikologis, perlakuan tersebut akan mempengaruhi perkembangan 

anak, karena statusnya sebagai anak yang tidak sah. Hal ini juga bisa dikatakan 

bahwa anak menjadi korban secara struktural, yaitu korban dari ketidaktegasan 

undang-undang, sehingga hal ini sangat jelas bertentangan juga dengan prinsip 

                                                             
389 Bagir Manan, Keabsahan dan Syarat-Syarat perkawinan Antar Orang islam Menurut Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam buku Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang 

tidak tercatat, , hlm. 157. 
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perlindungan anak, karena tindakan-tindakan tersebut dapat menghambat 

pertumbuhan anak, baik secara fisik, mental dan sosial. Tujuan hukum adalah 

untuk kesejahteraan rakyat, ini berarti bahwa hukum tidak boleh merugikan 

rakyatnya dari segi apapun. 

Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat hanya 

memiliki hubungan dengan ibunya, maka anak tersebut tidak memiliki hubungan 

apapun dengan ayah biologisnya, karena secara hukum, baik hukm agama maupun 

hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang 

merupakan ayah biologisnya. Oleh sebeb itu, anak yang lahir dari perkawinan 

yang tidak dicatat, tidak memilki hak-hak materil dan moril yang semestinya 

diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, 

hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan hak saling mewariskan ketika 

datang kematian. 

Ada empat butir pengakuan masyarakat Inetrnational atas hak-hak yang 

dimiliki anak dalam kehidupannya, yaitu: (1) hak terhadap kelansungan hidup 

(survival rights); (2) Hak terhadap perlindungan (protection rights); (3) hak untuk 

tunbuh kembang (development rights); dan (4) hak untuk berpartisipasi 

(participation rights).390 

Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, maka Indonesia juga sudah 

memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Dalam Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

                                                             
390Lihat: Convention on the Rights of the Child. Konvensi yang terdiri dari tiga bagian dan 54 pasal ini 

diadopsi oleh Resolusi Majlis Umum 44/25 Tanggal 20 November 1989 dan secara efektif berlaku sejak 2 

September 1990. 
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martabat kemanusiaan, serta mendapakan perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 391  Undang-Undang perlindungan anak juga mengamanatkan 

terbentuknya sebuah lembaga yang bersifat independen dalam rangka 

meningkatkan efektivitas penyelenggara perlindungan anak. Maka, dibentuklah 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77 

Tahun 2003.392 Berdasarkan pasal 9 undang-undang tersebut maka setiap komisi 

dapat membentuk perwakilannya di daerah. 

Perlindungan anak merupakan upaya penting dan segera harus dilakukan. 

Tidak ada kata yang tepat selain mengatakan bahwa perlindungan anak 

merupakan hal terpenting dalam membangun investasi terbesar peradaban suatu 

bangsa. Karena, apabila fenomena berbagai bentuk kekerasan terus menimpa 

anak-anak, bukan tidak mungkin ketika mereka mencapai usia dewasa , mereka 

akan menjadi penyumbang terbesar kejahatan disebuah negara. 

Kedudukan anak-anak hasil dari perkawinan yang tidak tercatat dalam 

hak-haknya pada dasarnya mendapatkan posisi penuh, karena anak itu adalah 

manusia yang memiliki hak sebagai subjek hukum. Hak tersebut harus terpenuhi 

walaupun dari segi hukum anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak sah. 

Dalam hal ini, yang lebih diutamakan adalah asas kemanusiaan yang harus 

                                                             
391Lihat: Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka (2), hlm. 3. 

LNRI Tahun 2002 Nomor 109, TNLRI Nomor 4235 dan diundangkan tanggal 22 Oktober 2002. Undang-

Undang ini terdiri dari 14 bab dan 93 pasal 
392 Tugas komisi ada dua, yakni; pertama, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, pengumpulan data dan informasi, menerima 

pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan perlindungan anak; dan kedua, memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada 

Presiden dalam rangka perlindungan anak. Bebrapa rangkaian komitmen terhadap perlindungan anak juga dapat 

dilihat dari berbagai kebijakan. Misalnya, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi 

nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk Buat Anak; Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 

2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan bentuk-Bentuk Pekerjaan Untuk Anak; Keputusan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi nasional Penghapusan Perdagangan 

(Trafficking) Perempuan dan Anak; dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi 

nasional HAM Indonesia 2004-2009. Yang terakhir ini sangat eksplisit menetapkan anak sebagai kelompok 

rentan pelanggaran  HAM yang membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus. Lihat: Majda El Muhtaj, Op. 

Cit. hlm. 228-229. 
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dipenuhi. Kedudukan anak tersebut dalam perwalian, maka hak anak tersebut 

harus diwakilkan oleh ibu kandungnya, walaupun sebetulnya ayah yang 

mewakilkannya.  

Perkawinan dibawah tangan (yang tidak tercatat) banyak sekali 

mendatangkan kerugian pada kebaikan terutama terhadap anak yang dilahirkan. 

Sebab, apabila anak dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat di Pegawai 

Pencatat Nikah maka akan sangat susah mengurus masalah administrasi anak, 

misalnya dalam mengurus Akta Kelahiran si anak, karena dalam perkembangan 

dewasa ini semua lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan 

tinggi, telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai syarat untuk diterima di 

lembaga pendidikan yang bersangkutan. 

Dengan demikian, menurut pendapat penulis belum ada bentuk 

perlindungan hukum bagi istri dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat di 

PPN. Namun anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dikatakan anak yang 

disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut disertai putusan 

pengadilan. Dengan demikian, untuk membuktikan asal-usul anak yang dilahirkan 

dari perkawinan yang tidak tercatat (nikah sirri) maka silahkan di daftar ke 

Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat hak-

hak dan kewajiban para pihak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara 

mengitsbatkan nikah sirri di Pengadilan Agama. 

Status hak dan kewajiban dalam pernikahan sirri yang telah penulis 

uraikan di atas, ternyata belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi 

semua pihak, baik istri maupun anak. Oleh karena itu, negara juga telah 

memberikan jaminan hak-dan kewajiban para pelaku nikah sirri melalui 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 huruf (a-e) pada perkawinan yang 
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tidak bisa dibuktikan dengan Akta Nikah maka boleh mengajukan itsbat nikah ke 

Pengadilan Agama. 

Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan itsbat nikah seperti 

yang diatur dalam Pasal 7 KHI tersebut, mengisyaratkan sebuah prinsip bahwa 

secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan 

sebuah pernikahan sirri yang belum tercatat, dan kemudian dengan alasan-alasan 

yang dicantumkan pada Pasal 7 ayat (3) KHI, nikah itu dapat dicatatkan dan 

diitsbatkan atau diakui secara adminstratif. Ini pada satu sisi, dan pada sisi yang 

lain, dengan adanya Pasal 7 tersebut, berarti telah memberikan peluang bagi 

nikah-nikah yang tidak tercatat untuk kemudian mencatatkan diri sebagaimana 

mestinya. Adanya peluang ini menguntungkan pihak yang melakukan pernikahan 

sirri, dan pada waktu yang sama merupakan tanggungjawab badan yang 

berwenang utnuk merealisir turwujudnya peluang itu bagi yang berhasrat untuk 

mengisi peluang tersebut. 

Pengajuan itsbat nikah tidak seluruhnya di kabulkan oleh hakim, karena 

adakalanya pengajuan itsbat nikah itu diakbulkan dan adakalanya ditolak, sesuai 

dengan bukti dan dalil yang didapatkan oleh hakim selama proses persidangan. 

Ketika proses persidangan di Pengadilan Agama majlis hakim membuktikan 

bahwa nikah sirri tersebut telah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan, 

artinya, telah sesuai syarat dan rukun pernikahan, maka itsbat tersebut dikabulkan 

oleh majlis hakaim, dan tentu saja akibat hukum yang muncul dari permohonan 

itsbat nikah tersebut terlindungi secara hukum. Di antara perlindungan hukum 

yang akan didapatkan adalah: 

1. Para pihak (suami dan istri) akan mendapatkan akta nikah yang diperintahkan 

oleh Pengadilan Agama ke Kantor Urusan Agama. 
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2. Istri tidak merasa khawatir lagi tentang hak-haknya yang akan didapatkan baik 

secara hukum agama maupun peraturan perundang-undangan, karena sudah 

terjamin perlindungan hukum dan  kepastian hukumnya. 

3. Perlindungan hukum anak yang lahir dari pernikahan sirri tersebut terjamin 

kehidupannya, pendidikannya, serta hak dan kewajibannya baik secara agama 

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini akan berbeda ketika itsbat nikah sirri tersebut di tolak oleh majlis 

hakim ketika melihat proses persidangan di Pengadilan Agama dan terbukti 

pernikahan tersebut tidak sesuai dengan syarat dan rukun pernikakan, maka 

pengajuan permohonan itsbat akan ditolak oleh majlis hakim. Penolakan 

pengajuan permohonan tersebut akan memunculkan masalah hukum dikemudian 

hari. Diantara masalah hukumnya adalah sebagai berikut: 

1. Status pernikahan menjadi tidak sah secara agama dan secara perturan 

perundang-undangan yang berlaku, dimana syarat dan rukun pernikahan tidak 

terpenuhi; 

2. Status pernikahan yang tidak sah bagi suami dan istri akan mengakibatkan 

anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi anak yang lahir dengan 

hubungan perzinaaan; 

3. Istri akan menderita karena harus memikul beban moral selaku seorang wanita 

yang tidak jelas statusnya, apakah berstatus sebagai janda, padahal tidak ada 

perceraian, atau apakah berstatus sebagai istri, padahal status nikahnya 

dinyatakan tidak sah; 

4. Anak dari hubungan tersebut akan memikul beban mental  selama hidup, 

karena tidak jelas statusnya  sebagaimana layaknya sebagai anak yang sah, dan 
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dengan tidak jelasnya status itu, maka akan semakin tidak jelas juga siapa 

yang akan bertanggungjawab bagi masa depannya. 

Adanya akibat negatif yang harus di derita oleh seorang perempuan dan 

anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang disebabkan oleh penerapan suatu 

peraturan, sehingga menjadikan penerapan hukum kosong dari sasarannya bahkan 

berakibiat sebaliknya dari tujuan suatu hukum. Setiap bentuk hukum harus 

dirumuskan dengan pertimbangan adanya manfaat yang akan diraih oleh pihak-

pihak yang menerapkannya atau adanya mudharat yang akan dihilangkan. 

Berkaitan dengan masalah di atas  penulis berpendapat bahwa permohonan 

itsbat nikah sirri yang ditolak oleh Pengadilan Agama belum mencerminkan 

perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dengan 

pernikahan tersebut. Karena akan ada pihak-pihak yang akan menderita selama 

hidupnya. Apabila yang dipersoalkan adalah karena pernikahan itu tidak tercatat 

atau tidak lengkap syarat rukun sehingga dianggap melawan hukum, 

pertanyaannya adalah, pihak mana diantara Pemohon I  sebagai suami dan 

Pemohon II sebagi istri yang bertanggungjawab atas pelanggaran hukum tersebut? 

apakah yang harus menderita  akibat pelanggaran hukum itu istri, atau keduanya, 

atau pihak suamilah yang akan bertanggungjawab akan segala akibat dari adanya 

pelanggaran hukum itu.  

Apabila diukur dengan pertimbangan fikih, maka para pihak yang 

bertannggungjawab utnuk memenuhi persyaratan perkawinan adalah suami. Maka 

pihak suamilah yang harus menyiapkan segala perangkat perkawinan, dan atas 

dasar itu, segala kekurangan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak suamilah yang 

bertanggungjawab. 
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Apabila dicermati Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum islam yang 

berbicara tentang peraturan yang mengharuskan pencatatan nikah pada Pegawai 

Pencatat Nikah, kemudian dihubungkan dengan ayat-ayat yang membolehkan 

untuk bermohon mengitsbatkan akad nikah yang tidak memenuhi pencatatan 

tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa adanya peluang bermohon untuk 

mengitsbatkan nikah itu tidak lain adalah karena adanya pertimbangan agar 

penerapan suatu peraturan perundang-undangan tidaklah kaku. 

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa wujud kepastian hukum adalah 

peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah 

negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi 

golongan tertentu, selain itu dapat pula berupa peraturan setempat.393 

Berdasarkan pengertian itu, maka teori kepastian hukum dapat 

mengandung dua makna, yaitu; Pertama, adanya aturan yang bersifat umum 

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan 

pemerintah. Kepastian hukum bukan hanya Pasal-pasal yang terdapat dalam 

undang-undang, melainkan juga harus ada konsistensi dari penetapan putusan 

hakim lainnya untuk kasus yang serupa telah diputuskan. 

Kepastian hukum merupakan pokok dari hukum atau lebih khusus dari 

perundang-undangan. Begitu hukum datang maka datanglah kepastian. Kepastian 

hukum juga merupakan yustisitabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang 

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam 

                                                             
393Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam 

hubungan-hubungan pergaulan masyarakat. Terjadi kepastian yang dicapai  karena adanya hukum. Ada dua 

pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dari hukum. Lihat: Sudikno 

Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 145. 
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keadaan tertentu.394 Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena 

dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Oleh karenanya 

hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dan bertujuan untuk ketrtiban 

masyarakat. 

Berkaitan dengan kepastian hukum terhadap hak-hak tertentu di atas, maka 

dalam penetapan itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama seyogyanya 

penetapan oleh majelis hakim diteruskan pada amar untuk mengulang pernikahan 

yang dilakukan tidak sah menurut agama dan Undang-undang. Menurut penulis, 

inilah kepastian hukum yang diinginkan oleh para pemohon, yang mungkin dalam 

keadaan tertentu pernikahannya tidak dengan wali nasab, masih dalam status 

iddah suami pertama, atau karena keterbatasan saksi dalam pernikahan. 

Kepastian hukum yang diinginkan dalam permohonan itsbat nikah bagi 

umat Islam, menurut penulis berbeda dengan teori kepastian hukum (legal 

certainty). Karena aliran tersebut bersumber dari kaum “legal positism”. Dalam 

dunia hukum mereka cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai 

“kepastian undang-undang”. Mereka memandang hukum sebagai sesuatu yang 

otonom, karena hukum tidak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (legal 

rules), norma-norma hukum (legal norm), dan asas-asas hukum (legal principles). 

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan 

“legal certainty” (kepastian hukum).395 

                                                             
394 Suctjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir; Catatn Kritis tentang Pergulatan Manusia dan 

Hukum, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 85. 
395Menurut penganut aliran ini, meskipun aturan nhukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan 

tidak memberikan mamfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan 

kepastian hukum dapat terwujud, karena hukum identik dengan kepastian. Bagi penganut aliran ini, janji-janji 

hukum yang tertuang dalam rumusan aturan tadi, merupakan “kepastian” yang harus diwujudkan. Penganut 

aliran ini lupa, bahwa sebenarnya “janji hukum” itu bukan suatu yang harus, namun hanya yang seharusnya. 

Dan kita paham bahwa apa yang seharusnya, belum tentu akan terwujud kenyataan atau realitasnya. Lihat. 

Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk 

Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),  (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 228-230. 
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Padahal realitasnya dalam undang-undang terdapat hukum lain, seperti 

hukum Islam (islamic law) dan hukum kebiasaan (customary law). Dengan 

demikian, kepastian hukum dalam itsbat nikah sirri yang ditolak oleh Pengadilan 

Agama di Propinsi Riau, kepastian hukum yang diinginkan bukan hanya 

mengabulkan atau menolak, namun juga hakim harus mampu memberikan solusi 

yang bisa dimamfaatkan umat, agar tidak terjadi pembiaraan perzinahan pada 

pernikahan yang menyalahi sayar’at Islam dan juga peraturan perundang-

undangan. 

Dari uraian di atas penulis dapat memberikan kesimpulan, bahwa dengan 

adanya teori kepastian hukum tersebut, maka akan memberikan kepastian kepada 

pihak-pihak untuk mendapatkan hak-haknya, ini bertujuan untuk mencapai 

keluarga yang bahagia dan kekal untuk kelangsungan kehidupan anak-anak yang 

dilahirkan dari perkawinan mereka nantinya, tanpa adanya tindakan yang 

mengakibatkan hilangnya hak tersebut di dalam perundang-undangan khususnya 

Undang-undang perkawinan. 

Adanya aturan hukum karena keinginan mewujudkan kepastian hukum, 

karena semakin umum isi suatu peraturan, maka akan semakin banyak 

penafsirannya untuk diterapkan oleh hakim berdasarkan asas keadilan dan 

kemaslahatan umat. Dengan demikian, kepastian hukum dapat diwujudkan 

melalui empat pertimbangan, yakni sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Yuridis Normatif 

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan 

aspek yuridis normatif dalam memberikan kepastian hukum pada contoh 

perkara yang dikabulkan dan yang ditolak di Pengadilan Agama di atas, pada 

dasarnya telah terpenuhi. Karena dalam pertimbangan majelis hakim telah 
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memasukkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, 

ditambah lagi dengan berbagai macam pendapat ulama fikih tentang masalah 

pernikahan. Pertimbangan yuridis normatif tersebut bertitik tolak pada 

ketentuan Pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam, dimana putusan tersebut telah memuat  dasar alasan yuridis yang jelas 

dan rinci sebab berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan asas yuridis normatif diikuti oleh asas ius curia novit, 

yakni hakim dianggap mengetahui hukum sesuatu dengan asas kebebasan 

hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak 

terdapat peraturan hukumnya (rechtsvacuum).396 Dengan adanya prinsip ini, 

Yahya Harahap menjelaskan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap 

memehami hukum. Oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap 

pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya. Apabila hakim dalam 

memberikan pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum 

tertulis, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus 

perkara berdasar hukum sebagaimana orang yang bijaksana dan 

bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang maha Esa, diri sendiri, 

masyarakat, bangsa dan negara.397 Prinsip ini juga dijelaskan dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 

10, yakni: 

                                                             
396 Lihat: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 821. 
397 Berdasrkan adigium Ius Curia Novit atau Curia Novit Jus, hakim dianggap mengetahui dan 

memahami segala hukum. Dengan demikian, hakim yang berwenang menentukan objek mana yang harus 

diterapkan (topassing) sesuai dengan materi pokok perkara yang mengangkut hubungan hukum pihak-pihak 

yang berperkara dalam konkreto. Karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif, bukan hak dan 

kewenangan para pihak, tetapi menjadi kewajiban dan kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan 

hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum. Prinsip ini pada dasarnya 

hanya teori dan asumsi. Dalam kenyataannya anggapan itu keliru. Karena bagaimanapun luasnya pengalaman 

seorang hakim, tidak mungkin mengetahui segala hukum yang beggitu lusa dan komplek. Namun adigium itu 

sengaja dikedepankan untuk mengokohkan fungsi hakim, agar benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya 

berdasarkan hukum, bukan diluar hukum. Ibid, hlm 821-822. 
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a. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang 

jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

b. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha 

penyelesaian perdata secara perdamaian.398 

2. Pertimbangan Sosiologis Empiris 

Pertimbangan sosiologis merupakan asas yang mendorong hakim 

menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan 

menafsirkan terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah 

yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan, melainkan berkembang mengikuti 

perkembangan masyarakat sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang 

(living law) di masyarakat, atau disebut juga penemuan hukum 

(rechtsvinding). 399  Aspek sosiologis adalah mempertimbangkan tata nilai 

budaya yang hidup dalam masyarakat.  

Dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan 

yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam 

masyarakat yang terabaikan. Dengan kata lain, aspek sosiologis 

mencerminkan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara dan 

kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan 

hukum hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan 

tersebut membawa manfaat atau kerugian bagi semua pihak. 

                                                             
398Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehaikamam, hlm. 18. 
399Aspek sosiologis adalah mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam 

penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu 

mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan 

kemamfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim 

dalam menerapkan hukum hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut 

membawa mamfaat atau kerugian bagi semua pihak. Lihat: Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum 

Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan Berkeadilan, (Yogyakarta: UIIS Press, 2006), hlm. 6. 



 

281 
 

 
 

Pertimbangan sosiologis yang penulis maksudkan disini, seperti 

“menimbang bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan, bahwa perkawinan 

Pemohon I dan Pemohon II tidak sesui dengan syari’at Islam dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dan hal ini akan semakin memberikan 

mudharat pada perkawinan pada masa yang akan datang, baik bagi Pemohon I, 

Pemohon II, maupun terhadap anak dibelakang hari. Untuk itu, penyelesaian 

yang dipandang adil adalah, Pemohon I dan Pemohon II untuk mengulang 

nikahnya, kemudian setelah itu baru di itsbatkan ke Pengadilan Agama”. 

Analisis hukumnya, bahwa jika ada penetapan majelis hakim yang 

memeriksa perkara di atas seperti ungkapan tersebut, tentu saja secara 

sosiologis empiris membawa dampak kemanfaatan. Kriteria kemanfaatan 

adalah telah memberikan kebahagian dan kepuasan bagi pihak-pihak yang 

berperkara, telah mampu mengatasi polemik dan konflik oleh para pihak, dan 

diperolehnya hak dan kewajiban oleh para pihak. Sebaliknya, jika 

kemanfaatan tidak dirasakan pihak yang berperkara, dimana pernikahan 

mereka ditolak oleh majelis hakim. Artinya, hubungan pernikahan tersebut 

adalah hubungan zina tentu saja implikasinya sangat tidak baik bagi mereka, 

masyarakat di sekitar, serta tidak adanya hak dan kewajiban dalam perkawinan 

antara kedua belah pihak dan terhadap anak. 

Pola pikir inilah yang telah mengarahkan Pengadilan Agama untuk 

dapat menerima permohonan itsbat nikah untuk keperluan akta nikah dan akta 

kelahiran anak dengan merujuk kepada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan 

bahwa “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun 

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan anak itu 
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anak orang tua yang bersangkutan”.400 Dengan demikian itsbat nikah sirri 

untuk keperluan membuat akta kelahiran anak merupakan sintesa 

penyimpangan hukum (distortion of law) yang dibina atas dasar pengisian 

kekosongan hukum (rechtsvacuum) karena tidak ada peraturan yang mengatur 

hal ini.401 

Dari uraian di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa 

dalam penetapan putusan itsbat nikah, secara sederhana majelis hakim 

mengunakan tiga aspek, yaitu: 

a. Aspek yuridis (aspek hukum), yaitu penetapan yang berdasarkan hukum 

tertulis yang terdapat dalam Pasal-pasal peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku; 

b. Aspek sosiologis, yaitu pentapan yang berdasarkan hukum yang hidup di 

tengah-tengah masyarakat, baik hukum agama Islam maupun hukum adat 

kebiasaan masyarakat setempat; dan 

c. Aspek filosofis, yaitu penetapan tersebut tidak hanya berdasarkan teks 

Undang-undang, namun juga berdasarkan roh semangat latar belakang 

lahirnya Undang-undang. 

3. Pertimbangan Mashlahah al-Mursalah 

Tujuan diberlakukannnya itsbat nikah dalam peraturan Perundang-

undangan adalah untuk membantu masyarakat mendapatkan hak atas akta 

perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran anak secara sederhana cepat dan 

biaya ringan. Dengan kata lain bahwa terselenggaranya itsbat nikah dalam 

                                                             
400Lihat: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Pasal 32 ayat 

(2), hlm. 21. 
401Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op. Cit., hlm. 142. 
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rangka memenuhi hak memperoleh identitas hukum sebagai solusi yang 

diberikan oleh negara untuk mendapatkan kepastian hukum. 

Salah satu manfaat hadirnya Undang-undang dengan itsbat nikah 

adalah untuk terciptanya kemaslahatan. Untuk mewujudkan kemaslahatan 

tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bahwa ketentuan mengenai itsbat nikah tidak ditunjukkan secara lansung 

maupun tidak lansung dalam teks kitab suci al-Qur’an dan as-Sunnah. 

Dalam sejarah Islam dan praktek Kenabian tidak mengenal itu, sehingga 

sudah tepat mengakaji permasalahan penetapan itsbat nikah itu dengan 

konsep mashlahah al-mursalah, karena salah satu kriteria maslahah al-

mursalah adalah tidak ada dalil khusus yang menunjukkannya. 

b. Bahwa di zaman sekarang ini dengan jumlah penduduk yang semakin 

meningkat, pendataan berupa pencatatan kependudukan baik perkawinan, 

kelahiran dan kematian mutlak dan wajib diperlukan. Karena jika tidak 

dilakukan, akan menimbulkan ketidak teraturan dan ketidak tertiban dalam 

kehidupan masyarakat hal itu akan menimbulkan penyelundupan hukum. 

c. Bahwa dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, maka perlindungan 

terhadap anggota keluarga (suami, istri dan anak), baik berupa hak atas 

harta, status perkawinan, ataupun hak atas identitas diri tidak bisa 

diperoleh, sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan ketentraman 

tidak terpenuhi. Dengan begitu, tujuan primer ad-dharury berupa hifz al-

nasab dan hifz al-mal tidak tercapai. Untuk itu, penetapan itsbat nikah 

bermuara pada menolak kemudharatan atau kerugian bagi anggota 

keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak 

seseorang. 
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d. Bahwa itsbat nikah telah memberikan kamslahatan keadilan sosial bagi 

masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau 

golongan tertentu. Oleh sebab itu, yang ditegakkan adalah kemaslahatan 

umum bukan kemaslahatan pribadi hal itu sejalan dengan kaedah fikih: 

عَلىَِ مَةِ  ةُِمُقدََّ ةِ اصَِّخَِالِِْةِ حَِلَِصِْمَِالِِْالَْمَصْلحََةُِالْعَامَّ  

Artinya: “Kemashlahatan umum (publik) harus didahulukan daripada 

kemaslahatan khusus”.402 

 

Dalam mewujudkan mashlahah al-mursalah terdiri dari tiga ketentuan 

sesuai dengan kebutuhannya, yaitu: 

a. Masahlahah dharuriyat, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan 

kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar umat Islam di dunia dan akhirat. 

Kemaslahatan dalam hal ini terdapat lima bentuk pemeliharaan, yakni 

agama, akal, keturunan, harta, dan jiwa yang disebut dengan al-Maqasidus 

al-Syar’iyah. 

b. Mashlahat Hajiyat, yaitu kemaslahatan yang menduduki pada taraf 

kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh 

manusia agar terlepas dari kesusahan yang menimpa mereka. Artinya 

kemaslahatan ini terkandung segala perbuatan dan tindakan demi 

mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan 

manusia secara utuh dan menyeluruh.403 Mashlahah Hajiyat jika sendainya 

tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta 

tata cara kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan 

kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupan.404 

                                                             
402Lihat: A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, Loc. Cit. hlm. 11. 
403Asnawi, Perbandingan Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 129. 
404Ibid, hlm. 237. 
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c. Mashlahah Tahsiniyat, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai 

pelengkap terhadap kemaslahatan dharuriyat dan hajiyat. Kemashlahatan 

ini bertujuan dalam kebaikan dan budi pekerti. Meski kemaslahatan ini 

tidak bisa menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia, 

akan tetapi sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan. 

Melihat ketiga katagori maslahah di atas, maka penetapan itsbat nikah 

merupakan mashlahah dharuriyat, dimana maqasid al-syari’ahnya adalah 

menjaga keturunan termasuk segala hak yang ada di dalamnya dan menjaga 

harta termasuk segala hak yang terdapat di dalamnya. Ketika itsbat nikah sirri 

tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama, maka ketiga katagori maslahah 

tersebut dengan sendirinya akan hilang. 

Maslahah yang hilang tersebut berupa menjaga keturunan sampai ke 

anak cucu, menjaga harta baik suami istri dan anak, akan menyebabkan 

perkawinan menjadi perzinaan secara turun temurun, memunculkan fitnah dan 

cerita dalam masyarakat, serta akan dikucilkan pelakunya oleh masyarakat, 

mengingat hukum yang hidup dalam masyarakat adalah untuk mendapatkan 

ketiga maslahah tersebut. 

e. Bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI telah mewujudkan 

prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dan telah 

menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah 

mempertimbangkan hukum agama keparcayaan dalam masyarakat. 

Pertanyaannya, benarkah Kompilasi Hukum Islam menyalahi hirarki 

tata urutan Perundang-undangan di Indonesia. Hal ini berkaitan bahwa 

pelaksanaan perkawinan diatur melalui produk Perundang-undangan, yaitu 
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UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan itsbat nikah diatur 

dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam. Artinya kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dari Instruksi 

Presiden. 

Istilah kompilasi terambil dari bahasa latin, “compilare” yang berarti 

mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini berkambang menjadi “compilation” 

dalam bahasa Inggris yang berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku 

lain405, dan “compilatie” bahasa Belanda yang berarti kumpulan dari lain-lain 

karangan 406 . Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan “kompilasi”, yang 

berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, 

karangan dan sebagainya).407 

Sejarah perjuangan umat Islam Indonesia terhadap tanah airnya dan 

catatan sejarah hukum Islam yang sudah membumi di bumi nusantara ini 

semenjak masa pra-penjajahan hingga sekarang, maka untuk menjadikan 

ajaran Islam sebagai salah satu sumber pembentukan dan penerapan Hukum 

Nasional. Berlakunya Hukum Islam di Indonesia untuk sebagian besar adalah 

tergantung pada umat Islam yang menjadi pendukung utamanya. Umat dalam 

artian sebuah komunitas penganut suatu agama yang dituntut melaksanakan 

kewajiban ajaran agamanya.408 

Saat Pemerintah bersama DPR membentuk Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut akan 

berpengaruh yang sangat besar terhadap pencari keadilan. Keadilan akan 

didapat melalui hukum formal dan hukum materil. Undang-Undang Nomor 7 

                                                             
405Wajowasito dan W.J.S. Poerwademinta, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia Inggris, 

(Jakarta: Hasta, 1982), hlm. 88. 
406Wajowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeave, 1981), Hlm. 123 
407Kamus Behasa Indonesia, Op. cit, hlm. 584. 
408Abdurrahman, KHI, Op. cit, hlm. 1.  
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama itulah mengatur tentang hukum formal 

yang digunakan dilingkungan Peradilan Agama.409 

Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan 

Peradilan Agama, para hakim merujuk kepada kitab-kitab fiqh sebagai rujukan 

utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan 

doktrin serta pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di dalam 

kitab-kitab fiqh. Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai 

produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut 

satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya 

beberapa mazhab dalam fiqh itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar 

mazhab dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama. 

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam dibukukan dan disusun 

secara teratur untuk mempermudah Hakim dalam merujuk dasar hukum yang 

sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. Kemudian apakah 

Kompilasi Hukum Islam merupakan produk hukum positif tertulis yang hidup 

dan diyakini dalam kehidupan warga negara Indonesia yang beragama Islam. 

Perlu diketahui Kompilasi pada umumnya bukanlah suatu peraturan 

Perundang-undangan seperti Undang-undang atau peraturan pemerintah atau 

Peraturan Presiden atau peraturan lainnya. Khusus Kompilasi Hukum Islam 

telah melalui proses positifikasi pada saat penyusunannya yaitu Keputusan 

Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 

No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanakan 

Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih 

dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. 

                                                             
409Ali Zainuddin, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 

hlm. 98. 
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Positivisasi adalah proses menjadikan sesuatu sebagai sumber 

hukum.410 Oleh karena itu, dasar penyusunan Kompilasi Hukum Islam sudah 

memiliki dasar hukum yang kuat dan kedudukannya diakui oleh Negara. 

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena disusun dengan 

memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Produk 

tersebut mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena 

itu di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan 

kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di 

Indonesia.411
 

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada konsideran 

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 

Maret 1985No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan 

PelaksanakanProyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau 

yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. Ada dua 

pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu : 

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di 

Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan 

Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di 

Pengadilan Agama; 

2. Guna mencapai maksud tersebut dan demi meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas, singkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek 

pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu 

                                                             
410Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. cit, hlm. 1207. 
411Zainuddin Ali, op. cit, hlm. 100. 
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membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat 

Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.412
 

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan 

Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa 

Indonesia yang beragama Islam.413
 

Setelah penyusunan selesai untuk pemberlakuan Kompilasi Hukum 

Islam maka harus melalui proses positivisasi dan akhirnya menjadi hukum 

materil, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam. Pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden menandatangani Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Sejak saat itu, secara 

formal berlaku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil 

yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 

22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 

1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991. Selanjutnya 

Kompilasi Hukum Islam disebar luaskan kepada semua Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan 

Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91. 

Sumber hukum TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yaitu (1) UUD RI 

1945 (2) TAP MPR, (3) UU/ Perpu, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Keputusan 

Presiden, dan (6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti : Peraturan 

Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya. Ketentuan tersebut merupakan 

dasar hukum atas tata aturan perundang-undangan merupakan hukum positif 

                                                             
412Abdurrahman,   Op. cit, hlm. 15. 
413Ibid, hlm 20. 
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dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 414 Namun terjadi perdebatan 

karena Instruksi Presiden tidak termasuk dari salah satu sumber hukum yang 

disebutkan di atas. Menurut Ismail Sunny, ahli hukum tata negara (dikutip dari 

buku Warkum Sumitro), walaupun instruksi presiden tidak disebutkan dalam 

Tap Nomor XX/MPRS/1996, namun berdasarkan kenyataan bahwa dalam 

praktek penyelenggaraan pemerintahan Presiden sering mengeluarkan 

Instruksi Presiden yang dianggapnya lebih efektif, maka Instruksi Presiden 

memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Keputusan Presiden sehingga 

memiliki daya mengikat.415
 

Menurut penulis daya mengikat tersebut bukan karena apakah Instruksi 

Presiden salah satu sumber hukum yang disebutkan dalam TAP MPRS 

No.XX/MPRS/1966. Namun daya mengikat tersebut karena pengertian 

Instruksi Presiden tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia instruksi 

adalah perintah atau pengarahan (untuk melakukan pekerjaan atau 

melaksanakan tugas). 416  Karena pada saat itu pembinaan badan-badan 

peradilan di bawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan Departemen 

Agama), maka Instruksi Presiden memiliki kekuatan hukum mengikat karena 

merupakan bagian dari perintah atasan kepada bawahan. 

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai 

penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman. Ditandai dengan lahir Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-

undang tersebut menimbang bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan 

                                                             
414Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqih Madzhab Negara-Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di 

Indonesia , (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 175-176. 
415Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia, 

(Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 150. 
416Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit. hlm. 1207. 
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yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.417 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Badan peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan 

Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha 

Negara. 418  Konsekuensi dari Undang-undang tersebut yaitu pengalihan 

organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah 

Agung (judikatif), sebelumnya di bawah Presiden (eksekutif). Ditegaskan pada 

Pasal 13 ayat (1) bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah 

kekuasaan Mahkamah Agung.419
 

Khusus Peradilan Agama dipertegas pada Pasal 44 huruf (a) bahwa 

semua pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama 

menjadi pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah 

Agung, serta pegawai Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 

menjadi pegawai Mahkamah Agung.420
 

Pertanyaannya setelah pengalihan kekuasaan tersebut apakah Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam masih diakui 

dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena kekuasaan badan-badan 

peradilan tidak di bawah kekuasaan (eksekutif) Presiden seperti sebelumnya. 

Dengan demikian pasca amandemen UUD 1945 NRI maka Pengadilan Agama 
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merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang independen terlepas dari 

kekuasaan eksekutif (Presiden). Dengan demikian, dengan adanya pengalihan 

kekuasaan maka ketentuan peraturan yang dibentuk oleh Presiden (termasuk 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 

tidak mengikat. Istilah instruksi merupakan perintah atas kepada bawahan 

menjadi gugur dengan sendirinya. 

Oleh karena itu, perlu memositifkan Kompilasi Hukum Islam agar 

diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta dapat dilaksanakan 

oleh lembaga Peradilan Agama yang kedudukannya di bawah Mahkamah 

Agung. Karena saat ini undang-undang terbaru adalah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

maka penulis tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Untuk meningkatkan Instruksi Pressiden Nomor 1 tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam menjadi materi peraturan yang bisa dibuat oleh 

presiden berdasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tersirat menyebutkan 

bahwa, bukan hanya bersifat pengaturan (regeling), 421 namun juga non 

pengaturan, seperti keputusan (beschikking). Keputusan Tata Usaha Negara 

adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang 

berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat 
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konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi 

seseorang atau badan hukum perdata.422
 

Mengenai kepastian hukum dan pemberlakuan suatu Keputusan 

Presiden yang bagaimana diterapkan, kembali pada materi yang diatur dalam 

Keputusan Presiden tersebut. Untuk mempositifkan Kompilasi Hukum Islam 

tidak dapat melalui keputusan Presiden, apabila Keputusan Presiden tersebut 

bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Dengan demikian isi Keputusan 

Presiden hanya berlaku serta mengikat pihak tertentu yang disebut dan 

tergantung Undang-undang apakah memberikan kewenangan tersebut. 

Sebagaimana penjelasan di atas pasca amandemen UUD 1945 NRI bahwa 

Lembaga Peradilan bukan lagi di bawah kekuasaan eksekutif (Presiden).  

Dengan demikian tidak dapat memositifkan Kompilasi Hukum Islam 

melalui produk hukum produk Keputusan Presiden. Konsekuensi logisnya, 

diperlukan Instrumen pengesahan oleh Negara yang ditentukan oleh undang-

undang, maka sumber hukum dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 

yang mengakomodir Kompilasi Hukum Islam untuk dipergunakan sebagai 

sumber hukum. Sebagai negara hukum, tentu diperlukan sebuah legitimasi 

agar dapat digunakan sebagai landasan yang sah secara hukum positif di 

Indonesia. 

Produk hukum untuk memositifkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh Presiden yaitu berupa; (1) 

Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR untuk ditetapkan menjadi 
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undang-undang, 423 (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,(3) 

Peraturan Pemerintah,dan (4) Peraturan Presiden.424
 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Peraturan 

Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden 

untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi 

atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian 

tidak dapat memositifkan Kompilasi Hukum Islam melalui produk hukum 

Peraturan Presiden, karena ketentuan Peraturan Presiden adalah untuk 

menjalankan peraturan yang lebih tinggi. Sedangkan peraturan yang lebih 

tinggi belum ada diatur.  

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 ayat (5) menyebutkan 

bahwa Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana 

mestinya. Dengan demikian tidak dapat memositifkan Kompilasi Hukum 

Islam melalui produk hukum Peraturan Pemerintah, karena ketentuan 

Peraturan pemerintah adalah untuk menjalankan Undang-undang, sedangkan 

Undang-undang belum ada. 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang adalah Peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang 

                                                             
423UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1). 
424Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan, 

Pasal 1 ayat (4, 5, dan 6). 



 

295 
 

 
 

memaksa. Ketentuan tersebut diatur pula dalam Pasal 22 UUD 1945 NRI. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, ada 

tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa”425 bagi 

Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 

yaitu: 

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah 

hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang; 

2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi 

kekosongan hukum, atau ada Undang-undang tetapi tidak memadai; 

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat 

Undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu 

yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu 

kepastian untuk diselesaikan.426
 

Berdasarkan ketentuan diatas Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi 

syarat tersebut, maka dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Presiden 

berinisiatif membentuk produk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang tentang Kompilasi Hukum Islam untuk dapat langsung 

diterapkan. Dengan demikian produk hukum tersebut dapat kembali 

memositifkan Kompilasi Hukum Islam yang sebelumnya tidak diakui dan 

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 

Apabila Presiden menggunakan pengajukan rancangan Undang-

undang tentang Kompilasi Hukum Islam kepada DPR agar langsung menjadi 

Undang-undang, namun rancangan tersebut akan dibahas pada sidang 

Tahunan DPR dan itu pun jika termasuk skala prioritas. Ketentuan tersebut 
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diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, Pasal 20 ayat (2) bahwa Prolegnas ditetapkan 

untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan 

Rancangan Undang-Undang. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Kompilasi 

Hukum Islam harus menunggu hingga Prolegnas dan akhirnya jika disetujui 

oleh DPR maka menjadi Undang-undang.427 UUD 1945 NRI Pasal 20 ayat (2) 

menyebutkan setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh DPR dan 

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ayat (4) menyebutkan 

Presiden mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui 

bersama untuk menjadi Undang-undang.33 

Diskusi mengenai Kompilasi Hukum Islam sangat beragam, misalnya 

mengenai Kompilasi Hukum Islam yang hanya sebagai pedoman, dan hakim 

Pengadilan Agama boleh merujuk madzhab fiqh lain sebagai argumen hukum 

Islam. Selain itu diskusi berputar pada apakah putusan hakim Pengadilan 

Agama tersebut yang membuat Pasal-pasal KHI menjadi positif dan 

mengikat.428Oleh karena itu, menurut hemat peulis, agar Kompilasi Hukum 

Islam dapat segera digunakan sebagai sumber hukum oleh Peradilan Agama 

dan digunakan menyelesaikan masalah umat Islam di bidang tertentu, maka 

pilihan yang rasional adalah positifikasi Kompilasi Hukum Islam melalui 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), menurut pendapat penulis perlu 

adanya sinkronisasi antara kedua ayat dalam Pasal terebut. Jika merujuk pada 

ayat satu bahwa perkawinan sah menurut agama dan kepercayaan. Tentu saja 
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sahnya perkawinan dalam agama Islam adalah sah sesuai dengan syarat dan 

rukun berdasarkan ijtihad para ulama. 

Untuk itu, sangat diperlukan adanya perubahan pada ayat dua dengan 

kalimat, perkawinan sah jika tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

Atau jika digabungkan menjadi perkawinan sah menurut agama dan 

kepercayaan serta tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Sehingga 

pencatatan nikah dapat menjadi rukun sahnya suatu perkawinan. Karena, 

semakin bagus isi dari sebuah Undang-undang, akan semakin meningkatkan 

rasa keadilan dan kemaslahatan umat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




